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RINGKASAN

Penyelesaian perselisthan hubungan industrial selama ini dianggap
kurang adil karena proses penyelesaiannya lambat, menggunakan banyak
biaya, sering tidak memperhatikan kepentingan umum, dan lembaga yang
diberi kewenangan khusus menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
{1*4) tidak bebas dan mandiri dari pengamh para pihak yang berselisih Jdan
pemerintah,

Bertylak dari hal tersebut, maka penelitan disertasi ini berjudut
"Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perselisiban Hubungan Industrial Ji
Indonesia”. Ada higa sub masalah vang dirumuskan dafam penelitian ini,
vakni (1) hakikat hubungan industrial di Indonesia, (2) prinsip-prinsip
keadilan dalam era pasar bebas bagi penyelesaian perselisihan hubungan
industrial di Indonesia, dan (3} vpaya penyelesaian perselisihan hubungan
industrial di Indonesia.

Penelitian ini bersifat penelitian hukum sormabf. Hal iné didasarkan
pada obyek penelitian baik terhadap peraturan perundang-undangan,
perjanjian kerja, KKB, dan niai bukum yang hidup dalam masyarakat
maupun terhadap asas-asas hukum, literatur hukom, dan pandangan para

sarjana (doktrin}. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan

Prirgch Keaddlan Palame PFEHT %l



DISERTASI PRINSIP KEADILAN DALAM... MUHAMMAD SYARIF

perundang-undangan, konsep dan sejarah melalui pembahasan secara
deskriptit analitik.

Hasil penelition menunjubkkan, pertama, bahwa hakikat hubungan
industrial adalah suate hubungan hukum yang harmonis, scrasi dan
seimbang antara pekerja dan pengusaha serta pemerintah dalam proses
produksi barang atau jasa untuk mencapai kesejahteraan bersama. Suaby
hubungan hukum vang lahir dari suatu perikatan (penanijian kenja) vang
mempenanjikan tenaga kerja (manpowed dari pekerja, bukan jasmarni (atau
fisik} pekera. Huobungan hukum dimaksud mencmpatkan pekena sebagai
subyek peranjian, sedanghkan tenaga kerja (manpower) sang pekerja adalah
obyek petjanjian. Mempersamakan jasmani {atau [sik) pebera dengan
tenaga kerja (manpowery dari pekerja scbagai obyek penanjian kena
mengandung makna babwasanya pekerja adalah sama dengan budak.

Kedua, keadilan mengandung makna memberikan kepada seseorang
apa vang, menjadi haknya funicuique suum eribuere) serta jangan merugikan
orang (nemingat faedere) dan bertingkah laku yang baik (Aoneste vivers). Hal
dimaksud bermakna babwa prinsip keadilan berpegang kepada kebenaran
serta hdak boleh berbuat sewenang-wenang. Keadilan dapat pola berarti
persamaan menuwrut hukum, Prnsip-prinsip  keadilon  dimaksud  pada

dasamnya secara muwtafis mfandts dapat bersesuaian dengan prinsip-prinsip
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keadilan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai ocleh asas
kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah guna mencapai nufzkat.
Hanya saja, prinsip keadilan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dilekankan
guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Inlonesia. Ini berarti
bahwa apa pun vang dilakukan oleh komponen Nasion Indonesia, baik
rakyat maupun pemerintah hares sesuatu yang oampu menciptakan
keadilan sosial, bermasuk dalam hal i penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. Penyelezaian perselisihan  hubungan industrial hanya dapat
dicapai dengan sclusi keadilan. Demikian pula dalam era pasar bebas
ditemukan adanya kaidah atau prinsip dasar yang bersifal umum yaknd
prinsip efisiensi, perlindungan bukom, pemberdayaan, tidak merugikan
pihak lain dan penyelesaian secara damai.

Bertulak dari hal tersebut, maka disimpulkar adanya enam prinsip
keadilzn dalam penyelesaian persebisihan  hubunngan industrial.  vakni
prinsip perlindungan hukum, prinsip pemberdayaan, prinsip keberpihakan,
prinsip inslitusionalisasi alternatif, prinsip efektif dan efision, dan prinsip
itikad baik.

Ketiga, perlu kiranya mendapatkan perhatian kita semua, bahwasanya
terdapat dua kelompok perselisihan hubungan industrial, yakni perselisihan

hak jconflict of night]) dan perselisihan kepentingan (conflict of interest).
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Perselisihan hak yaitu fidak adanya persesuaian paham mengenai hal ikhwal
hukum {rechmatigheid) utamanya yanp berpaut dengan pencideraan jani
tethadap perjanjian kerja, KKB, dan peraturan  perundang-undangan
ketenagakerjaan, Perselisihan kepentingan yaitu tidak adanya persesuaian
paham mengenai hal ikhwal non hukom {doelmatigheid) wtamanya yang
berpant dengan tuntutan perbaikan ekunomi pekera.

Terselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalol proses
pada Pengadilan Negeri {peradifan umum} dan dapat pula diselesaikan
mefalui proses pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburwhan (4],
arbitrasi, mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa (AR}

Bordasarkan perbedaan perselisihan industrial tersebut maka secara
hukum penanganan kasus-kasus perselisihan hak merupakan kewenangan
peradilan umum dan Pamitia FPenyelesaian Persclisihan Perburuhan (F4)
sadangkan penanganan kasus-kasus perselisihan kepentingan merapakan
kewenangan Panibia  Penyelesaian Persclisihan Perburuhan (P4) tidak
termasuk  kewenzngan  hakim-hakim  peradilan urmam. Penyelesaian
persclisihan hubungan industrial Ji luar jalur pengadilan dapat pula
ditempuh melalui jalur arbitrasi, mediasi, Jdan  alternatif penyelesaian

sengkela (ADR).
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ABSTRACT

Lo essence, indostrial relationship constitutes privibe laid dosonom work
ayrecmoent entered inhe by and between employer and workees whose subject
atalter is to carry out activity. This means that the subject matter of the work
apreement 5 work instead of worker, This implics that worker 15 not
subordinate to emplover. In a work relationship, it s assumed that
emplover's and worker's riphbs and obligations arcina balanee position.

There are six principles of justice in the dispule settlement of industrial
relationship, which are ponciples of lepal  protection,  ecmpowerment,
compantonship, alernative mstitubional, elfechveness, efficiency, and goal
faith. Those principles are derived from basic principles of justice and sociak
justice under the classical and contempiwrary jostice theory, such as don't
harm another, gives what the peoples right is, behave in good manner. The
principles are io line with justice valoes adopted v the 1943 Consbitution,
whirh is inspited by the principles of topetherness, and collectinity. The
principles should be relied upon in order by improve dispute setttements of
industrial relattonship, which are proved to be unfair, prolonged, costly,
uncesponsive o the worker's interest, and they are setled by biased and
interested instilution.

Basid on bwa classifications of industrial relationship disputes, which
are rights disputes and industrial disputes and resulation for dispote
setlement of industrial relationship as well as charactenistic of workers in the
dispube settlement of industriab relationships, five alternatives may be
suggested for seithing the industrial relabeaship. They are adjudication,
Cormmitkee for Labor Thspute Settlement,  arbitration, mediation, and
altermabive dispute resoletion.

Koy words: - principle of justice

- indlustrial relatinpship
- dispute setilement of industrial relationship
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BABG 1
PENDAHULLIAN

1.1.  latar Belakang Masalah

Kemajuan iimu pengetabuan dan teknelogi, serta perkembangan
perdagangan yang sangat pesat =aal ini, menuntut peningkatan kuoalitas
sumber daya manusia Indonesia pada umuemnya khususnya para pelaku
proses produkst yakni pekerja! dan pengusaha -

| Istilak "TPeberja® dalam disertasi ini mersjuk pada bukyu Fxfunan Prfaksimngin Heborngan
imfustria’ Fancasife (HFL Labun 198 yang merekomendasikan penggantian isbiiah “Boruh™.
berdasar pada alasan-alasan sebagar vkt

1. Istilah buruh vang sebenamya istilah lehinis saja. vaily seseorang vang bekerja pada
prang lain dengan menerima upah, talah berkembang menjadi ishilah vang melekat
padanya hai-hal vang kurang wwengunlungkan sepedic
a.  Dengan adanyd kata burah berarti adanya kala majikan dinmana kerganbar anfara

buruh dan majikan terdapat hubungan vang tidak selingkat dan terdapat
polarisasi-polarisasi yang mecupakan 2 (doa) kelas vane berbeda kepenlingan,

B, Dengan dipengaruhi oleh Marsisme, buruh dianggap adalah suame kelas vang
selalu diekspiloitie aleh mgjiban, Buruh jugd disnggap suatu kelas vang selalu
berusahd menghancurkan majikan da’am perjuangannya.

2. Mlemasvarakatkan Hubungan Induskrial adalah bagaimama menumbuhkan  dan
mengembanghkan swasana  lekeluargaan, kepotopg-rovongan  dan  musvawarah
didalam prrusahaan,

Penggunaan kata horah yang lidah mempunydi konotasi yang kurang baik lentu saja

tidak dapat mendorong tumbuh  dan berkembangnyas suasana  kekclnargaan.

begotong-rovangdn dan musvawarah dalam penisahaan, karena itu istilah boruh
pertu diganti dan dicari asblah yang cocok deogan jiwa Hubungan  Industrial

Pancasiia.

3. Untuk meowlapatkan istilah baru yang sesuai dengan keinginan memang hidak mudah.
BKarena it kita harus kembabi kepada LT 1943 yang merepakan pedaman pokobe Th
dalam UUD %5 pada penjelasun Fasal 2 disebutkan: ... vanp disebut golonpan-
E;Jlﬂﬂg;n iatah Badan-badan soperh Koperasi, Serikat Pekeria, dan lain-lain badan

ekl

[achi jelas disini bahwa UUD 15 menggunakan istilah “pekeria™ wntuk pengedian

buruh. Karend it ¢y dalam Pedaman Pelaksanaan Hubungan [ndusirial Pancasila

disepakat pengpunaan istilah “pekerja” sebapai penpganti istilah “hurub’ karena
mem putiyad dasar hukum vang kuat
I Demikian puia istlab peaguzaha digunakan untuk menggantikan ishiabh majikan
menyesudikan pengzankian istitah pekena dengan ishilah huruh,

Privch Keadelan alowe PPN
—_/-;ﬁ"l_“—’-j
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Talam pelaksanaan pembangunan nasional, pekerja dan pengusaha
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaky
dan tujuan pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan, pekerja dan
pengusaha berperan meningkatkan produktivitas nasional dan kescjahteraan
masyarakat. Untuk itu, pekena dan pengusaha harus diberdayakan supaya
mereka memiliki nilai lebih dalam arti lebih mampw, lebik terampil, dan
lebih  berkealitas, agar dapat berdava  guna secara optmal dalam
pembangunan nasional dan mampu beesaing Jdalam era industrialisasi,
globalisasi dan demokratisasi.

Sebagai tujuan  pembangunan, pekerja dan  pengusaha perla
memperoleh perlindungan dalam berbagai aspek, di anlaranya perlindungan
dibidang ekonomi, dibidang sosial dao dibidang teknis keamanan kerja.

Pembangunan dibidang  ketenagakerjaan  scbagai  bagian  Jdar
pembangunan nasivnal mempunyai banvak dimensi dan keterkaitan, tidak
hanya dengan  kepentingan pekerja ilu sendini tetapi juga  dengan
kepentingan pengusaha, pemerintah dan nasyarakat. Untuk itu diperlukan
pengaturan  yang menveluruh dan komprehensift. Beberapa  peraturan
perundang-undangan  ketenagakejaan  yang  berlabu  selama  ini,
menempatkan pekerja pada posisi yang kurang mengunhngkan dalam

sistem hubungan industrial karena menonjolkan kepentingan pengusaha

Pringiy Xeaddar Dodam. FPHT

| B



DISERTASI PRINSIP KEADILAN DALAM... MUHAMMAD SYARIF

dibapding dengan kepentingan pekerfa, sehingpa dipandang sudah tidak
sesuai lagi dengan tuntuan masa kini dan masa yang akon datang,

Petaturan perundang-undangan dibidanp ketenapa kerjaan pada
hakekatnya bertuppan untuk membenkan perfindungan yang lebih besar
kepada pekerja dengan pertimbangan bahwa pekerja dulam banyak hal
mempunyal posisl dan kedudukan yang lebih lemah dibanding dengan
pengusaha. Pengaturan vang demikian merupakan karakteristik dan tujuan
pokok dari Flukum Ketenagakersan, sebagaimana dikemukakan cleh lman
Soepomot bahwa selama segala sesuatu mengenai hubungan Lerja antara
pekera dan pengusaha im diserahkan kepada kebijaksanaon kedua belah
pihak, maka selama itu pula masih sukar kercapainya suatu keseimbangan
antara kepentingan kedua belah pihak yang memenuhi rasa keadilan karena
kondisi sosial dan ekonomi kedua belah pibak tidak seimbang, Menurat
Suwarto,' tujuan pengateran dibidang ketenagakerjaan vang demikian itu
menermpatkan kedudukan atau posisi antara pekerja dan pengosaha menjacdi
seimbang. Fengaturan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai-nilai

yang terkanduny dalam kepribadian bangsa dan budava Indonesia yang

! Iman Socpomo, Fongamar Hokom Ferporefir, Djambatim, Celakan kesembilan, fedisi
vevisi}, Jakarty, 1995, h, 7, {selanjutnya disinphat lman Socpomo T)

Y Hubwngan industral dan Crganizasi Keteoagakeraan Dalamy Ferspekdif FIPT 8 Yavasan
Temagn Koo Indonesia (YTEI dan Freideich - Ebert = Stiftung (FES) 1994, h. 6.

Prtnges Kocdikar Dalam PEHY 3
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didagarkan pada asas-asas keseimbangan, adil dan moerata, usaha bersama,
kekeluargaan, dan asas manlaxat schingpa antara prketa dan pengusaha
adalah partner dalam produksi dan sekaligus partner dalam pembangunan
nasicnal,

Malam erz globalisasi dan industrialisasi, yang banyak berkembang
adalah Jdibidang pembangunan perckomomian dan perdagangan. Cir
perdagangan yvang paling menonjul dewasa ini adalah maoving quickdy
{sangal cepat mengatami perubahan) ?

Pengan dukungan teknologi dan informasi yang sangat canggih,
kecepatan perubahan perdagangan dan perekonemian tidak lagi menghitung
dbad, 1ahun dan bulan, tetapi perubahan terscbul bisa lerjadi setiap hari,

PDemikianlah William irwin Thompson® mengemukakan baliwa:

Wow, with the appesrance of microelectronics amd geretic
engimeering. & chanpe that spelfs @ movement froen cvidution by
nafural selviion to evelution by coltural imtrestion, the rave of chanse
shifts o docades, ot pears ™

Perubahan vang cepat dibidang perdagangan dan perckonomian

dalam era industrialisaszi dan globalisasi tersebut, telah menpantor velaku

bisnis atav perekonomian kedalam suahr kehidopan “dunia tanpa batas”

* M. Yahva tiarahap, federape Timfpuan Mongenai Sistem Fersdifen an Fonpolessian
Sr.'ﬂ_,_i;.k{'m.. Citra Aditva Bakti, Handung, 1997, b, 143,
* Libal Facific Shelf, Scmes ¢ by Brarks, San Francisoo, 1985, h.d.

Fringg® Keadilan Palaee FERT 4
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(Bonferiess world) dalam suate kegiatan “interfinked sconeny ™7 Dunia vang
dihuni manusia telah berubah menjadi perkampungan global (plebef Fillge)
dengan sistem perekonomian “singfe economy ™.

Kehidupan perekonomian yang demikian digambarkar olch Johr
Naishitt” scbagai “the workd moving fom trade countrivs fo 8 sigle
eeentenni One ecvonomy. One market place ™

Perkampungan global dan kesatwan ekonemi dalam dunia tanpa
batas, dengan sendirinya membawa bangsa Indenesia khususnya pelaku
bisnis ke dalam business in global vilfage, free market dan free compeittion.

Ini berarti, corak dan konsep pasar bebas dan persaingan bebas dalam
segala bentuknya terpaksa harus diterima dalam kegiatan perdagangan di
Indonesia sebagal suatu kenyvataan, walaupun keadasn tersebut sangal

memberatkan bagi pefaku bisnis di Indonesia, Salah saha akibatnya vang

T Lihat Kvanw ki Chmae, $ondedfess Benct, | iamper Business, Slabniasy Company Inc. Printed
i LiSA, (990, b XI11L

" 8. Yahva Harahap, Omore b, 144,

¥ Lihat Megatrend 200, Por Secks, Pubdished in Greal Britain, by Sidgwick & fackyon Lid,
198 b, 12,

24, Yahya Harahap, Gl b 144,

Privgil Keadidan Daleoy PERT 3
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tidak dapat dihindari adalah terjadinya perselisihan hubungan industrial’! di
[dinesia.

Nalam scbuah seminar Jdi Jakarta teatany perlindungan hukum
techadap para pekerja, olch mantan Menteri Tenaga Kerja Abdul |atief:
telah meramalkan babwa jumlah perselisihan hebungan indostrial akan
meningkat di Indonesia sebagai akibat atau konsekwensi logis dari proses
industrialisasi yang tengah dialami oleh bangsa Indonesia.

Setiap terjadi perselisthan hubungan  industrial selalu memuantut
pemoecahan dan penyelesatan. Membiarkan perselisihan hubungan industrial
terlambat diselesaikan, mengakibatkan perkembangan perdagangan dan

perekonomian menurun, kegiatan predoktivitas tidak cfisicn dan chekhf

U Ishilah FHubungan Industeizl digunaban moengganbkan wdilah Hubungan Perburohan
dengam alasan sehogti borikut

I. Hulwmgan perburuhan yang merupakan tegemahan dari Labower Aedetirn, pada
permiulaan petkembangannysa membahas masalab-masalih fubungan anlara Pekiera
dart Pengusdia. Tetapi kemudian datam kenvataannva disadari balvwe snasalah
hubungdn anlara peboena dan pengasiaha bukandah masatah vanp berdin sendiri,
karena dipengaruhi dan mempengarubn masalabemasalah lain Sehingga hebungan
perburuhan tidak hanva membzhas masalah holbwmngan antapa prkena dan pengusaha
safit, mkdan tetapi membahas pula masalah-masdalah ebanorn, sosial. politik, budava,
don dain-tafm. Earema ilu istilah hobungan petborohan Ldak lagi bepal, karena bdak
tukup lagi menggambarkan  permasalahannya.  Iengan  demgboan mulailab
terkembang itilah Paru yartu fmofesiral Sefatior (Hubungan Induserial), wang
mempunydi ruang lingkup yang lebih lues don debowr Redation (Flubongan
Mtarburuhan).

L D[i punakannya istilah Perselizihar Hubungan Ewlustrial menggantikan astilab
Ferselisihun Perbuoruhan dimaksudkan selain alasan dialas, juga untuk menyesuaikan
dirrgan istilih yung digenakan dalam Undang-Undang Nemor 25 Tahun 1997 tentang
Kebmagakeraan, (LI, Mo 73 Tahun 1997).

2 Hubungan Indesteid dan Organisasé Kelenagakeriaan Datam Porspelid PBPT I Gt i,

Privigds Keadilan Dalaw FPNT f
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Selain itu dapat mengakibatkan bmbulnya kemacetan-kemacetan baik
dibidang ekonomi maupun dibidang ketertiban dan keamanan.

Scebagai contoh dapat dikemuokakan kKasos-Kasus unjuk rasa secara
besar-besaran yang, dilakukan uleh para pekera beberapa perusahaan di
Makassar yang dilakukan baik di Kawasan Industri Makassar (KIMA)
ataupun i gedung IPRI? Tingkat | Sulawesi Selatan pada kzhun 1999, kgsus
unjuk rasa yang dilakukan ribuan pekerja gabungan perusabaan-perusahaan
yang ada i Jakarta yang dilakukan di gedung DPR.RL pada tahun 1999,
kasus unmk rasa ribuan pekerja pabrik PT. Maspion di Surabaya tahun
1992 dan unjuk rasa vanyg ditkuti dengan pemogokan ribuan pekerja pabrik
rokek "I Gudang Garam di Kedini yang dibalas dengan penutupan
perusahaan cleh pemilik pabrik: pada bulan Maret tahure 2000.

Karena perselisihan hubungan industrial mempunyai dampak negahf
yang sangat besar dan luas bail terhadap pengusaha dan pekerja maupun
terhadap masyarakat dan pemerintzh, maka scliap terjadi perselisiban
hubungan industrial perlu segera diupayakan penyelesaiannya.

Sehubungan denpan hal-hal vang telah dikemukakan diatas, maka
perlu dikaji prinsip keadilan dalam penyelesaian perselisiban hubungan
industrial dan segi hukum guna memberikan perlindungan hukum dan

keaditan bagi para pihak yang beraclisth.

Frivgitr Kead o Dol FENT 7
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Dasar perimbangan onluk mengkaji penyelesaian  perselisiban
hubungan industrial dari segi hukum yakni selain apa yang telah
dikemukakan diatas juga karena adanya kelemzhan-kelemahan yang
terdapat didalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial
selama ini. Kelemahan-kelemahan itu sifatnya mendunia yang ditujukan
antara lain pada lambanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
mahalnya biaya perkara vang harus dikeluarkan, putusan yvang ditetapkan
Hdak responsif melayani kepentingan para pihak khususnya pekerja, dan
putusan yang ditetzpkan Bdak menyelesaikan masalah. Karena itu menurut
[man Scepome,!’ pemerintah harus dapat menata dan membuat peraturan-
peraturan serta melakokan bndakan-tindakan yang dapat memberikan
keadilan dalam penvelesaian persclisihan hubungan industrial.

Pandangan  tersebut sesuai pula dengan pandangan Mochtar
Kusumaatmaja, ™ bahwa Hukum Hdak saja merupakan keseluruhan agas-azas
dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat

tetapi meliputi pula lembaga-lembaga {insiititfon) dan proses-proses yang

t2 Iman Soepome |, Cp.dt b 7.
4 Mochtar Kusumaabtmadja, Pengantar Fukum Intermasicrol. Alumni, Bandung, 1982, b vii

Frirgd Xeadilan Dalanwe PEHT 3
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mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dan asas-asas itu dalam kenyataan.

Demikian pula Twining™® mengemukakan bahwa !

Y .. A Common approach todav is fo focus not on faw as such bue o
methnds of handiing disputes. Defirvtional guesiions are side-stepped
amf affenfion concertrated an the instifutions and fechnigees for
resafving conflicd .. 7 (Umumnaya pendekatan saat ini Hdak terpusat
pada hukum saja, tetapi pada cara-cara menangani  berbagai
perselisihan. Schubungan dengan hal ita, beberapa perscalan vang
tidak terelakkan unhik dikaji dan perlu mendapat perhatian kbusus
adalah mengenai institusi dan cara—cara memecahkan perselisihan
tersebut.

Berdasarkan urajan latar belakang masalah diatas, maka pengkajian
mengenai prinsip keadilan dalam penyelesaian perselisihan  hubungan
industrial dari segi hukum periu dilakskan dalam upaya mewujudkan
penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  yang  berkeadilan  di

Indonesia

1.2, ERumusan Masalah

Derdasarkan latar belakang masaiah dan kerangka penalaran vang
telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam
penelitian ini adalah mencoba menyusuri; Friesip Keadtfan  Dafam

Fentyefesaian Fersefisihan Hubungan Industrial X indonesia.

* Loed Llovd of Hampstead & MDA Freman, Llopds fniroduction & furispeadoo
Steven & Sons Litd, London, 1995, h. #74.

Frivigefr Keadeian Dadywn FRAT 9
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Permasalaban pokok tesebut di dalamoya mengandung tiga sub
masalah yakai :
1. Hakikat i lubungan Industrial di Indonesia,
Z Prongip-prinsip  Keadilan dalam  kaitan Penyelesaian Perselisihan
Fubungan Industrial Era Fasar Bebas di Indonesia.

3. Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia,

13. EKajan Tecrilis

Wacana tentang peninjauan kembali penyelesaian  perselisihan
hubungan industrial di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan hunbatan
perkembangan perekonomian dan perdagangan pada era industrialisasi dan
globalisaci disatu sisi dan tuntutan perwujudan keadilan pada era
demokratisasi dan reformasi pada sisi lain.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelummya bahwa salah sata cird
perdapgangan yvang paling menonjol pada era industrialisasi dan globalisasi
dewasa ini adalah free market dan free competititom serta moving guickdy,
Mengamati kegiatan perdagangan yang demikian, tidak mungkin dihindar
terjadinya perselisihan hubungan industrial.

Sehubungan dengan ite, perlu dianalisis prinsip keadilan dalam

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat menyesuaikan

Fringp Keadilar Dalom FEFHT 10
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diri dengan laju kecepatan perekoncmian dan perdagangan yang menuntut
penyelesaian dengan cara sederhana, cepat, dan biaya murah,

Memang pada akhir-akhir ini semakin banyak suvara-suara yang
dilontarkan berupa kritikan yang ditujukan pada keberadaan, fungsi dan
peran lembaga penyeiesasian perselisthan hubungan industrial. Kritikan-
kritikan tersetrut karena: (a) dianggap tidak mandiri, (b) mengalami beban
yang terlampan padat {overfgad), (c) lambang dan buang waktu {waste of
fime), (d) menggunakan biaya mahal (very expensive} dan (¢} hurang
tanggap {unresponsive] terhadap kepentingan wmum. Dengan kata lain,
dianggap terlampau  formalistik  (formafistid dan  terlampac  teknis
{rechnicalh) seperti vang dialami dalam proses Lembaga Pengadilan
fliegasil
a. Status Kemandirian.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (disingkat. P4) sebagai
lembaga penyelesaian perkara dibidang perselisthan hubungan industrial
diangpap tidak mandiri. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 dan 12 Undang-
Undang Neomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
dimana pembinaan organisasi, administrasi, personalia dan kevangannya
berada dibawah kekuasaan Departemen Tenaga Kerja dahulu {sekarang

dibaca: Departemen Tenaga Kenja dan Transmigrasi). Tuntutan pokok

Prirped Keadiae Dedawre PENT 11
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kemandizian yang dimaksed adaiah badan yang diserahi tugas dan fungsi
untuk menyelesaikan perkara ataon perselisiban harus benar-benar bersifat
mandiri atau imparsial (fmpariafity) Jdalam arti bebas sepenuhnya dari
pengaruh pihak-pihak yang berperkara sesuai asas “audf afteram partend”
atau “ must give the same opporfunity o esch party” {memberi kesempatan
atau keseimbangan yang sama kepada setiap pihak), dan juga harus bebas
dari pengaruh eksekutif {independence from the executive power} dengan
lujuan apar terjamin penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang
jujur dan adil (¢ ensires a fzir and fust triaf).

Keberadaan eistern yang parsial imi menurat Lanie] S Lev,1®
merupakan dokirin dan adisi hukum vang ditumpuok oleh Pemerintah
Hindia Belanda di Indonesia yang disesuaikan dengan kepentingan kalondal
Belanda masz lalu yang tanpa disadari sistem tersebut kits tan.pung dan
punakan dalam alam kemerdekaan.

b. Penyelesaian yang lLamban

Salah satu kecaman yang paling tajam ditujukan kearah penyelesaian
perselishan  hubungan  industrial menyangkut penyelesaian  yang
berlangsung lamban { waste of tme). Kondisi dimaksud mewarnai kehidupan

dan praktek penyelesaian perselisihan hubungan industnial di Indeonesia

¢ Daniel 5. Lev, Aukum dan Foditik di imdonesig 1.P3ES. [akarta, 1900, h. 376.

Fringip Readilar Dadam. PERT —— T 12
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Penyelesaian perselisthan mulai dari awal {laporan perselisihan ke Pegawai
Depnaker] sampai adanya pulusan vang mengikal atau mempunyai
kekuatan hukum tetap memakan wakhu rata-rata 7-12 tahun 7 | Qavid
Reitzel'® mengemukaban jangankan untuk memperoleh pulisan yang
berkekuatan hokum tetap, ontuk memulai pemeriksaan saja pun, harus
menunggu waki yang lama.

Kelambanan dimaksud disebabkan karena para pihak yang berselisih
khususnya pengusaha sclalu menggunakan upaya hukum banding dan
kasasi atas putusan yang ditetapkan tanpa mempersoalkan lagi apakah
putusan yang ditetapkan tersebut sudah benar atau tidak bepar, adil atan
tidak adil. Hal ini terjadi karena peraturan perundang-undangan yang
mengatur penyelesaian perselisihan  hubungan industrdal memberikan
peluang kearah fersebut artinya ada aturan yang dijadikan dasar unkbuk
melakukan  upaya hukum  banding dan  seterusnya  walaupun
pemanfaatannya sudah nyatz-nyata mengandung unsur itikad buruk karena
bertujuan untuk menunda terjadinya pelaksanaan putusan {eksekusi).
Bahkan pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan Trensmigrasi

dapat mengintervensi atan menggunakan hak vetonya untuk mengambil atih

7 Yahya Harahap, Ot b, 261
# Contemporary Business Law, Pncipfe and Case Forth Ediblon, Mac Graw Hill, Pub.
Comp. 1990, h. 46
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penyelesaian  perselisthan,  membakikan  alav menonda  pelaksanaan
keputusan P4 tersebut bilamana ada hal-hal yang dapat mengganggu
ketertiban umum dan kepentingan negara. Selain itw, dengan berlakenya
Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 tentang Meradilan Tata Usaha Negara
menambah panjang lahap penyelesaian perselisthan hubungan industrial
karena walaupun putusan P4 digugat Pengadilan Tinggi Tata Usaba Negara
dan seterusnya diajukan kasasi pada Mahkamah Agung R, tidak teretup
kemungkinan diajukannya pemeriksaan Peninjauan Kembali {FK).

¢. PBiaya Perkara vang hahal.

Akibat berlarut-laminya tahapan-tahapan penyelesaian yang harus
diladui, dan [amanva waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial
untuk mendapatkan putusan yang mempunvai kekuatan hukum tetap
menyebabkan kian mahalnya biava perkara (vesy expensived vang harus
dikeluarkan. Hal dimaksud membuektikan bahwasanya mulai dari membayar
biaya pengacara, biaya pendaftaran perkara, biaya pemanggilan saksi-saksi,
biaya peninjauan lapangan, biaya pengambilan kepulusan, biaya banding,
dan biaya pelaksanaan putusan yang harus dikeluarkan baru bisa tuntas satu
perselisihan.

Dengan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan ditambah lamanya

waktu yang digunakan menyebabkan apa yang diharapkan atau dituntut
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dari suatu perselisihan  hubungan industrial kadangkala nilatnya jauh lebih
kecil dibanding dengan yang diperoleh. Keadaan yang demikian im bidak
dikehendaki oleh para pihak yang berselisih baik it pengusaha lebih-lebih
bagi pekerja.

d. Tidak Responsif.

Selain hal diatas penyelesaian perselisihan hubungan industrial
dianggap kurang atau tidak respeonsif (urresponsivgl karema  sering
mengabaikan kepentingan masyarakat banyak khuesusnya pekerja, sering
memberi perlakuan tidak adil {(zefaid yaitu memberi kesempatan dan
keleluasaan kepada orang-orang kaya (pengusaha) dan mengabaikan
kepentingan pekerja yang Kkebanyakan ddak mampu membayar biaya
perkara tersebut.

e, Putusan Tidak Menyelesaikan Masalah,

Jarang ada putusan perselisihan hubungan industvial yang mengantar
para pihak vang berselisih kearah penyelesaian masalah tetapi menempatkan
kedua belah pihak pada dua sisi yang saling berhadapan artinya
menempatkan salah satu pihak pada posisi pemenang (the winnen dan
menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah {the fooser) apalagi kalau
peayelesaian il: harug berakhir dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalan posisi demikian, bukan kedamaian yang timbul tetapi pada diri pihak
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yang kalah {yang di PHK) timbul rasa dendam dan kebencian padabal yang
diharapkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan indusirial adalah
memberi kedamaian dan kepuasan (pemenuhan hak dan kepentingan) serta
terwujudnya keadilan bayi para pihak yang berselisih.

Memahaman mengenai kritikan-kritikan tersebut di atas  perlu
dikedepankan untuk mendapatkan pemahaman teoritikal guna menjadi
bahan pertimbangan dalam merumuskan konsep prinsip keadilan dalam
penyelesaian persclisihan hubungan industrial di [ndonesia.

Penelitian disertasi ini berjudul *Prinsip Keadilan dalam PPenyelesaian
Ferselisihan Hubungan [ndustrial D lndonesia™, Judul tersebut mengandung
beberapa konsep vang perlu diberi penjelasan kontekstual sesuai dengan
ruang lingkup penelitian ind,

1.31. Prinsip Keadilan

Keadilan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam setiap
pergaulan masyarakat, baik kecil maupun besar. DN Indonesia, kata dan
makna keadilan diakui socara cksphisit dalam UUTY 1945, Keadilan {sosial)
tidak saja dinvatakan sebagai salah satu sila di samping empat sila Jainnya
dalam Pancasila, tetapi juga sebagai tujuan yang harus dicapai oleh negara
sebagaimana diamanatkan oleh founding fathers bangsa imi. 1alam

Pembukaan LUD 1945 ditegaskan bahwa ... Negara Indonesia terbentuk
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dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada ketuhanan vang mahaesa, kemanusizan vang adil
dan beradab, persaman Tndonesia, dan kerakyatan vang dipimpin oleh
hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  serta
mewujuidkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ...", Thsitu juga
ditegaskan bahwa TPemerintah Indunesia  akan  “...ikut  melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial...".

Kala-kata itu mengungkapkan adanya kesadaran bahwa keadilan
bukan saja harus dilaksanakan dalam masvarakat dan negara Indonesia,
melainkan juga dalam masyarakat dunia. Dari paragraf ke-! Pembukaan
LILIE} 1945 tersebut ditemkan kata “adid” dan “kepelifan sosizl ™. T samping
ttu, dalam MPembukaan dan Batang Tubuh ULUTY 1945 juga ditemukan kata
* peri-keadilar’” dan “ feadifan”. |ika ditelusuri lebih jauh, maka tidak kurang
dari 12 kata add, keadilan, perikeadilan, dan keadilan sosial vaop kerdapat
dalam LD 1945 setelah diamandemen keriga. Apakah kata adil, peri-
keadilan, keadilan, dan keadilan sosial mempunyai makna yanp sama?
Kebanyakan uraian mengenai keadilan hanyalah pernyatzan-pernyataan
yang bersifat umum dan singkat atau semacam lingkaran yang tidak jelas

juntrungannya.
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Biasanva uraian tentang adil, keadiban, dan keadilan sosial digunaian
secara berganbian sebapai sinonim. Padabal jiks dikelusuri lebib jaoh kata
atau frase tersebut berboda satu sama lain. Kaka adil meropakan kata dasar
untuk frase keadilan, peri-keadilan, dan keadilan sosial Kata “adil” sendir
berarti tidak berat sebelah ataw hidak memihak. TH samping itu, kata “adil”
juga dapat berarti berpihak kepada yapg bemar atau berpegang pada
kebenaran, sertz tidak berbuat scwenang-wenang. Kata “pen-keadilan”
mengace pada pengertan yang lebih semantik. Arlinva setiap perbuatan
harus mewupndkan nilai-nilai keadilan atau memperhatikan dengan sangat
sisi-sigi  keadilan. Kata “Readifn” merupakan kata sifat untuk semua
perbuatan atau pertakuan vang adil Namun secara terminclogi kata keadilan
{firstice) memiliki beragam makna dan banyak teori yang mengupas tentang
makna keadiian. Sedangkan frase “keadilan sosial” adalah keadilan datam
hubungan yang lebih luas (holistik). Keadilan yang menyangkut hubungan
antara negara dengan warganya atau schalikoya.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka adil  perikeadilan, dan
keadilan merupakan frase yang satu nafas, paralel atau scarah. Sedang frase
keadilan gosial, meskipun tidak berbeda terminologi, namun keadilan sosial
memiliki nuansa yang jauh Jebih holistik dan kompleks sifalnya. Akan tetapi

dalam kenyalaannya, arti dan isi atan makna keadilan kurang dimengerti
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dan karenanya kurang dilaksanzkan, schingga masyarakat yang adil dan
makmur vang dicita-citakan oleh bangsa dan negara Indonesia masih jauh
dari kenyataan,

ketidakadilan dalam masyarakat dan perbedaan yang menjolok antara
yang kaya dan yang miskin, antara pengusaha Jdan pekerja dan antara yang
berkuasa dan dibiarkan berbual sewenang-wenang dan mereka yang
diperintah dan kerap kali menjadi kerban tindakan kesewenang-wenangan,
mengandung benih perpecahan, ketegangan dan perselisihan yang dapat
mengancam keselamatan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bermegara.
Untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut maka negara Indonesia
dibangun atas dasar prinsip keadilan {(sosial) selain dan dasar-dagar lainova.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai keadilan sosial, maka terlebih
dahulu diuraikan tentang keadilan dan teon-teun mengenai keadilan
menurut pandangan para ahli, balk menurut pandangan teori keadilan Kasik
maupun  kontemporer. Mengenai  teori-teori keadilan kontemporer,
khususnya yang dikemukakan oleh Jobn Kawls, kami mengulasnya secara
panjang lebar, mengingat tcori ini mendapat sambutan yang sangat luas di
kalangan masyarakat. Lagi pula, teori keadilan Rawls sangat relevan untuk
diperhatikan dalam merumuskan kensep keadilan dalam penyelesaian

perselisihan hubungan ind ustrial &i Indonesia.
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Banyak orang vang dapal mendefinisikan keadilan, namun menuruat
The liang Gie™ tidak jarang yang dirumuskannya hanyalabh pemyataan
umum dan singkat atau bahkan hanya semacam lkingkaran yang tdak
menjelaskan  arbinva. 1Jalam literatur  [nggns, istilah  keadilan  discbut
“fustice”. Selain berart keadilan, kala “fustice ™ juga berarti hukum atau hak.

Pengertan lebih mendalam, beragam, dan koenokekstual mengenai
keadilan dapat ditrmukan dalam pandangan filosef-Akesof klasik maupun
kunbemporer berikut ini.
1L31.1. Aristoteles

Keadilan pertama kali diartikan oleh abli hbukum Romawi Ulpianus
sebagai “trilusre fus soom cuigue” yang berarti memberi bendasarkan haknya
masing-masing. Fengerlian keadilan ini kemudian drambil zlih oleh Corpus
Juris Kaisar justinianus dan ahli-ahli hisafat hukum caman Romawi
Selanjumya, Aristoteles dalam bukunya Micomachean Sthics mengemukakan
rumusan keadilan vang hingga kini masib dijadikan rujubkan sctiap wacana
keadilan,

Menurut Aristokeles, ™ keadilan adalah kebijakan yang berkaitan

dengan hubungan antar manusia. Kata adil, mengandung lebih dari satu arti.

T? The: Liang Gl Tewrs-foord Kevotfon, Banmius, Yogyahkacla, 1979, k. 5
& Ther Huijbnrs OS50, Felsafnd Forkorres Dol Lirtlirsant Senrady, YWapanan Karusios,
Yugyabharts, 1982, h, 29.
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Adil dapat berarti sesuatu yang menurut hukum, namun dapat juga berarti
sesudtn yang sebanding atau yang semestinya. Seseorang dikatakan berlaku
tidak adil manakala orang itu bertindak atau mengambil lebih dari bagian
yang semestinya. Aristoleles kemudian membedakan dua jenis keadilan,
vaitu keadilan sebapgai keutzmzan umum, yang kemudian melahirkan
konsep keadilan umumn {fusiitia universafis) dan keadilan sebagai kewiamaan
khusuz, yvang kemudian melahirkan dua koonsep keadilan yaitu konsep
keadilan komutatif (fustitia commutativa) dan konsep keadilan distributif
(fustitra distributival. Keadilan sebagai keutamaan umaum yaitu ketaatan atau
kepatuhan terhadap hukum alam dan hubum positif.

Hukum alam menurut Anstoteles adalah hukum yang berlaku secara
universal dan berlangsung terus menerus dalam hubungannya dengan
aturan-aturan alam. Hekum it Hdak pernah berubah, tidak pernah lenyap
dan berlaku dengan sendirinya, Sedanpg hukum positif adalah hukem yang
ditentukan cieh penguasa negara. Hukum itu harus ditaati, meskipun
kemudian ada diantara hukwm-hukum itu yang tidak adil. Cleh karena i,
prinzip-prinsip keadilan dapat menuntut suatu koreksi dalam hukum positif,
tetapi hidak dapat meniadakannya. Jadi, sepanjang sesecrang mematshi
hukum alam dan hukum positif maka dalam pandangan Aristoteles orang

tersebut telah menegakkan keadilan sebagai keutamaan umum, Sedangkan
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keadilan schagai keutamaan kKhusus ditandai dengan sifat-sifat, antara lain,
adanya hubungan baik antara orang yang satu dengan orang vang lain.
lalam mengejar keuntungan seyogyanya diusahakan tercipta kescimbangan
antara orang yang satu dengan vang lain, vang dalam bubungan dengan
penclitian ini adalah pengusaha dan pekerja,

Fengertian keadilan Aristoteles, sebenammya tidak lepas dari beberapa
konsep klasik yang tertuang dalam Kitab Ilukum Justinianus, antara lain
bahwa keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan
kepada masing-masing bagianmya {fistifta est constants ef perpetua volunias
s soum cuigue fribuendd), dan dapl Ciero (fusiitia st habifus animi,
CoTumuny oftififa te conservaly, seum cpigue fribeens divniitafem). Dari
konsep ind melahirkan pemahaman yang mengkristal di kalangan penganut
aliran hukum alam bahwa alam semesta i diciptakan dengan prinsip
keadilan. Prinsip-prinsip keadilan dimaksud antara lain, “berkanlah kepada
sefap orang apa vang menjadi haknva (urticudgue sewum fribuere)” dan
“jangan merugikan orang (remdnem  faedere)”. Pengertian  keadilan
Aristoteles tersebut, meskipun terlibat masih sangat sederhana akan tetapi
secata substansial Aristoteles merupakan filosof pertama yang mengangkal
tena keadilan sebagai wacana yang terus dikaji oleh para filosof hingga akhir

milenium kedua ini.
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Lalam hubungannys dengan penvelesaian peeselisthan hubunyan
industrial, tear keadilan Aristoteles wlah omemben semacam Landasan
filosofis secara Hdak langsung, meshipun dalam beotuknva yang paling awal.
Rethrksi  keadilan  dalam proses  penvelesaian perselisiban hubungan
industrial mefalui cara perondingan unbuk meovapai kesepakaten bersama
{proses bipartit) maupun melalui cara poerantaraan ulele pihak ketiga atau
pegawal perantara dard Kanlor Depnaker, melalui proses arbitrase (proses
tripartit), scbasal bagian dari proses penyelesaian perselisinan hubungan
industrial, sebagal manifestasi dad keadilan komutatif, mengindikasiban
bahwa Anstobeles felab menaroh peduoli terhadap keadilan dalom hal
penvelsaian perselisihan hubungan ind usteial,

LA L2 Thomas Aguinags

Wacana keadilan selanjulnya dikafi oleh Thomas Agquinas. Teord
keadilan Aquinas pada dagsaenva tidak teedepas dasi teeed keadilan menureat
Aristowcbes. Sedemikian koal pengaruoh Aristateles lerhadap teoni keadilan
Aquinas pada Jdasarnva dapat dipabami, mengingat Aquenas merupakan
salah seorang pengagum berat Anstoteles Bahkan i kalangan filesaf 2 1eors

Acpuinas dinilal sebagal upava meaktuabisaw beon keadilan Aristoteles.

‘U Gunacke Subandi. Sediwdufan oar Wenenang fombase Sengorosen Polang Negars
hfem Perpektif Hfwkem Adminfserast Liscrtasi. Vrepram Pascasanana Universias
Aarlangga, Surakbaya, 2000, b 134,

e
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Sehingga tdak mengherankan jika banyak kalangan seringkali
menyandingkan teori keadilan klasik dengan sebutan tecri keadilan
Aristoteles dan Aquinas.

Menurut Thomas Adquinas® keadilan dapat dibedakan dalam tiga
jenis, yaitu keadilan komutatif (jusiitia commuiativa), keadian distributif
{{ustitia distrrbu-fva), dan keadilan hukum [fustriia fegalis).

Yang dimaksudkan dengan; (a) keadilan komutahf [commodafive
Justice) adalah keadilan yang bersangkut paut dengan urusan tukar menukar
yang seimbang antar pribadi. Bagaimana melakukan tukar menukar barany
atau jasa diantara pribadi-prbadi secara adil merupakan tema pokok
keadilan komuotahf, Dalam hubungan ini terkait masalab penentuan hak
vang adil diantara beberapa manuesia pribadi yang setara, baik antara
manusia pribadi pisik maupun antar pribadi non pisik. Keseimbangan atau
kesetaraan dalam pengertian ini adalah keseimbangan aritmetis, arbnya
setiap orang dipandang sama kedudukannya. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang
menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka
hukum dan pemerintzhan merupakan refleksi dari keadilan komutatif .
Dengan demikian, seseorang tidak perlu merasa risih atau canpgung untuk

melakukan transaksi hanya karena mitra kerjanya kaya, berpanghkat atau

¥ Theo Huifber CO5°, OoGe, b 42 Lihat juga Lask, Radbruck, dan Dabin, The Legal
Fhifosophie, Harvard University Press, Cambridge, 1950, hoadf
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pejabat tinggi. Hubungan industrial dapat berlangsunp, apabila terdapat
kesepakatan mengenai syarat-syarat kerja antara pekerja dengan pen pusaha,
Hal yang terpenting dalam keadilan komutatif Aquinas adalah
kesadaran untuk saling menghargal antar sesama manusia, yang diwujudkan
dengan memberikan prestasi yang seimbang dengan yang didapatkan dari
orang lain, Dengan kata lain, hak yang kita percleh dan orang lain
menimbulkan kewajiban bagi kita untuk berbuat atau memben sesuatu yang
satata atau scimbang dengan yang diterima. Contohnya, datam hal perjanjian
ketja, pengusaha dan pekerja sepakat mengenai besarmya upah dan jenis
serta lamanya pekerjaan yang akan dilakukan, Contoh tersebut, dalam
kerangka keadilan komutatif dikatakan adil apabila dilakukan secara
seimbang antarz kedua belah pihak. (b} Keadilan distributif (distributive
justice) adalah keadilan yang bersangkut paut dengan urusan yang bersifat
publik dalam hubungan kewajiban negara kepada warga ataw rakyatnya,
Bagaimana pemerintah  mengahir  wrusan  ketenagakerjaan  dan
mendistribusikannya kepada warga secara adil merupakan tema pokok
keadilan distobuiif, Dalam hal ini, terkait masalah pemberian kesempatan
{pemberdavaan) yang sama kepada semua warga masyarakat dibidang
ketenagakegaan. Perspektif yang hendak dibangun dalam konteks keadilan

distributif adalah perspektif dari atas ke bawah (fop-dewn). Melalw
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perspektf ini maka negara alau pemerintah harus senantiasa mengulurkan
tangannya guna memberdavakan warganya. Misalnya penclapan Upah
Minimum Regional atau Upah Minimum Provinsi sckarang ini. Hal ind
merupakan salah salu upayva pemerintah untuk memberdayakan atau
mensejahterakan pekera, dan (&) Keadilan hukum {fegsf fesfioe) adalab
keadilun vang bersangkul paut dengan perscalan yang telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan suatu negara. lema pokok dari keadilan
hukum adalah bagaimana mewnjudkan keaditan melalui aturan hukom.
Lalam hal ini, kepatuban terhadap hukom merupakan barometer keadilan
dalam masyarakat. Semakin besar tingkat kepatuhan hukun masvarakat,
scmakin besar pula tingkat keadilan yang dirasakan oleh masvarakat,
Dengan kata lain, kepatuhan terhadap bukum berbandimp, lurus dengan
unplementasi keadilan dalam erasyarakat.

Flukum dan keadilan sevogyanva berada dalam satu “tarikan nafas™.
Namun demikian, apabila orang menanyakan apakab “keaditan it?”’, maka
akan timbul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang sckali yang dapat
memuaskan hali orang vang terlibzt maupun para pemikir yang tidak
terlibat. Berbagai jawaban ibu juga menunjukkan bahwa sukar seckali
diperoleh jawaban umum, dan apabia ditemukan jawaban atau definisi

keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam  “bias”,
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Biasnva pengertian keadilan banyak dipengaruhi oleh linghungan, scperti
adat istiadat, susunan norma-nerma dan ideclogi dari masvarakat yang
bersangkutan, sehingga dapatlah dinyatakan bahwa berbagad rumusan
tentang  keadilan hanya merupakan rumuosan vang tentatif, Kesulitan
tersebut, mendorong orang terutama Kalangan positivis unbuk mengambii
jalan pintas, vakni menyerahkan perumusan tentang keadilan kepada
pembuat undang-undang yvang akan merumuskannya berdasarkan rasa
keadilannya sendiri.

Harapan masyarakat agar semua aturan hukum mencerminkan
keadilan adalah kendisi ideal vang diharapkan. Dalam kenyatannya, banyak
aturan hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan termasuk: aturan
hukum dibidang penvelesaian hubungan industrial, dalam konteks keadilan
hukum hal il dipandang scbagal deviasi dari vang seharusnva. Hukum
harus mampu mewujudkan keadilan masyarakat. Untuk itu hukum harus
dibuat atau dirumuskan secara seadil-adilnya. Dalam kontcks keadilan
hukum ini pula, maka adagium yang menyatakan bahwa hukum yang tidak
adil dianggap bukan hukum (/ex infusia non est fexy dapat dipahami, sebab
bagaimana mungkin penegakan hukum bisa mewujudkan keadilan jika
dalam aturan hukum itu sendin berisi ketidakadilan. Oleh karena i, masih

diperlukan keadilan hukom untuk memashikan ataw menegaskan bahwa
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disamping keadilan komutatif dan distributif, maka keadilan hukum juga
dapat diintrodosir guna menjamin keadilan dalam masyarakat.
1.3.1.3. Christian Waolff

Wolff mengemukakan tecrinya tntanyg kceadilan dengan  jalan
memahami karakter orang adil. Menurat Welff,? orang adil adalah grang
vang dengan bertolak dari kebaikan hannya mengejar kebahagiaan dan
kesempumaan, Kebahagiaan dan kesempurnaan ibn hanya dapat dicapai
meladui cinta kasih kepada Allah dan sesama manusia. Cinta  kasih
menandakan  kebaikan  hati,  sedangkan  kebijaksanaan  menandakan
pengertian praktis dalam segala bidang hidup, Oleh karena i, keadilan
adalah cinta kasih seorang bijaksana (fsfiiie esd carfas saprenthins), vang
hanya dapat diwujudkan oleh orang adil.

Berdasarkan acuan tersebut Wollf kemudian mengajukan hga jenis
keadilan dalam pergaulan hidup manusia, vakai; {a) keaditan bekar menakar
{fustiiz commutativa) vaitu keadilan yvang bersangkul paut denpan masalah
norma-norma dan hak-hak pada tingkat terendah, yang mengalur hubungan
orang dengan benda-benda. Dalam hal ini, hak milik (ius proprictais)
sebapai hak yang diakui secara penuh {fzs perfectd) tidak dapat diganggu-

gugat oleh orang lain, Prinsip dasar keadilan komutatif ini adalah jangan

2* Thew Huijbers OSC., ChpCfrh
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merugikan orang (neminem fBederd). (b)) keadilan distributif (frstidia
distribuiivd) yailu keadilan vang bersangkut paut dengan masalah norma-
noroma atau dengan hak-hak pada tingkat yang lehih tinggai, yang mengatur
hubungan orang dengan orang lain. Hak antuk bidup dalam masyvarakat
bersama orang lain secara pantas (fvs soviefitis) sengat dijunjung binggi.
Sikap yang diperlukan dalam jenis keadilan ini disebut “aogeditas” vaitu
sualu cinta kasih menyanghkut kesediaan unluk menjadi berguna bagi orang
lain, yang tentunya menumbubkan pula kescjahlerzan bagi orang lain.
Prinsip dasar keadilan ini adalabh berikanlah kepada sebtiap orang
berdasarkan hak-haknva {upicoigue seuwm ibuere). [0 keadilan omum
{fustitia oniversafis) yaitu keadilan vang besanghut paut dengan masalah
norma-norma pada dngkat vang paling tinggi, vang mengatue hubungan
orang dengan Tuhannya. Yang diutamakan dalam hubungan ini ialah hak
dan kewajiban orang untuk berbakti kepada Allah {fus picradis atag fos
rrtermiiam). Sedang prinsip dasar keadilan ini adalah bertingkah laku baik
{ fantester vivend).

Hedanya Teor keadilan Wolff diatas dengan teen keadilan Aristoteles
dan Aquinas, adalah hanya terletak pada keadilan yvang ketiga {fustitia
unfversalis), dimana Wollf memasukkan unsur meral dan adat isdadat

sebagal manivestasi bertingkah laku yang baik. jenis keadilan ind tidak
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burbeda secara signifikan dengan teon keadilan Aristoteles dan Aquinas.
Meskipun Aquinas menyebut sebagai keadilan hukem atave legal (susiitia
fegafi]) namun substansinya tetap sama yaitu bertindak menurut norma-
norma yvang baik, yang oleh Aquinas sevogyanya ditemukan dalam hukum
positif.
1.3.1.4. Adam Smith

Adam Smith mengemukakan teori keadilannyz melalui pendekatan
ekonomi. Sebagai seorang hlosof dibidang ekonomi, Smith mempersoalkan
keadilan dalam hubungannya dengan ketlimpangan ekonumi. Qleh karena
i, sebelum ia mengemukakan teori keadilannya, Smith™ mengintrodusir
sckurang-korangnya ada bBga keutamaan pokok sebagai prinsip hidup
manusia menuju masvarakat adil dan makmur. FPerfama, prinsip keadilan.
Keadilan adalah keutamaan moral yang menyanghkut tindakan vang baik
tertuju pada crang lain maupun pada din sendiri. Mamun keadilan disini
lebih diartikan sebagai keulamaan negahif (megative vinee) vaitu keadilan
tidak terutama terletak dalam melakukan sesuatu tndakan posiif unbuk
orang lain, melainkan lerletak dalam tidak melakukan tindakan yang
merugikan orang lain, Kedvda prinsip berbuat baik sebaga keutamaan positit

{ beneficence) yailu prinsip yang mendorong manusia untuk mengupayakan

A A Sonny Keraf, Pasar Bebas, Keadifon don Peren Pemersnealr (Tofaak atas oika FPodirk
Flkonenai Adarn Srmith). Kantsius, Yogyakarta, 1996, b 104,

Privep Readdan Dalomwe FEHT 30



DISERTASI PRINSIP KEADILAN DALAM... MUHAMMAD SYARIF

kebahagiaan crang lain. Pronsip ini merupakan keuwtamaan moral yauy
berkaitan dengan tindakan yang tertuju kepada oeang lain. Ketigs, prinsip
kearifan { predenced yaitu keadaan batin yang waspada, jeli dan sangat hah-
hati, setalu penuh perhatian konsekwensi-kunsekwensi yang paling jauh dari
sehap tndakan, dengan tujuan mempercleh kebaikan yang paling besar dan
untuk menghindari kephatan yang paling besar. Prinsip ini merupakan
keutantaan moral yang berkaitan dengan tindakan yarg tertujn pada diri
senddird.

[ samping kehga keutamaan pokok di alas, Smith berpendapat
babwa agar manusia bisa bertindak scsuai dengan keutamaan-keutamaan
terschul, dibutubkan lagi sebuah keutamaan khusus, vaitu pengendalian diri
(self~command). Menunit Smith, pengendalian diri bukanlah keutaman vang
biasa, akan elapl sebuah meta-kentamaan (meda-virtue): "Pengendalian dird
Ldak hanya merupakan keutamaan paling besar, ketapi juga dari keutamaan
ini semua keutamaan memperolch  kecemerlangannya  yvang  utama®.
Pengendalian diri adalah swatu keutamaan yang tertinggi dan kearifan
istimewa yang memungkinkan manusia benar-benar bertindak scesuai
dengan ketiga keulamaan lainnya. Dengan demikian, meskipun manusia
memiliki pengetahuan yang paling sempurna mengenai bagaimana

bertindak sesuai prudence. beneficience. dan justice ltetapi jika tidak
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ditunjany vleh pengendabian Jdicl vang paling sompurng maka sescorany,
tidak bisa elakukanova, Pengendalian divilah vang membiat seseorang
benar-benar bertindak sesual denpan keutamaan moral. Pengendalian cdim
adalah kemdisi vang memungkinkan prlaksanaan beutamaan moral tersebut.

Berdasarkan prinsip-prinsip keutamaan tersebut, Smith kemedian
menvebut tiga jenis keadilan vaitu headilan komuatadil (commrtatnee fustioe,
keadilan elistribuatif [effstrifrntive fusdee?), dan keadidan umum [oarvensaf
Justicd). Dard segl penamaan atau jends keadidan, Smith tampabknya tidak
betbeda dengan konsep keadilan klasek  laionya, misainya Arislotedes,
Aquinas, dan Waolki. Tetapi dari sepi pemakngan, konsep keadilan Somith
berbeda sicara substansial denpan ketiga filosob tersebut. MesKipun s bisa
memethami  jenis keadilun oomiem {iveesad Justicdd vaneg mencakop
pelaksanaan keadilan komuotetil dan distriball, naouen Smith meoolak jenis
keadilan umurn [wenaes fushee) justru karena cakupannya terlada Juas dan
kabur, schingga menwrut Simth penis keachilan in tidak bisa dirnmuoskan
dalam aturan-aturan baku sdan sejalan dengan st dapat dipaksakan. Ssedang,
pada keadilan distribubif (dfrstribetive pustioe), Smith mengartikannva secara
borbeda dengan pengertion keadilun distributit pada uoiomaya, Aenuoruet
Smith, satu-satunya vany pantss discbut keaditan adalah jenis keadilan

komutatif. Makna utama kata keadilan adalab dalam pengertion keadilan

“a
L%
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komutatif. Sampai tingkat tertentu, keadilan komutatif Smith sama dengan
keadilan komutatif Aristoteles vaitu berkaitan dengan pemulihan kembali
kerusakan atau kerugian ataw perselisihan yang telah terjadi dalam sebuah
transaksi sosial, serta berkailan dengan pertukaran vang adil dalam sebuah
transaisi ekonomi. Persamannya juga terlihat pada konstruksi dasar yang
melatari pengandaian akan kesamaan hakiki diantara ummatl manusia.
Konsep keadilan komutatif pada dasarnya mengacu pada konsep kesctaraan
fresiprogitas) nilai-nilal yang baik dalam penyelessian perselisthan vang
terjadi.

Calam perkembangannya, konsep keadilan kooutatif Smiith jauh lebih
luas dari pada konsep keadilan Asistoteles. Bagi Smith, sescorang dianggap
berlaku adil apabila sanggup menzhan diri untuk tidak merugikan orang
lain, baik menyangkut pribadinva, miliknya maupun reputasinva. Kita
bertindak adil terhadap vrang lain, fika kita tidak merugikan atau
melikainya, baik sebagai sesama manusia, sebagai angyota sebuah keluarga,
maupun sebagai warga masyarakat, Sebaliknya, vang muncul ketidak adilan
(fnfusticd) jika kita mengambil hak ataw merugikan orang lain tanpa alasan
vang sah.

ari pengertian tentang keadilan komutatif Smith di alas, jelas bahwa

pengertian keadilan komutatif Smith sangat luas, karena lidak hanya
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menyangkut pemuliban kembali persclisihan yang telah kerjadi. melainkan
juga menyangkut pencegahan terhadap pelanggaran hak dan kepentingan
pihak lain. Termasuk di dalamnya, pencegahan terhadap pelanpgaran hak
asasi manusia yang wajib dilindungi. Jaminan perlindungan itu tertuang
dalam aturan hukum, Ini berarti, Smith merupakan erang pertama yang telah
mengkonstabir  perlindungan  terhadap hak asasi manusia ke dalam
pengertian keadilan komatatif,

Berdasarkan pengertian dasar tersebut, keadilan komulatif Smith
berst dua jenis kewajiban. feramsz kewajiban dari scscorang unhak
mempertahankan dan membela hak-hak, kepentingan dan dirinya sendiri
sampat titik dimana ia secara sah dan adil dapat memaksa orang lain untuk
menghargai hak, kepentingan dan dirinya. Kedea, kewajiban dan crang lain
untuk menghargai hak orang lain, sebagaimana (s senditt ingin agar hak dan
kepentingannya dikargai. Kewajiban jenis kedua ini kerutama mengambil
bentuk negatif berupa jangan melanggar hak dan kepentingan orang lain, Di
sampipg keadilan komutatif, Smith mengakui bahwa secara radisional ada
dua makna keadilan lainnya, vaitu keadilan distribubf dan keadilan umum.

Mengenai keadilan distributif, Smith mengartikannya tidak dalam
pengertian keadilan distributif Aristoteles atau distributif pada wmumnya.

Bagt Smith, keadilan distributif yain: tindakan-tindakan berbuat baik secara
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tepat bagi orang lain atau menggunakan apa yang mcrupakan milik kita
untuk crang lain kanpa unsur pemaksaaan atau sejenisnya. Dengan demikian,
bagi Smith keadilan distributif adalah soal kemurahan hati, belas kasihan
atau perboatan kaotatif lainnya,

I'elaksanaan keadilan distribubf discrahkan pada belas kasiban dan
kemurahan hati sesecrang kepada crang lain yang kurang beruntung (e
least well off] yang dalam bubungan dengan disertaszi ini yang dimaksud
dengan orang yang kurang beruntung  adalah  pekerja. Karena  itu,
pelaksanzannya tidak bisa dipaksakan. Pelanggaran terhadap keadian
distributil tidak menimbuikan kerugian vang signifikan. Cleh karena ilu,
pelanggamya Llidak bisa dijatubi hukuman. 13 samping i, keadilan
distributif tidak tcrmasok dalam bidang yang menjedi langgung jawab
pementntah. Pemerintah tGdak mempunyai fungsi dan kewenangan untok
memaksakan kehendak bebas seorang individu berdasarkan s of efarites,
Dengan demikian, keadilan distributif bidak termasuk dalam ilmo hukum
(furiprudeas) atau teor-teord keadilan melainkan masuk ke dalam beerd
meral.

Teori keadilan diatas, baik yang dikemukakan olech Aristoteles,
Thumas Aquinas, Christan Wolff, dan Adam Smith, dalam literatur Filsafat

hukum kemudian dikenal sebagai teori-steori keadilan klasik.  Selain
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pengertizn keadilan menurut teori klasik, belakangan ini muncul pandangan
tentang keadilan yang bersifat temporer antara lain dikemukakan oleh Txe
Tourtoulon,® John Rawls® David Miller,?” Stuart Hampshire,® dan Neil
J.Enke™

1.2.1.5. De Tourtoulon

De Tourtoulon mengemukakan konsep keadilannya, dengan jalan
membedakan antara keadilan individoal {individual justice), keadilan sosial
{=ocial justice), dan keadilan negara {fustice of the stale),

Menurut D¢ Tourtoulon, feadifan individua! adalah keadilan atas
dasar hubungan dengan crang per crang Prinsip dasamya sama dengan
prinsip menurut tecori keadilan klasik yaitu “suum cuigue ibuere”. Jadi,
sepanjang menyangkat hubungan perorangan maka yang tampak adalah
keadilan individual. Kesdifan sosiaf adalah keadilan atas dasar hubmungan
antara warga dengan masyarakatnya. Prinsip dasarava adalah hubungan

sosial, artinya seseorang harus pandai-pandai menempatkan diri dalam

2 D Tourtoulon dalam Lask, Radbruch, dan Dakin, T Lo/ Fhifosopite, Liarvaed
LIniviersity Press, Cambridpe, 1950,

* [ohn Raws, A Fheooy of fustice, Harvard University Press. Cambridpe, 1971,

¥ David Miller, Soaciyf fustice, Clerendom Press, Owford, 1976 (selznjutnya discbul David
Miller I}.

@ Shuart Hampshire, Lieralfarn (The Mow Twistl New York Review of Books, 12 Agustus
1943,

¥ Nvil ). Krilr, Transitions! fustice (Flow Emerging Demoacratios Recokn With Formor
Rogimes] Concral Considerations, United State Instibute of Pegce, Vol.1, New York, 1995
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komunitas sosialnya. Schaliknya, masyarakat harus memahami karakter
individual yang dimiliki sebiap anggota masyarakat agar terjalin hubungan
yvang harmonis.

Jadi, separjang interaksi antara warga dengan masyarakat
berlangsung positif maka yang lahir adalah keadilan sosial Sedangkan
keadilan negara adalah keadilan yang dituntut atas dasar interaksi vertikal
antara warga atau rakyat dengan negara. Makna keadilan disini bersifat
politis, artinya hubungan antara rakyat dengan negara harus mencerminkan
rasa keadilan yang sesuai dengan aspirasi rakyat banyak. Caranya, dengan
jalan melakukan serangkaian aklivitas politik vang berujuan  untuk
meningkatkan  kescjahteraan rakyat. Untuk im, negara membubahkan
dukungan dzn legitimasi dari rakyat. Berdasarkan legitimasi tersebut, maka
keadilan negara dapat terwujud dan  kesejahteraan rakyat scmakin
meningkat.
1.3.1.6. John Rawls

Teori tentang keadilan yang mendapat sambutan hangat dikalangan
masyarakat luas adaiah teori keadilan dari John Rawle. Teord keadilan Rawls
pada dasarnya adalah teuri keadilan yang mengutamakan kebebasan
individual yang bertanggung jawab. Buah pemikiran Rawls entang keadilan

menipakan sinerji dari pemikir-pemikir teori keadilan sebelumnya, termasuk
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ori keadilan klasik Anstoteles dan Thomas Aquinas, serta tokoh-tukoh
uhilitarianisme, sepert Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Hume, Namun
demikjan Rawls dikenat bukan sebagai tokoh utilitarianisme, ia lebih dikena!
sebagai penganut realisme hubuam.
a. Posisi Asali (Orginal Position)

Rawle tidak menolak pandangan bahwa kebebasan individu terlalu
penting untuk diabaikan begitu saja dalam masyarakat modern ini
Kebebagan yang dimiliki manusia dapat mengembangkan daya imajinasi dan
kreativitasnya, vang hasilnya tentu saja sangat bermanfaat bagi individu
yang bersangkutan dan masyarakat sekelilingrya. Mamun, dalam prakteknya
kebebasan individu tidak jarang disalahgunakan unmik kepentingan pribadi
tanpa menghiraukan kepentingan bersama. Sehingga, vang tergadi adalah
muncuinya penilaian bahwa hidup dalam masyarakat sebagal suatu beban,
Institusi-insbitusi sosial tdak efektif dalam menangani permasalahan
ketidakadilan dalam masyarakat. Bahkan institusi-institusi sosial dan huknm
ditenpgarai sebagai penghambat perkembangan kehidupan manusia. Menurut
Fawls, keadean semacam itu hanya terjadi pada orang-orang vang hidup
dalam masyarakat pribadi (private society). Dalam masyarakat pribadi,
masing-masing orang memiliki rujuannya sendiri-sendini. Untuk mencapai

tujuan hidup tersebut, zetizp orang harus bersaing gura kepentingan
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pribadinya. Settap orvang sibuk mengejar  kepentingan  individualnya,
Kepentingan pribadi merupakan faktor utama vang harus didaholukan.
Setelah i, bamm  diupayakan kepentingan bersama, Namun dalam
kenyatzannya, kepentingan pribadi yang moenjadi determinasi  dalam
masyarakat individual tidak ada habis-habisnya, sehingga kepentingan
bersama dalam masyarakat individual nyaris hdak pernah dibicarakan.
Dalam kondisi seperti i, tidak mengherankan apabila orang-orang kurang
peduli tentang apa vang disebut kesejahteraan bersama. Sepala kegiatan
dittjukan  untuk kepentingan pribadi. Kegiatan untuk kepentingan
masyarakat dianggap sebagal beban, vang hidak hanya menyita wakiu dan
benaga, juga tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan taraf hidup
ECSEOTAny,

Oleh karena itu, memarut pandangan individualistik ini, aktivitas
individual vang dikerjakan semata-mata untuk mencapai kepentingan
pribadilabh yang dapat membawa keuntungan bagi masyarakat sekelilingnya.
Lagi pula, memperuangkan kepentingan pribadi yang berdampak posisil
bagi crang lain dilingkungannya jauh lebih mudsh dicapai dard pada
memperjuangkan kepentingan bersama vang dalam banyak hal justru
menjadi beban bagi sebagian anggota masyarakat, Akan tetapi, tidak semua

orang menilai bahwa hidup dalam masyarakat kurang berharga, Bahkan
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dalam  muasyarakattah, makna hidup sescorany oendapat apresiash vang
tingsgd. Apadapi dikap lebih meodalam makna manosia adalab mabklok
sosial, maka tidak pada tempatnyalah manosia berada diluar masyarakat.
Flanva dalam suwatu kesatuan sosial manusia dapat menjadi utuh {eedfe o
sochaf waren £5 the individaad compdede) kake Aristohedes,

Dalam  masvarakat vang tingkat kebersamaanoya  timeel  seqert
masyarakat Indenesia vang berlandaskan asas kekeluargaan daa pstony-
royang, institusi-institust sosial mmenjadi dava fark utama. SMelalol bstitues
sostal, masvarakat muenjedi bersatu dalam mengejar hujuan vang sama, atau
tujuan-tujuan yang saling otelengkapi menjadi suatn kesatuan, Kesatwan
sosial yang dimaksud di sini mendapat bingkai melelui sesaaty vang disvbut
keadilan

Roeadilan wmeropakan suatu nilai vang mewujudkan keseimbangan
antara bagian-hagion dalam kesatwan, antara tujuan-tujran pribati dan
bujuar bersama. lierkat  keaditan,  stabilitas hidoep seliop orany dan
oLasy arakat mengadi tefamin.

I¥alam pamelangan Rawls, banyak kelompok masvarakat vang belum
tertata dengan baik. Seseorang Gdak mungkin dapat merumuskan prinsip-

prinsip keadilan Jdalam masyarakat vang tidak teratur Oleh karena ito,
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untuk dapat merumuskan pnnsip-ponsip keadilan yang mengayoni scooa
pihak maka orang harnis kembali pada posisi asalinva [orieznal posiien).

Posisi asali sebagal langkah awal pelaksanaan keadian ™ adalah
keadaan dimana manusia berhadapan dengan manwsia lain dengan
memandang semata-mata ftrah kemanusiaan yang sama. Posisi dimana
setap orang dipandang sama dalam kedudukan alamiahnya. Tidak ada
sekat-sekat struktural yang membedakan manusia vang sablu dengan yang
lain. Dengan kata lain, posisi asali adajah konelisi dimana setiap orang
memungkinkan unbuk memanusiakan manusia. Posisi ini sebenarnya hanya
sebuah fiksi, tetapi dibutuhkan agar seliap orang bisa memahami prinsip-
prinsip keadilan yvang dibangun tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur
vang hidak jujur. Tanpa pemahaman yang cukup mengenai posisi asali
terscbut, maka mustahil diperoleh prinsip-ptinsip keadilan vang benar, vang
dapat diterima semua pihak, Oleh karena it, bertolak dad posisi asali maka
orang akan tiba pada suatu persetujuan asail (orfging agreemend) tentang
prinsip-prinsip keadilan, yang antara lain menyangkut pembagian hasil
hidup bersama.

Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan dari proses yang jujur,

dimana setiap orang merazakan sebagal bapgian dari posisi asali yang

W M.R. Zafer, forfspradence (Ar Outfine) International Law Book Service, Kuala Lumprur,
19y, b 85
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dihipotesiskan  tersebuat, oleh Ralws disebot Keadilan sebagai kejujuran
(fustfce: a5 ferirrress). Beadilan vany muoca] dacd Tubuk hati manasia vang,
paling dalan. Intlah yang mungkin serioy kita sebut denpan istilah “rasa
keadilan masvarakat™.

Konsep arfginad position inilah vangy membedakan Rawls dengan
pemethati keadilan laityya, Melalui konsep posisi asabi ind, Rawls hendak
“murmbujuk” crang-orang vang secara steuktural telab Jiuntungkan cleh
keadaan sosial chonomi saab ind untuk beesedic menerion prinsip-prinsée
keaditan yang divakini Kowbs sulit diterima oleh halangan ind jika tidak
cemgan melakukan rekuomsteuksd somial dalam bendik posisi asali o, 1% 2ain
pihak, pusisi asali ini juga secara paihebogis Hdak menyebabkan pibak-pihak
vang kurang berontuny (the st vl aif] dengan bomdise saat od hehilanean
barga diri, scbab prinsip-prinsip keadilan vany, dibangun bersama ackan
nrerupakan sunthangan pibak vang bereotung kepada pihab vane kurasg,
beruntung atas dasar belas hasihan ataw vang eesifat hantatif, odapi
merupakan “buah”  dari bepeatingan busama vang  inheren wura
menciptakan rasa keadilan dulam masvarabal. Deogan kata lain, Wawls

hendak mengatakan bahwa di dalam hak milik sescorang terdapat hak orang
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lain yang kurang beruniung (the feasf well offi, meskipun bak yang disebul
terakhir terpolong hak-hak vdak sempurma.?!

Rawls mengitrodusic Hza syarat yang huarus cdipenuhi apar dapat
sampai pada posisi asalinya, yvaile @ Ferrama, diandaikan bahwa tidak
diketahw, manakab posisi yang akan diraib seseorang pribadi tertentu di
kemudian hari. 1a tidak mengetahui bakatnya, intelegensinva, kekavaannya,
kesehatannya, rencana  hidupnya, keadaan psykisnya. Juga ia  tdak
mengetahui situasi sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya masvarakat
dimana ia hidup. 1}engan ketidaklahuannya ini maka orang dapat lebih
obyekbf dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan. Kedea,  secara
konsisten, yakni kesedizan atau sikap untok lelap berpegang tegub pada
prinsip-prinsip vang telah dipilibnya, Sikap semacam inl penbing, mengingat
sasaran-gasaran individual vang dituju harus diterima bagi pibak terteniu.
Mamun ini haros dilakukan agar tercipta kesungguhan vang sistematis untuk
memperhatiban kepentingan bersama secara dewasa. [Dengan cara ind,
perbedaan antara yang kaya dan yang miskin tidak terlalu tajam, sekurang-

kurangnya tidak tampak selama perbedaan antara dia dan orany lain tidak

B Hak-hak tidak scmpurna {imperfioce righes) adalah bab-lak yanyg, untuk niewujod kan tidak
beraila pada tangam orang atau komunitas yang bersanghutan lapi berclak di tangan pibak
lam. Hak ving Hdak wajib kita muntut untuk dipenehi. Sebaliknya hak-hak sempumna
{perfocy ggfis) adalah hak-hak yang wijilk kit luntut orang lain untuk dihargar, dan jiba
dilolak kila Insa nemaksanya untuk menghargainyda. Lebih jauh mengenai hok-hek
tersebut likat Samuel Pufendorf, flemeat: of Dnedversal fumsprudfonce, dalam The Palitical
%' rid ngs of Sanmwuel Pulfendad, Chlord Ting versiby Press, Mew York, 1964,
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melampaui  batas-batas  tertentu.  Aeipw,  diandaikan  bahwa  dalam
mengupavakan  kepentingan  bersama, sehap  orang mendahulukan
kepentingan pribadinya. Fal ini dinilai wajar, mengingat setiap orang
hendak berkembang sebagai pribadi yang mandini, yang Japat mengabasi
perscalan hidupnya serta persoalan hidup crang-orang terdekatnva Jdan
seberosnya. Dalam menentukan prinsip-prinsip  keadilan, kecenderungan
manusia ini harus diperhatikan juga.

Tanpa pretensi membela Hawls, lampaknya leort posisi asali bukan
persoalan bersedia atau tidak bersedia orang unmuk kembali ke posisi
asalinya, melainkan Rawls hendak membuat sebuah pengandaian belaka
vang tidak mungkin kerjadi secara faktual. Namun, jika seandainya setiap
vrang bersedia merenungkan scjenak halikat hidup manusia dengan jalan
menangealkan segala atribut vang melekar datam dirinya, misalnya apakah
ia orang kaya atau miskin, pengusaha atau pekerja, orang pintar atau bodoh,
dan segala bentuk pangkat, jabatan, ras, atau agama maka niscayva mercka
tidak menolak prinsip-prinsip keadilan tersebut. Andai kata pun manusia
menolak untuk kembali ke posisi asalinva, bagi Rawls idak masalah, hanva
saja bahwa sistem atau aturan-aturan yang Jdibuat Jdizntara sezama manusia

dapat diduga cenderung tidak adil.
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Sebenarnya, teori pesisi asali Rawls itu hendak mernmuskan prinsip-
prinsip keadilan dengan jalan terlebih dahulu mengembalikan manusia
kepada fitrahnya. Manusia lahir tanpa membawa sesenpun barang-barag
kebutuban hidup. Dalam kondisi vanyg fitrab ito semua manosia adalah
sama- Dalam kesamaannya ihilah maka prinsip-prinsip keadilan mudah
unibuk diterima semua pihak.

Semua orang pasti mendambakan kehidupan yang lebih baik. Tlalam
kunteks posisi asali di atas, maka orang vang lebih dahulu merasakan
kehidupan yang lebih baik wajib menyisihkan harta, tenaga, dan pikirannya
untuk golongan vang kurang beruntung, Bagi Rawls, kewajiban untuk
membantu golongan yang kuranyg beruntung (&He foasd wedf of#) ind bukanlah
sekedar sebagai belas kasihan atzu kavitatif. Kewajiban tersebut adalah dalam
kerangka menjamin tegaknya keadilan dalam masyarakat, Oleh karena itu,
keberpihakan kepada pulongan vang kurang beruntung mutlak diperlukan
agar kelangsungan hidup golongan ini dapat terjamin. Semua bentuk
kebijakan atau sistem yang Jibuat dalam suatu masyarakat atau negara harus
menguntungkan golongan masyarakat yang kurang beruntung tersebut.

Berdasarkan posizi asalt itulab akhimya Rawls? meramuskan dua

prinsip keadilan (the e principles of festce). Prinsip pertama vaitu prinsip

* foh Rawels, O, b B
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persamaan (the equal principfe) Setiap orang mempunyai hak yang sama
atas kebebasan dasar sebesar mungkin yang setara dengan kebebasan bagi
orang lain {* fach person is to have an agqual Fight to the most exfensive basic
fberty compatible with a simifar liberty for others”™). Prinsip kedua vaitu
prinsip perbedaan {the different principld). Kebidaksamaan sosial dan
ekonomi harus distur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut;
{a) menguntungkan mereka yang paling kurang, beruntung (paling lemah);
dan {b) melekat atau terikat pada kedudukan vang terbuka bam semua orang
di bawah kondisi persamaan kesempatan yang sama (Y socdad and economic
inequalities ara to be arranged so that they are both (1) reasonably expected
to be everyne’s advenisge, and (2} attached to positions and affices open to
a#f’). Maksudnya, agar setiap orang diberi peluang yang sama besar dalam
kehidupannya, tanpa diskriminasi ras, warna kulit, agama, dan lain-lain,

b. Prinsip Persamaan (The Egual Principle)

Prinsip pertama atau, pringsip persamaan {the egual principle) mengacu
pada pilihann bebas manusia dan usaha setiap orang sebagal perwujudan
penenituan dird manusia, Delam hubungan ini, Rawls tampak sejalan dengan
pandangan kaum liberal tentang pasar bebas {free marked. Dengan prinsip
persamaan ini, pasar bebas seyogianya merurpakan medinm vang tepat untuk

mengekspresikan kebebasan menusia dalam interaksi sosial dan skonomi
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secara jujur. fikan tetapi, tetlepas dad kenyataan bahwa pasar bebas sejalan
dengan prinsip persamaan dari keadilannya, Rawls mefihat bahwa
mekanisme pasar bebas telah gapal berfungsi secara baik, karena dalam
sistemn  kebebasan  kodrati, kesamaan kesempatan yang formal  dalam
pengertian bahwa semua orang minimal mempunyai hak yang dijamin oleh
hukum secara sama untuk mengakses pada semua kedudukan sosial yang
menguntungkan. Namun karena bdak ada usaha untuk mempertahankan
suaty kesamaan atau keseimbangan, maka kondisi sosial sangat dipengaruby
oleh keadaan alamiah dan sosial yang kebetulan saja. Distribusi pendapatan
vang ada, hanya merupakan akibat kumulatif dari distribusi aset alamiah
¥aitu bakat dan kemampuan alamiah, sebelum distribusi pasar bebas,
LDengan demikian, Rawls memandang pasar bebas justru menimbulkan
ketidakadilan {fyustice). Ketidakadilan yang paling jelas dar sistem
kebebasan kodrati adalah bahwa sistem ini memungkinkan pembagian
kekayaan dipengaruhi tidak pada wempatnya olch kondisi-kondisi atamish
dan sostal yang secara kebemlan, vang dari sudwt pandang CTATE Yarg
masuk ke dalam pasar demgan bakat dan kemampuan alamiah vang berbeda-
beda, sehingga peloang yang sama  yang diberikan  pasar tidak

menguntungkan semua pihak. Bahkan yang terjadi adalah distribusi yang

W [ohn Hawls, fGid h 72
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tidak adil atas kebutuhan-kebutuhao hidup manosia, Qleh Karena i, pasar
Bebas menurub Rawls tidak dapat diaodalkan sebagai soulusi pemecahan atas
ketimpangan sosial ckeneeni. Raloupun kondist sosial vang, bebetulan telah
diperbmiki schingna tampak memberi peluang yang sama bagi semua orang,
hdak talu berarti bahwa  pasar bebas denpan sendivinea akan
mendistibusikan kekavaan ekonooti sevara aterata. Namon pada olhiroya,
pasar bebas kembali menimbulkan kepincangan atau ketidakadilan karena
perbedaan bakat dan kemampuan alamiah antara erang vang, satu desgan
vang lainnva tidak dapat diatasi oleh mekanisme pasar bebas. Adanva
ketimpangan dalam pemilikan bakat dan kemampuan alamiah jauh sebelum
semua veang masuk kedalam pasar, schingga pasar bebas ukannya
menghapus  masalah o ketimpangan ckonomi,  matabh meningkatkan
ketimpangan tersebut

Panclangan Rawls cdiatas, sebetulnya merupakan kritik techadap
pandangan South dan pengiket ofaran pasar bebas lainnva, vamy mweodai
prasar bebas sehapai satana vang paling  wpal uwntuk  meningkatkan
kesejahteraam manusia serara acdil, Prinsip daré ajaran pasar buebas adalah
settap oranyg  diberikan kebebasan untek melakukan  sesoatu yang
dianggapiya baik sehingga semua orang ahan mendapat unlung. Sejauh

sistem pasar bebas dibiarkan berfungsi seeara topat, yaitu sejauh tidak ada
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campur tangan pemerintah secara tidak profesional, tidak ada monopoli,
ttak ada hak-hak istimewa, dan sejenisnya, maka bdak acla orang vang,
haknya dikorbankan demi kepentingan orang lain. Pelopor ajaran ini adalah
Adam Smith yang mengemukakan bahwa dalam sistem pasar bebas, vang
kaya akan dibimbing oleh “tangan tidak tampak” unmk mendigtribusikan
kebutuhan hidup secara hampir sama dengan vang terjadi dalam keadaan
kesamaan alamiah. Dengan cara ini, golongan yang kurang beruntung pada
dasarnya tetap mendapat kesempatan vang sanla guna memenuhi kebutuban
hidupnya. Singkatnya, pasar bebas akan memperbaiki juga kondisi kaum
miskin, tidak secara absolut, melainkan secara relatif dan proporsional.
Bahkan salah scorang pendukung Smith yakni Gaston  Homlinger,H
menegasikan bahwa hapya dalam  pasar bebas  kaum  miskin  lebih
dimungkinkan untuk memperbaiki hidupnya, sedang dalam monopoli,
mereka justro dirugikan dan hidupnya jauh lebih jelek.

Hampir semua alasan-alzsan kaum liberal untuk mempertahankan
sistem  ekonomi  pasar sebagai solusi satu-satunya  terhadap masalah
ketidakadilan ekonomi ditolak oleh Rawls. Bagi Rawls, sistem monopoli dan
sejerisnya memang hbdak dapat dibemarkan dalam ckonomi pasar bebas.

Akan tetapi, menyerahkan perscalan ketimpangan ckonomi yang disababkan

M Gaston V. Romlinger, Smith and the Morits of the Foiy, Beview of Socal Economy, Vol
wouidy, Mo 3, Desamber 1976, b, 333-334,
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oleh orang-orang vang kebetulan beruntung dan tidak sadar akan kondisi
sekelilingnya adalah perbuatan yang sama sekali tidak adil. Pasar bebas
dengan segala kondisi psikologisnya, tidak tepat sebagai sarana untuk
meningkatkan kesejahteraan gelongan yang kurang beruntung. Oleh karena
itu diperlukan sebuah tindakan, baik dari masyarakat sendivi maupun dad
pemerintah untuk berbuat sesuatu vang dapat menguntungkan golomgan
yang kurang beruntung tersebut.

Sejalan dengan pandangan Rawls diatas, Keynes juga tidak percaya
pasar bebas dapat mengatasi masalzh keimpangan ekonomi. Meourat
Keynes, = perekonomian yang berjalan berdasarkan pasar bebas seringkali
mengatami kegagalan pasar {macker Adfurd) jika tidak  dilakukan
pembenahan terhadap inshtusi yvang terlibat dalam pasar. Demikian puia
Amartya Sen. Menurnt Sen,* kebebasan yang menjadi ciri pokok pasar bebas
adalah nilai dasar pembangunan. MNamun, kebebasan itu hanya dapat
diterima sepanjang dapat meningkatkan kesejahteraan lapisan masyarakat
bawah. Sen menganjurkan kepada seluruh pemerintah yang berdauiat untuk
memcrangi kemiskinan dan keterbelakangan dengan jalan membantu

seoptimal mungkin bagi lapisan masyarakat bawah atan miskin. Bagi Sen,

Y Muh Guntur, Pempaturan Hekem 0 Bidang fata Niaga Produk Fertanian Berdasarkan
Kefortitian Fasad 33 Avae 5 UL 1995, Disertasi, L'nair, Surabava, 2001, k. 147.
M Amartya Fon, (On Ethics and Eeonomic, Blackwell Publishers, Oxford, 1994, h. 31
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untik mencapai  keadilan diperlukan pengaturan  masyarakat  yang
mendasari proses menuju keadilan, Cleh karena itu, Kid sadinya negara
menrarub perhatian besar kepada rakyatnya yang kurang beruntung.

c. Prinsip Perbedaan (The Different Princple}

Prinsip kedua atau prinsip perbedaan fthe different principle) dari
teori keadilan Rawls semakin memperlihatkan bahwa Rawls tidak main-main
dalam usahanya menuntut keadilan bagi golongan yang kurang beruntung,
Bagi Rawls, golongan yang kurang beruntung harus diuntungkan dalam
setiap kebijakan sistem sosial. Hanya dengan cara itu, keadilan bagi semua
dapat terwujud. Golongan yang berunteng telah menikmati seeara hdak
pantes karena ketidaksamaan bakat dan keturunan, Oleh karena iw, prinsip
balwa ketidaksamaan bakat dan keturunan vang tidak pantas diperoleh bagi
orang yang beruntung itu perlu mendapat gank rugl Bagaimanapun juga,
prrbedaan-perbedaan itu harus dikompensasikan. Berdasarkan  prinsip
perbedaan itu, itawls ingin memecahkan persoalan ketimpangan sosial dan
ekonomi yang pagal dipecahkan cieh pasar bebas. Caranya, menguransgi
pengaruh kondisi sosial dan nasib kodrab yang “kebetulan® stas distribusi
kekayaan. Untuk itu, harus diciptakan institusi politik dan hukum yang

dapat menjamin kelancaran proses distribusi kekayaan secara adil. Menurut
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Rawls. ' Sister sosial harus diatar sedemikian rupa sehinggpa Jdistribusi yang
dihasilkannya adil, apapun vang terjadi. Unluk mewujudkan tujuan inj,
proses sosial dan ekonomi perhu diatue dalam lingkungan pranata politik dan
hukum yang sesuai Jika pengaturan pranata lavar belakanyp o dialur secara
tidak tepat, maka basil proses distribusi ind akan tidak adil.”

Atas dasar prinsip tersebut, pemerintah diminta ontuk mweogatur
kegiatan ekonomi sedemikian rupa, sehinggas menguniungkan golongan
vang paling kurang beruntung. Pemerintah dimungkinkan pula untuk
mengambil langkah-langkah fettentu demi kepentingan golongan vang
kurang beruntung, (#he feast well off), misalnya rerlibat didalam proses
pembualan kescpakatan kerja bersama yang bertujuan untuk memberikan
perlindungan hukum kepada pihak pekera sebagai orang veng kurang
beruntung bahkan menciptakan  instiusi dao proses penvelesaian
purselisihan hubungan industrial yang memihak kepada orang vany, korang
breron by

Menurut Lord Hampstead dan Freeman, ada tiga kategoni pokok dari
teori keadilan Rawls, vaitu: mewtgme maksimalisasi kebebasan, artinva
kebebasan setiap orang hanya dapat dibatasi oleh vsaha mempertahankan
kebebasan it sendiri. Aedws, persamaan hak, artinya setiap orang

* Juhn Bawls, O Lk, b 275,
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mempunyai hak yang sama besar dalam hal menggunakan kebwebasan dasar
dan pembagian barang-barang sosial, yang pelaksanaannya  harus
menguntungkan orang-orang yang paling lemah atau miskin,  Ketiga,
pembenan kesempatan vang adil. artinya menghilangkan semua faktor vang
bersifat kebetulan, seperti faktor ketwrunan dan kekayaan vang dapat
menghambat pelaksanaan pemberian kesempatan vang adil itu.

1.3.1.7. David Miller

David Mitler mengemukakan teori keadilan dalam Socizd fustion
(1976}, kemudian diperbarui dalam Princinde of Sociaf fusfice (1999, Menurut
Miller,® berbicara tentang keacdlilan, khususnya keaditan susfal harus
dibedakan ke dalam tiga jenis keacdilan yaite (11 keadilan atas dasar
persamaan hak, (2} keadilan atas dasar jasa, dan (3) keadilan atas dasar
kebutuhan.

Ketiga jenis  keadilan di atas, sevogianya diterapkan  dengan
memperhatikan situasi dan kondist saat itu. Pada kondisi tertentu, keadilan
junis pettama yang cocok diterapkan, Namuen pada kondisi yang lain jenis
keadilan yang kedua atau ketiga vang cocok diterapkan, Untuk meneeapkan
ketiga jenis keadilan i, harus memperhatikan liga prinsip pokok keadilan,

yaitu prinsip jasa {deserf), kebutuhan (peed), dan persamaan hak (eqqrealitp).

¥ David Miller, Opcil, b 2431
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Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan terscbut harus diterapkan secara
kantekstual (principles of justice musit be undarstood vontexiuaifi) M

Agar lebih glas ketiga pengertian prinsip keadilan tersebut, kami
membuat contoh. Sevrang pengusaha mempekerjakan dua orang peketja
sebut =aja A dan B untak menangani dua mesin kasir, dengan perjanjian
masing-masing mendapat upah sebesar Rp.250.000.- perbulan. Kemudian
ternyata bahwa S5i A bekerja lebih rajin dan telili, sehingga prestasi kega Si A
jaub lebih baik daripada Si B. Masalshnya adalah, bagaimana upah atau gaji
diberikan? Berdasarkan perjanjian yang telah dibuat, masing-masing letap
mendapat Rp.250.(00,- perbulan, Inilah yang disebut keadilan atas dasar hak.
Apabila s A diberikan upah lebik Gnggi dari 51 B karena prestasi kerja si A
jauh lebih baik dari si B, maka kebijakan ini disebut keaditan atas dasar jasa.
MNamun masalahnya menjadi lebih rumit, apabila ternvata si B berasal dari
keluarga yang sangat miskin dan =i A berasal dar keluarga yvang cukup atan
kaya. Dlalam hal ind, keadilan atas dasar kebutuhan ntenuntut bahwa kepada
=i B diberikan upah lebih besar dari si A.

Cogtoh penerapan prinsip keadilan diatas tenby saja mengundang pro
dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa tidak adil memberikan upah atau

gAaji lebih kepada sesecrang hanya karena ia orang miskin. Sebab kemiskinan

* David Miller, Principles of Socad fustfoes Harvard University oo, Cambridge, 1999, h.
M [selanjulnya disebut David Miller II).
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bukan karena ia mendapat upah vang sama dengan yang lain, tetapi lebih
disebabkan pada orang miskin ite sendin. Biasanwa, orang-orang miskin
terlalu banyak anak dan malas, sedang penghasilannya tdak muencokup
kebutuhan keluarganya. Dalam kondigi sepeeti itu, adalab tidak add memben
bantuan  kepada  orsng yang  pemalas atau  tidak  berupaya  untuk
muemperbaiki kidupnya sendiri.

Akan hebapi, kemiskinan grang-orang belum tentu discbabkan oleh
faktur banyak apak dan kemalasan. Thalam beberapa kasus, heluarga yang,
sejak pagi hingya malam hari mencari nafkah dan tidak mempunyai anak
banyak tetap saja miskin. lahken kemiskinaanya itu sudab berlangsung lama
atau bersifat furun emurun. Kemiskinan struktural demikian ile, menuntut
kewagjiban dari pihak lain untuk membantu agar penghidupan masvarakat
il lebih baik.

Menuerut Miller, ™ dalam masyarakat modern tentu saja persvalan
yang dibadapt masvarakatnya sanpat kompleks, Persoajan-persealan i
tidak bisa disclesaikan dengan vara pandang “hitam-putih™, Oleh karena i,
sefiap penerapan prinsip keadilan barus dilakukan tidak secara Eakn,
melainkan cdiupayakan sedinamis mungkin. Penerapan prinsip  keadilan

secara kaku, tidak saja menimbulkan ketidakadilon hebapi juga tidak baik bagi

W PDavid Miller TL fd, b 287,
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perkembangan budaya masyarakat itu. Dengan demikian, meskipun ada tiga
jenis keadilan yang disebutkan Miller, namun Miller tidak keberatan atas
munculnya varian-varian dari ketiga jenis keadilan, sebagai konsekwensi
logis atas kompleksitas persoalan hidup yang dihadapi masyarakat modern.
1.3.1.8. Stuart t lampshire

Dalam  bukunya “Liberafism: The New Fwise™ (1993), Shiart
Hampshire mengerukakan teori keadilan dalam perspekif penegakan
hukum (faw enforcement) Menurut Hampshire,¥ dunia penegakan hukum
seringkali mengabaikan aspek substansi dar perscalan hukum yang
dihadapi. Para penegak hukum lebih cenderung menghabizskan energinya
untuk berdebat scal prosedur dan pada mengkaji soal-scal substansial.
Mempersoalkan aspek prosedural memang tidak salah, tapi selain aspek
prosedural, yang harus diperhabkan pula adatah aspek substansial. Oleh
karena itu, dalam menegakkan hukum seharusnya kedua aspek it {prosedur
dan substansi} mendapat porsi perhatian yang sama.

Dalam huebungan itm, Hampshire mengajukan teori keadilannya

dengan mengacu pada sifat aturan hukum, sehingga melahirkan dua jenis

A Btuart Hampshire, Op.ord h, 44,
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keadilan yaitu  keadilan prosedural  (procedeensd festie) dan keadilan
substantif [seehshurdiee frstioe) -

Keadilan prosedural adalab keagdilan dalam boitannya dengan upaya
menegakkan hukum tormal atag bokum acara. Peocpabkan hokom vans
hanya mengacy pada prosedar, misalnys, prosedur can proses penyelesaun
perselisthan hubungan mdwsirial vang menuntul penvelesaian dengan cara
sederhang, copat, dan biava ringan, maka vang ditcotigkan adalab kiadilan
prosedural. Sedanghan beadilan substansiad adalah headilan dalam kaitaaunya
dengan mencpakbkan subsbonst wtauw materi hobum sepecti peaegahan
pengaturan hukum ketenagakeraan dibidang perlindungan hukoam peberia.

Ih negara-negara sedang berkembang, dimana sistem bukum elum
bekerja mapan dan demakrasi belum berjalan sempurng, keaditan prosedural
memang lidak pepualer {(herangoya upaya untuk mencari dan menemukan
sisten penvelesaian persclisthen vany sedechana, copat, Biava ringan Jdao
berkeadian), letapl dincpara-negaca mwaju (negars industrial), Junana
supremest hukum dan demaokreast elab beqalan baig, beadilan prosedural
merupakan salah sane kebituhan masyarakat disamping keadilanp sgbstanbd
FUMA aaLnjamin hak-hak rakyvat, bak secara individu muupun kelompok
masyarakat agar benar-benar diperhatikan dan dilindwogi.

M Steart Hlaspebuer, Sl hobe
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Urgensi keadilan substantf adalah entuk menjamin kercapainya rasa
keadilan dalam masvarakat. Jenis keadilap ini dimunculkan, wmengingat
dzlam banyak kasus para pencart keadilan sulit mengpapai keadilan hanya
karena prosedur yang hidak mendukung, Olch karena itu, keadilan substantif
hendak menercbos kebekuan hukum dengan jalan mengutamakan substansi
dari sebuah aturan hukum dan pada mempersoalkan cara mencapainva.

Besarnya harapan masyarakat akan keadilan substantit, ulamuanya di
negara-nepara sedang berkembang wenpindikasikan, seakan-aken antara
keadilan substantif dengan keadilan prosedural berhadap-hadapan.

Sebenamya, kedua jenis keadilan {procedirad justice darr substamtive
Fusiice) sama-sama penhng dan sama-sama dibotubkan dalam sebueah
negara. Seyogianya, keadidan prosedural menunjang tercapainva keadilan
substantil. leh karena jhu, keadilan prosedural dan keadilan substantif tidak
perlu dipertentangkan, dan memang mestinya bdak bertentangan. Anggapan
bahwa keadilan substantif lebih penting dari pada keadilan prosedural
adalah anggapan vang keliru. Adanya anggapan yang mempertentangkan
kewdilan prosedural versus keadilan substansi menandakan pemahaman

terhadap kedua jeris keadiltan itu masih kurang.
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Menurut Arief Sidharta ' keadilan prosedural lebih menonjol dalam
tipe tatanan hukum cotonom, sedang keadilan substanddf dan prosedural
sangat dipentingkan dalam tipe tatanan hukum responsit. Mengapa
demikian? Untuk menjawabnya, dwini perlu dijelaskan tipe-lipe tatanan
hukum Nonet-Selznick,

Meourut Monet dan selznick,” ada Hga tatanan hukom vaitu hukum
represif {(represive fan), hukom obonom {ofenomios fewd, dan hukuo
responsif (responsive fand.

Diidalam bukunya Arief Sidharta dijelaskan bahwa, Hukum represif
adalah hekum vang mengabdi pada kekuasaan represif, yang memiliki
kewenangan tanpa batas, Cinciri hukum represif antara lain {1) hukum
merupakan sub-grdinasi kekuasaan. (2) adanya preckupasi berlebihan dan
para pejabat hukuem (3) lembaga pengawas independen terisolasi dari
konteks  sosialnya {4}  adamya resim hukum ganda vang
menginstifusionalisasi  keadilan  kelas. Hokum otonem  adalab bukom
mandir yang mampu mengendalikan represi dan melidungi integritasnya

sendirl., Ciri-cn hukum otonom, antara lain {1) hukum terpisah dari palitik

© Bernard Arief Stdharta, Seffeksd Towbang Fusrelnd ofon Sifnt Kedmawan Fukum Sebagaf
Larfasan frengembangan Smw Mokoeme AGsawaf facienesns, Desertsi, Universitas
Fadjadjaran, Bandung, 199, h. 62-63.

11 Philipe Monet dan Philip Selznick, £aw and Socfety in Trarsitieon Towend Responsive Law,
Harpwr & Row, Row York, 1978, ho 15,
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dan adanya kewenangan kehakiman yang bebas; (2} tata hukum mengacu
model aburan; (3} prosedur dipandang sebagai intl bukum; dan {4] Lyalilas
pada hukum mengharuskan kepatuhan semua pihak pada aturan bhukum
positif, dan §lekum responrsif adalah hukum sebagai sarana yang merespons
selurch kebuhrthan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus
fungsional, pragmatik. bertujuan, dan rasional. Disini tujuan hokum menjadi
alat uji bagi pelaksanaan hukum ¥

Kembali kepertanyaan diatas, maka jenis keaditan apa vang terdapat
dalam tatanan hukum represit. Jawabnva adalah keddakadilan {(ofustiod,
sedanykan atanan hukum otonom dengan mengacu pada aturan prosedur
dipandang, sebagai ind hokum, menempatkan keadilan prosedural sangat
ditonjolkan. Sedangkan dalam bukum responsif deopan mengacu pada
twjuan  hukum scbagai alat uji dan pengendali pelaksanaan  hubum,
menempatkan keadilan substantif dan keadilan prosedural dalam posisi yang
seirbamy.
1.3.1.9. Neil ). Kritz

Jika Adam Smith merumuskan teori keadilannya dalam perspektif

ehonomi, Stuart Flampshire dalam perspekbit hukuom, maka Neil ] Krite

AF Bermard Ao Swdrathg, M, b 0163
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menggunakan perspektif politik sebagai basis dalam membangun teori
keadilannya.

Dalam pandangan Kritz, isu-isu keadilan transisional sangat sarat
dengan munculnya berbagal penindasan terhadap warga masvarakat di
banyak negara. Pada dasarnya, keadilan transisional {fransitfonal justice)
Kritz sarat dengan muatan politik. Ini terlihat dari fokus perhatian Kritz pada
masa-masa peralihan atau transisi dari kekuasaan negara vang represif ke
kekuasaan negara vang demckratis. Menurut Krite# dalam negara yang
dikuasai oleh junta militer atau negara otoriter, kekuasaan negara cenderung
digunakan sccara represit untuk kepentingan rezim yang berkuasa. Datam
kondisi seperti ini, nilai-nilai keadilan sangat sulit dicapai. Bahkan dapat
dikatakan bahwa yang terjadi adalah suasana ketidakadilan. Sedangkan
dalam negara demokratis, kekuasaan negara digunakan scaspirafif mungkin
guna kepentingan rakvat. Aspirasi dan kepentingan rakyat mendapat respon
dari pemerintah. Bahkan pemerintah memposisikan diri sebagai pelayan
rakyat atan abdi masyarakat, sehingga dalam negarE; demokratis nilai-nilai
keadilan mudah dicapai oleh rakyat.

Akan tetap:, tidak mwdah soatu negara beralih dari negara otoricer

represif ke negara hukum demokratis, Untak bisa berpindah dari negara

“ Nel [. Xritz, Qonoil, b, 5764,
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vtoriter represit ke pegara demokratis, biasanva terjadi suatu sibuasi yang
chaos dalam negara itu. Sitwasi chaos bisa terjadi harena krisis moneter,
ekunomi, politik, atau krisis kepercayaan masyarakat vang amat dahsyat
sehingga menumbangkan rexim lama yang otoriter dan mengganbkannyva
dengan rezim baru yang demokratis. Proses peraliban pemerintahan atau
transisi dar rezim yang represif ke rezim bare yang demokratis biasanya
membutlahkan waktu yang cukup lama. Misalnya di Chili, Chesnya, dan
Rwanda, proses transisi berlangsung selama lebih 10 tahun. 1 Argentina
selama 6-7 tahun. Proses bransisi paling cepat terjadi di Korea Selatan hanya
1-2 tahun.

DCisemua nepara, preses transisi dari pemerintzhan  oloriter ke
pemenntahan  demokratis selalu menimbulkan persoalan pokok,  yaity
bagaimana menyelesaikan soal-sval ketidakadilan vang pernah terjadi i
tengah  masyarakat vang mengalami eforia kelvbasan vang menuntut
pertanggung-jawaban pemerintah recim terdalutu? Penyelesaian soat-soal
ketidakadilan itu sampat penting, karena selama masalah ity belum selesai
maka masyarakat demokratis yang dicita—citakan senanliasa mengatami batu

sandungan,
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Menurut Seetandyn Wignjosoebroto, ¥ dalam fransitionad fustice maka
konsep keadilan itu bergeser dari keadilan yang semula distribubif atau
keadilan yang ditentukan para pemimpin, menjadi keadilan komutatif atau
keadilan yang dibicarakan bersama antar pihak, sehingga ukuran keadilan
menjadi vkuran vang disepakati bersama. Bagi Kntz, jaminan keadilan
kepada seluruh rakyat harus diberikan, tidak terkecuali pada masa transisi.
Namun, masa yang paling sulit dalam mengimplementasikan sebuah
keadilan adalah pada masa transisi itu. Oleh karena itw, agar negara atau
pemerintah dapat menjamin keadilan bagi rakyatnya pada masa ransisi
sekalipun, maka rakyat diminta uniuk tidak memaksakan kehendak dengan
jalan menuntut keadilan sepenubhnya. Akan tetapi, keadidan pada masa
transisi adalah keadilan vang dapat dirasakan oleh semua pihak meskipun
tdak sepenuhnya, demi berciptanya suasana yang dapat memberi jaminan
kedilan yang [ebih bail atau sepenuhnya dimasz mendatang.

Lirgensi penerapan keadilan transisional yailu untuk memberikan
keadilan kepada mereka yang telah menjadi korban atas tindakan represif
rezim terdahulu. Namun berhubung perangkat hukum yang tersedia tidak
mungkin digunakan wntuk menyelesaikan perscalan ketidakadilan dalam

wakiu yang cepat dan memberikan keadilan yang diharapkan, maka “"jalan

# Saetandyn Wl gnjosoebrote dalam Fardar Kompas, & Desem ber 20080, h. 8.

Privelr Readilan Dadawe FPHT 63



DISERTASI PRINSIP KEADILAN DALAM... MUHAMMAD SYARIF

tengah” yvang menjadi cin khas transiicmnad jesiice mungkin dapat mengatasi
keburtuan penegakan hukum, serta tarik-menarik antara kekuatan politik
lama dan baru vang bermain, serta rasa keadilan masyarakat dapat
terpenuhi.

Selanjutnya menurut Soetandyo,™® berhubung sifatnya vang jalan
tengah alau wirewin sofution, maka dengan pendekatan fansidtfonal fustioe
diharapkan sebuah perscalan bisa diselesaikan [ebih cepat, dan keadidan
dirasakan para pihak. llanva saja, menuruk Ruti G. Teitel ¥ scouai namanya
fransrifonad fustice maka pendekatan ind hidak Jayak unhuk diterapkan dalam
waktu yang sanpat panjang. Arbiova, begitu owasa bransisi sudab dianggap
telah dilalui ataw situasi eforia telah normal kembali, maka pendekatan ini
pun harus diakhiri, kemuodian digantt dengan mencrapkan ®refe of fan®

beskipun sifatnya sebush pendekatan (approsch), namun keadilan
ransisional (frrrsifional fustion) tetap memberi makna yang signifikan bagi
penegakan hukum dan keadilan, frensitions! justioe yang dikembangkan
nleh Eritx bertujuan memberikan keadilan untuk semua, khususnya keadilan

atas tindakan rerpre.-si_f pemenntahan otoribarian,

T o'
¥ Kol G, Tenlel, Trerwitnonn? fuskre Chelond Universiby Press, Oxbord, XHH, b 3L
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Menurut Muh. Guniur, kemampuan Kritz membidik satu fase kritis
yang hampir semua negara melaluinya, dengan memberikan solusi tentatif
berupa pendekatan transritional justice membawa Krite masuk  dalam
komunitas pakar teori-teori keadilan.3® Meskipun sebagaimana diutarakan
Soetandyo, bahwa konsep fransitional justice bukan teori keadilan baru,
karena fransitional justice bermain dalam dua wilayah o keadilan klasik
yaitu antara wilayah keadilan distributif dan keadilan komutatif,

Bagi peneliti, tidak menjadi scal apakah keonsep keadilan Kok
terpolong baru atau merupakan variasi dand kon keadilan yang telah ada
sebelumnya, Wamun vang pash adalah bahwa fransironal jusiice telah
membuka cakrawala warga dunia akan pentingnyva menegakkan keadilan
meskipun di masa transisi, apalagi di masa situasi normal, keadilan mutlak
ditegaklan. Dengan demikian, keonsep frangitional jostice merupakan
manipestasi adagium bahwa keadilan harus ditegakkan meskipin langit akan
tuntuh { fat festifie ruat coefem).,

132 Penyclesaian Perselisihan
Ada beberapa pakar yang telah mengemukakan pandanpannya

mengenal penyelasaian perselisihan, antara lain:

“8uh. Guntur, Gyt b M3
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1.3.2.1. Ralf Dahrendorf

Menurut Dahrendorf? upaya penyelesaian perselisihan  melalui
mekanisme iasiftusionalisast adalah merupakan salah satu sumbangan
berharga dari beliau. Dengan mengamati perkembangan dan fenomena vang
terjadi pada masyarakat industri tampak bahwa kerunhahan strukiur melalui
tindakan revolusioner sangat jarang terjadi karena pertentangan yang ada
ecnderung diatur dengan mekanisme institusionalisasi yang berfungsi untuk
memperiancar mobilitas dan mengatur perselisihan diantara mereka.

Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat tersusun secara hirarkis,
ada bawahan dan ada atasan, Struktur yang demikian melahirkan unsur-
wnsur strata sosial (kelas). Mengenai dasar panalaran pembeniukan kelas,
Ralf Trahrendort tidak sependapat demgan Karl Marx. Bagi Karl Marx,
pemilikan sarana produksi merupakan dasar pembentukan kelas, sedangkan
Dahrenderf dengan mengamati perkembangan yang terjadi pada masvarakat
industri, mengemukakan bahwa ternyata pemilikan savana produksi lidak
sepenting mervka vang mclaksapakan pengendalian atas sarana it Oleh
karena itu bagi Dahrendorf, kelas tidak berart pemilikan sarana-sarana
produksi tetapi lebih dar itu, ia merupakan pemilikan kekuasaan, YATE

mencakup hak sah untuk menguasai orang lain.

" Ralf Dahrenderf, (Taxs and Class Conflict in Findustral Socicty, Stand forf University Press,
1959, h. 73
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bMengenai hubungan antara status sosial ekonomi, kekuasaan dan
perselisihan ia mengetengahkan proposisi bahwa semakin rendah korelasi
antara kedudukan kekuagsaan dan aspek-aspek status sosial ckonomi lainnya,
semakin rendah inlensitas pertentangan kelas atau perselisihan#® Oleh
karepa ihy, institusiooaisast sebagai mekanisme penyelesatan persclisihan
pun berada disckitar pengendalian kekuasaan baik ite kekoasaan poditk
maupun kekuasaan ekonomi.

Dari segi yuridis, instibesionalisasi merupakan bagian dari sistem
hukum, dt samping norma-norma dan proses. Institusionalisasi sebagat
mekanisme penyelesaian perselisihan bentuknya iebih permanen dan unhak
jangka waktu vang lebih lama. Pemanfaatannya becsifat preventif dan
represif. Secars preventif dimupgkinkan watuk melakukan  konsuitasi,
negosiasi dan konsensus bagi para pihak vang terlibat perselisihan sehingga
persclisthan tersebut Hdak berkembang ke arah konfromtasi vang tidak hisa
ditckan. Sedanglkan sccara represit mementingkan mekanisime vang lebih
memaksa  berdasarkan  aturan  prosedural vang hetat dan bida perly
menErunakan sanksi vang lebih keras,

MNamun sejauhmana lembaga terscbut dapat bermanfaat  secara

preventif dan repressif tenha sangat tergantung pada peryedad persedivilian,

2 Balf Duhrendod, e, b, 116,
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subsiansi persefisihan dan fype strickiur tempat Jdimana perselisihan tersebut
terjadi.

Sebagai mekanisnte penyelesaian perselisihan, institusionalisasi bukan
hanya dipergunakan masyarakat industri sebagaimana  digambarkan
Dahrendorf, ltapi juga pada masyarakat yvang sederbana. Katherins S
MNewman®, setelah melakukan studi komparasi terhadap 8 kelompok
masyarakat Ji dunia, berhasil mengidentifkasi delapan hipe institusionalisasi
penyelesaian perselisihan. Pembedaan tersebut didasarkan pada firna Rriferia
vaitu (1} eksistensi pihak ketiga; (2) kebutuhan strukmer untuk menggunakan
pihak ketipa; (3) otoritas keputusan pihak ketiga terhadap para pihak yang
berselisih; {4) seniralisasi pengambilan keputusan; dan (5} jurisdiksi.

Kedelapan tipe tersebut masing-masing sebagai berikut:

Fipe I menangani sendiri dengan/ tanpa bantuan famili, [xalam sistem
yang demikian sctiap individu yang tersangkul dalum perselisiban dan
merasa  dirugikan, mengambil  reaksi. Benbdbhnya  bermacam-macam,
tergantung wawasan vang mereka miliki. Pihok ketiga sama sekali tdak
dilibatkan dalam mekanisme tersebut, termasuk dalam hipe ini adalah
tindakan kekerasan dan bentuk lain yang mirip dengan cara-cara tersebut.

[Tukum modem, mungkin tidak memberikan ilegiti.mas[ terhad ap mekanisme

* Batherine 3. Newman, Low amd Eoonomic Chngandenion, Cambnidge Cniversity Press,
Landan-New York, 1983, k., 500935,
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seperti ibe, tetapi entuk vkuran yang terbatas bagi suatu komunitas tertentu
masih sering ditemukan praktek-prakiek penyelesaien perselisiban brpe 1.3

{ipe 2 menangani sendin setelah mendapat naschat orang  lain
{advisor spstern). Dalam sistemy ini sudah mulai melibatkan pihak ketiga
tetapi berbatas memberikan nasehat, meskipun pihak yang dirogikan merasa
berhak untuk mengambil indakan yaog bersifat menghuhum pihak lain atas
perbuatannya vang menimbulkan kerugian baginya, Cara mana juga
dipraktekkan dalam tipe 1. Umumnya yang bertindak selaku dewan
penasehat adalah crang-orang yang dituakan dan dianggap arif oleh suatu
komunitas. Tokob-tokoh vang dimintakan nasehamya merupakan Agur vang
merfnpunyai obonk:s moral seperti pimpinan klan, tokoh agama. Nasehat
vang diberikan bidak mengikat para pihak vang terlibatb perselisihan, namun
demikian patut dipertimbangkan karena menpandung pesan moral dan
bermuatan kepentingdn angyota komunitas vang lebib luas. Meskipun tipe
ini diangkat dari sctting masyarakat tradisional, tetapi lembaga
kepenasehatan ini juga banvak Jdipraktekkan masvarakat modern. Flsistensi
pihak ketiga disini diakui sebagai bagian dari struktur dengan otoritas dan
yurisdiksi vang terbatas,

B Suphia Maloa, Keahatarr Kokerrsan Sirpkivcal, 130aHagi, Danversilas Airlangra,
Surabayva, MFY
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fipe 3 penyelesaian  oclalui mediasi  (medistor  spstem).
bMengrunakan mekanisme mediasi, pada dasarnya merapakan penclakan
npe 1, karena disini para pihak yang berselisih menggunakan pihak ketiga
untuk bertindak selaku mediator guna menyeltesaikan perselisihan diantara
mereka. Namun demikian, kehadiran mediator disini sebatas untuk
membantu pelakukan musyawarah sehingga olortasnya masih sangat
terbatas. Keputusan yang dibasilkan dan musyawarah tersebut secara
hukum belum final dan oteh karena itu kekuatan mengikatnya bagi masing-
masing pihak yang berselisih masih sangat lemah. Kepurtusan ihz bisa
diterima, tetapi ditolakpun dianggap sebagai hal vang wajar. Perbedaannya
dengan hpe 2 adalah terletak pada bentuknya vang lebih bersifat normatif
dan formal.

fipe 4 mediasi melalui pemuka agama (ekfers council). Keanggotaan
majclis ini socara sosial mewakili komunitas secara keseluruban. Paling
mendasar dari bentuk penyelesaian  persclisihan  Hpe ini adalah
mempertimbangkan aspex refigius. Namanva tentu bermacam-macam. Fada
masyarakat Jdengan strukhar kekerabatan yang masih koat, biasanya ada
otoritas adat yang bertugas untzk memeriksa dan memutus berbagai
perselisihan yang terjadi di lingkungan komunitasnya. Keterikatan bisa juga

terjadi atas dasar pertimbangan yang sama dan lain sebagainya. OCtoritas

Friwgid Xoagdan Dalamy FERT i,
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tersebul juga tersusun secara hirarki scsmai dengan struktur politik yang
betkembang sepertt rukun  tetaongga, rukun warga, dusun, desa dan
seterusnya. Eewan bersebut juga dapat dibentuk dengan juridiksi yang lebih
luas berupa fungsi banding, untuk memeriksa dan memutos perselisiban
yang mencakup lebih dan sabu komunitas baik secara vertikal maupun secara
horisontal. Keputusan yang ditetapkan majebis im lebih kuat karena
mempunyai kekuatar mengikat baik terhadap pihak yang berselisib maupun
unhik masyarakat secara keseluruhan. Inshitusinya juga lebih bersifat formal
Prosedur penanganan perselisiban lebih didasarkan pada hukum kebiasaan
yang berlaku setempat, letapi tidak mengurangi bobot serta daya mengikat
putuszan yvang ditetapkan majelis terhadap komuntas secara keseluruhan
maupun khusus untuk pihak-pihak vang berselisih. Hampir semua unsur
dan koteria di muka, mula‘ tampak dalam type ini.

fipe 5 melalui elit yang berpengaruh {restrictod cowncdfs). Secara
institusional sama dengan type 4. Perbedaannya terletak pada rekrotmen
anggota majelis dan otoritas majelis yang lebih koat. Keanpgotean majelis
biasanya inheren dengan slatus vang Dbersangkutan dalam  lingkaran
komunitas, yakni elit yvang menduduki posisi puncak dalam piramida
struktur. Perimbangannya tidak terbatas pada anasir-anasir agama tetapi

lebih luas dan itu sepertt politik, sosial dan budaya. Tugasnya bersifat

Frovwgilr X aateloloons ol FRNT 71
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fungsicnal, arbioya dalam kapasitas yang demikion dia mempunyai fungsi-
ﬁlﬂﬂ_ﬁ-i penting  untuk mengendabiban, mengater, dan oenvelesaikan
Lerbagai perselisthan yany melanda komuanitas yvang bersangbutan. Oleh
harena fun;.pii YaTiy demikian, crteeritasnya lobih kagar Lareaa r|1a1111]1u11_1.';|1'
legitimasi P npsionil dan vursdis.

Firge 6, melahat otoritas forma (cfredtemsfing), Setiap Lomuanitas selaha
Wempunyai arang-vrany Karismotib vang Pasanyas discprani dan dibormati.
Rarisma Lersebut bisa jodi kaoena keceodasan, kepakaron, integrrasd moead
ataupun alas dasar alasan-alasan lain vang beestbat historis. Hal-hal e
merwpakan dasar legitimase bagi snatu kemanitas unfuk mempercivakan
penvelesalan perselisihan vang  teradi diantaty mescka, Oleh Kerene
kocerdasen,  kepakeran, imbeprasi moral  mecopakan dasar pengakuan
masvarakat atas mereks, maka prtusanpyva dibaraplan lebih rasienal. At
dasar it puola, maka pulusannva inempunyn Bekuatan meagmikat den
kemunghioan besar dapat dilering oleh semoo pihak vangg beeadisib
Hukum  secata formal  avcovokuhkan Tuogsi teescbuab schinegea selain
moentpuniyat legitimast struktural dan fungsional tetapd juya vurides.

Jipe 2 melalui perwakilan cdoritas formal [purcaemionnd chieNaishie).
Berhkembangnya sistem i sesadan dengan kalenialisme. Untuk e perkaal

strukbur kekuasaan kelonialis, aaka dibentuk unit-unit penrerintaban lokal

-
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berdasarkan ciri-ciri kekhasan lokal. Memimpin lokal tidak otomatis menjadi
perpanjangan bangan kolunialis letapi perlu diberi legitimasi dalam bentuk
surat keputusan yang secara khosues dibuat unluk ito dengan juridiksi
lerbalas. Walaupun secara negalit, pembeniukan ototritas lokal ini sebagai
bagian dan polibk pecah belah disamping manfagt  positifnga antuk
muredam perselisiban. Sebab secara cbyekhf, pemimpin lokal vang demikian
mempunyal  kekdasaan  dan denpan dukungan strukiue kekuvasaan
pemerintaan yvang ada dapal menjalankan lungsinva secara cfeknl, termasuk
fungsi judisit berupa menerima, memeriksa dan memutus setiap perselisihan
yvang diajukan kepadanyva.

fipe & melalut sistem peraditan nasional (shade-foved feanad svsfern).
bMenurut Morton Fred,” hukum merupakan jantung suatu negara karena
diatas hukum jhe berdin kokob sebuah negara. Karena itu merupakan tugas
negara pula untuk memelibara hukum dan lidak dilecehkan atau di rusak.
Hukum vang sakil menandakan negara juga dalaim keadaan sakil. Sebaliknya
kehidupan bhukum vang konsisten, berarli negara juga dalam keadaan sehat.
Apabila hukum tidak lagi dihargai dalam proses kehidupan berbangza dan

bernegara, maka pada dasamya sudah terjadi kekacawan wvang paling

* burten Fried, The Evolution of Mofitcef Socrety, Handom Elouse, Mew Yark, 47, b 2129-
2,
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mendasar didalam negara yang bersangkutan di banding kekacanan i
bidany lain seperti ekonomi dan polibik.
Dari sepi mekanisme penyelesaian persclivihan, chsistenst oepara
digambarkan sebagai berkut @ *
“A stale 5ol samply g legisfalor, e execirfive Gy, o pediciary
SKSHENT, BT JUMISIFSHVe BUrcalcracl, oF evon 10 golernntem o A
stale is bette viewedd o the complex of nstitusions v means of which
e povwer of the sowiefv is prcanized on @ fasis superior ter kinship 7
(Megara bukan banyva scbuah lembaga pembentuk bukum, suatu
organ eksekutif, suatu sistem peradilan, suatu birvkrasi pemerintahan,
dtaupun suatu pemerintaban saja ... sualm  negara  sebalknya
dipandang sebagai kekuatan masyarakat dan dinamakan sebapai
suatu kompleks institusd dari yang tertinggi hingga lembaga keluarga}.
Dengan proposisi demikian, maka institusi negara merupakan bentuk
kelembagaan yang sangat kompleks dan bdak dipahami sebatas adanya
legislatif, eksekunf dan judisil ataupun birokrasi peperiptaban. iloat
lembage-lembaga tersebut terdapat benhuk-Dentuk kefermbapaan  lainnya
vang mungkin lcbih vlektf unmk menyelesaikan perselisiban. Terapi
ljuannya ketap sama yaitu menegakkan hukum dan keadilan.
Ierselisihan bersumbuer dari perbedaan kepentingan dan hak dan
merupakan bagian dinamika masyarakat secara keseluruhan yang selalu ada,

kapan, dimana saja dan kemungkinan akan melanda siapapun. Talam

keadaan yang demikian, tugas hukum bukannyva meniadakan persclisihan

hofoxsfE
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tetapl menyediakan mwekanisme helemtbapaan antok mengatasinge. Tetapi
apakall wekanisme teesebut secara proventif dan repressid dapat smeoeorangi
dan menyelesaikan pemselisiban dergantung pada sejaubeiana card do eeevan
dengan kelima briteris sebapaimana telake disingreung de atas.

| rengan siruktur kaidab vang dentikian, inlitosionatives: mekanismae
penyelesaian perselisihan pun tidak cohep dengan lembaps peraditan
flormal) tetapi juga depgpan sobstaosi den bentuk-geniuk peovelestion
peeselisihen loin (non formal] sesual dengan substansi dan kebubuhan
strukiur komunitas owupun etektivitas putusen lembaga peradilan alan
penyelesaian perselisihan bagi komunitas tersebut. Bentuk inttosionabisasi
mekanisow penveleseian peeselisiban nan toraoal fnon-ltiasi} tersebuat dopat
brerupaa bamebrinast andara bHpe 3, 4, 5,08, dan Gpe 7. 5ecara cheplisit, penjelesan
Fasal 3 ayat | UU Neo 14 Tabun W70 entany Pesok-l'okol Bekuasaean
Fohakimen menclapiat Daliwa ™ peoyelesaian perkara di Taar pengadidan
atas dasar perdanaion sau melalui mediasi, koensibeast dan arbitrase tetap
diperbolehkan.”  [Dengan demikian mekanisme  derselat dioatas wntulb

munvilesalken perselisihan mempunyai legitimas bukum posiep.

|
=]
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1.3.22 Vilhelm Aubert

Sumbangan Auberl” dalun hal upaya penyelessian perselisiban
indusirial menyangkut dua bal vakni Fertines Kajian bistooe dan evelotit
mungeenal sistem hekerabatan; dan kedwa, teori Aentang hubumsan antara
struklur kueberabalan dengan bentok dan cara—cara penyelssaian perselisilian,
[# dalam strubtuc kekerobatan ito menpandong, seomangat kekeluarigaan
vang menjivwai relasi, cara pandang dan sikap anggrola sekerabatan satu sama
lain.

Instibusionalisase, teratama dalam benhuk intervensi pihak kebiga
optuk meyelesaikan perselisihan meropakan perhembangan yangg bersitat
veolubf dan mempunyai lepitimasi historis. Dalam pandangan pang
demikion, ada kesctaraan antara beotok-bendok keleombarraan mmodeen bine
dengan penpgaiaman sebelumnya. Ada suatu pertautan historis dan teoritis
antara tipodogi kelembagaan dan mekanisme vang, saet ind berhembang
dengan bpologe dan mekanisme: vange ada selwelumnya.

Pandangan i sejalan dengan studi vang Jdilakukan oleh Katherioe =
Mueuwman schagaimana telabh dipelaskan sebeliimnva, Yange agak Rhusus

adalah  Wwotinga  mengenai hubungan  antara mekanisme penvelesaian

T Welhedm Analwerk, T Ceanpedrtron ol PEssores o oo Pepas o Coeadiet el of £l e
Hewafreriond” ualan Tl fowmmerd of Conebicr Kesedutioee Lol T8 T B A2 0 Lavwrenns
MEradenan & Steweart Maculay, Cears by 183,
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perselisthan dengan macam atan jenus perselisihan vang ada, [a memulat dan
jenis interaksi penyelesdian perselisihan yang berbentuk infurmal-tormal,
prival-publik, dan non dings-dicas. Tladirnya pibak ketipa dalam mekanisme
penyelesatan perselisthan apapun, pada dasarnya menphadirkao kelompok
kepentingan baru, menggeser perselisihan kepentingan kearah perselisihan
hak, Pihak ketiga saat memutus setiap perselisithan selalu terikat pada nilai-
nilai tedtentu seperti pilai untuk kelompok kepentingan poblil, kelompok
kepentingan ekonomi, politik dan sebagainva serta socara sadar alaw tidak,
terjerumus kedalam bentuk keberpihakan yang tersembuonyt

Problematika inf akan menjadi semakin jelas pada dataran " Stare fevaf
legal sysfen? dimana kepentingan publik yang bersifat laten sering
didengungkan oleh kelompek manifes vang juga berada dilingkaran lembaga
penyelesaian  sengketa.  Pemoalannva  dalam hal ini bahwa  perifaku
merupakan hal yang paling fundamental bagi para hakim dan orang-crang
vang ditugaskan untuk menyelesaikan perselisihan tadi® Secara historis
sclalu ada lentutan dan menckankan berbagai upaya perbaikan kearah
perlunya  memaksimalkan  superiorias moral  dart orang-crang vans,
dilugaskan menangani perselisthan agar putusannya independen dan

memenuhi rasa keadilan,

W halm Aubert, Ooct 42
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Oleh karena itu baik secara kelembagaan maupun secara kewcenangan
orang-orang yang bertugas menyelesaikan perselisihan tadi perlu diberi
kekuasaan bukum yang cukup agar mereka dapat berperan secara
profesionil dan independen untuk menangani kasus-kasus vang dihadapkan
kepada mercka 3

Yang terpenting disint adalah menfadikan lembaga penyelesatan
perselisihan begitu rupa, sehingza mempunyai kedudukan yvang independen
{secara normatif], profesionil dan jaminan permanen {obyektif), sehingea
masing-masing  wdividu  dapat melaksanakan  tugasnya  secara  bebas,
Independensi dalam hal demikian hdak saja dari segi normatif, tetapl teruji
melalui obyektifitas berbagai putusan vang dihasilkan.

Khususnya persclisihan dibidang ekonomi termasuk  perselisiban
induririal, beliau menemukan bahwa para pibak sering memperoleh
berbagai keuntungan dari lembaga alternatif penyelesatan perselisinan
karena disana selalu dibangun semangat kompromi {asas kekeluargaan, asas

musyawarah mufakat} dalam melakukan negosiasi

M Lawreowe M, Frivdman & Stewart Maculay, Law and Befravior Sgernce. The Sobbs-Merrif
Corttpaery, Indfamapoliy, 1968 h 18],
M iThelen Auberl, O il b 28,
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1.3.3. FPerselisihan Hubungan Industrial

Untuk mengetabui dengran jelas bagaimana konsep dan bakikat
peavelessian peesclisihan bubuogan industrial di Indonesia, maka teclebih
dahulu perle diketahoi arti dan makna perselisihan dan perselisiban
huhunﬂan industrial. [Tal imi :ii}'.lt-rrluk;-ln, agar petselisihan hebungan
industeial bisa dikendalikan dan diselesaidan scecara efektif, chisien cdan
memenuhi tasa keadilan sehingea tdak menimbulkan dampak baik berupa
gangguan-gangguan di bidang ckonomi maupun i bidang keamanan dan
ketertiban Fhususnya kepada para pthak vang berselisih
1331, Pengertian Perselisihan

Perselisihan (corticd) merupakan gejala yvang ada dalam masyarakat
yang, dischabkan uleh berbagai hal antara lain, adanya pecbedaan keduduokan
somial ekonumi, perbedaan hak dan kepenbngan serta kewajiban antar warga
masyarakat demikian pula di dalam sctiap masvarakat pasti akan dijumpai
segolongan  warpa-warga vang pada dasarnya mempunvai pola-pola
perikelakuan vang menvunpang dari tata kelakuan vang umum diguntkan
i dalam masyarakat tersebut yang kesemuanya ini merupakan bagian dari
suatu dimamika masvarakat, Jadi suabu masyarakat tanpa kooflik ataw

perselisihan memupakan masyarakat yang mati, atau hanya merupakan

Frirtgets X ovedidotrn Dadcem FPHY 7
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musyarakat bordasarkan angan-angan belaka ! Wataupun demikian, tidak
berarhr babhwa perselisihon merupakan hal vang diangsap wajer seiioggra
chibiarkan perus baorhe mbais.

SMasing-masing  Jdwsiplin ilmu membenkan kontribasinya uniuok
mengatesi dan penvelesaikan situasi vang kurang menguntanekan .
Lisiplin ilmu  hukum  babkan mengenggap  penvelesatkan perselisshan
merupakan tungst kunci dan paling owndasar dari bukum.

[ar perspektif tungsi hukam, penyelesaian perselisiban meropakan
suatu feneenens hukum vang lebib spesibik, schingga peclu soalo owbode
pendekatan yang lebibh bersifat khusws pola. Sebhubungan dengean hal teeselul
umumnya pendekatan vang diginakan saat ini fdak terpusat pada aseek
hukumnya sapa, tetapl juge pada aspek lembaga dan cara-cara [proseduor
dalam menangant berbagal perselisihan}. Lengan pendekatan vam demikian
maka beberaps persoalan vang tidak terelabkan untuk Jdikap dan perdy
mendapat perhation khiesus adalah mengena aspek-asped vange bersitat
kelembayaan (institusi], prosedur dan proses, serte aturan (noroay hukam

it sendire

" Rewerpanes Sesckanto, Rfyerapee Porgaesrlefan Cfukom Fem Kocezshor Prasbangienae £5
Irefrrenal, Ul-Press, cotihan Kiaeopal, Jabarky, 1983, G a0 felanpedoeeg disebal ssaepong
Sowe kAt 1)

b Lewe S5 Weinbere & Judith W', Wennbeorg, Lo end Sescnd v Av dretprgiocrpfemaey fntrindoction
Lniversity Peess af Amioric, 2w Yoo b, 19300, b 208,
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1.3.3.2. Karakteristik Perselizihan Indestrial

Secara substansi, perselisihan tampak dalam bentukova vaoy beragam.
Beberapa diantaranya bersifat formal lelapi jupa ada yang bentuknya
informat. Sebagian mungkin bersifat publik tetapi sebagian lagh menyang kut
soal-spal privat atau bahkan menyatu di dalam swatu bentuk perselisihan
vang kompleks.

Secara teoritis, Aubert® membedakan dua jenis perschisihan yaitu
cordiict of mderest and conflicd of vafues or belicf Porselisitban ditandai
adanya pertikaian diantara dua orang atau lebih, Ada suatu keadaan dimana
dug  atau  |ebih  subvek mengingmkan  barang  vang  sama,  tetap
persediaannya kerbatas sehingga bhidak cukup untuk memenuhi kebubuhan
vang morcka inginkan, Keadaan seperti ind sering  terjadi didalam
masyarakat, tetapi begitu rupa sehingga hidak menampakkan tanda-tanda
adanya perselisihan kepentingan,

Masalah perselisihan hubungan industrial di Indonesia di atar dalam
borbagal peraturan perundang-undangan vang berlaku™ walaupun tedak

selaln menggunakan terminus: Terselisiban ubungan [ndustrial, Undang-

“tVilhelm Aubert, Ciroe h. 2642 Lawrence 3 Friedman & Stewart Maculav, Cport b 176
7.

= Gupawr Barasapstra, dkk ffokem Dorforohan OV fndonesis Berdasarkan Fancasida,
Sinar Grifika, Cet Keempal, Jakarta, 194, h, 203-233. (selanjubnya dizebul Srenawi
Kartasgpurtra ),
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vndang  Nomor 22 Tahun 1957 Tentang  Penyelesaian  Perselisihan
lerburuban menpponakan istilah Perselisihan Perbucuban {Smonr dispnte)
yvang oleh  Hartono Widedo dan  judiantoro®®  dischut Perelisiban
Perburuhan Kolektif dan Undang-undang Momor 12 Tahun 1964 Tentang
(emutusan [lubungan Kega Di Perusahaan Swasts menggunakan istilah
Pemutusan Hubuogan Kerja oleh Penpusaha atau Perselisihan Merburvhan
Perscorangan. Sedanpkan Undang-undang Momor 23 Tahun 1997 Tentang
Ketenagakerjaan pertama  Eali menggunakan lerminuss  Perselisiban
Industrial {indusirial dispute). Dalam Rancangan Undang-undang tentang
Fenyelesaian Perselisthan Hubungan Industnal Tahun 20800 mengpunakan
terminns Perselisihan Flubungan Indusmial,

ialam Undang-undang Nomaore 22 tabun 1957 fendany Feayelesaian
Perselisihan Mecburchan dirumuoskan bahwa perselisihan perburehan adaiah:

L Tertentangan antara majikan atau perhumpulan majikan dengan

serikal buruh atau pabungan serikat buruh berhubung dengan tidak

adanya persesuaian pabam mengenai hubungan kerja, syarab-syarat

kerja danfatau keadaan perburuban {Pasal T ayat 1)

Perumusan Undaog-undany Nomor 22 tabun 19537 dimaksud sama
dengan perumusan yang diberikan Undang-undang Momor 25 tahun 1997
lentang Kebernagakeraan mengenai makna persetisiban industrial,

® |lartonn Widode dan Judisnlor, Segr Sokamr Favedsainr foeafvfon Forbermdam,
Hajawali Fers, Jakarta, (992, h. 24,

Privged Keaddan Dadowe FEHT a2



DISERTASI PRINSIP KEADILAN DALAM... MUHAMMAD SYARIF

Dalam pasal | angka 16 dan pasal 55 Undang-undang Nomaor 25 tahun
17 dirinuskan bahwa pemschsihan industrial adalabs

... Perschisihan antara pengusaha atan gabongan penpusaha dengan

pekerja alau sentkat poberja ataw gabungan sorikat pekerja karena

tidak adanya persesgaian pabam mengenai pelaksanaan syarat-svarat
kerja, pelaksanaan norma kerja, hubungan kerja antara pengusaha dan
pekera dan koodisi kerja di perusahaan.

Sedangkan dalarmn Kancangan Undang-undang tentang Teayelesaion
I'erselisihan Hubungan  fedustrial Tehon 2001 merumoaskan bahiva
perselisthan hubungan  industrial  adatah perbedaan pendapat vang
mengakibatkan pertentanpan antara pengusaha atau gabungan pengusaha
denpan pekerje/burnh atay serikat pekeda/serikat buruh atau pertentangan
antar serikat poekerja/serikat burah karena adaova persel@ihan mengena
hak, kepentingan, dan pemutusan hubungan kerja serta perselisthan antar
sertkat pekena/senkat buruh dalam suah perusahaan.,

dMakoa  perselisiban  industrial,  perselisihan perburvhan, Jan
perselisihan hubungan industrial tidak terdapst perbedaan prinsipil (asasi)
napun menarut Laica Marzoki™, manakala dicermati roamasan poersclisihan
dimaksud, terdapat dua macam poerselisihan hubungan industeial yaitu,
pemselisihan hak, lieim dischut comffior of right atau nofirsgeschifien yakni

porselisiban karena Hdak adanya persesuaian paham mengenai hubungan

o [apica Mz uki, Mengenal Karakforsslik Korss-Kuses Forficauiorg Vana Pecarhlan, Fahuon
X101 Mea, 133, ikabi, [akarta, 198545, b 1300 [sela Ay disesbul Laga Mareuki ),
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kerja utamanya yang menvangkut pencederaan janji { wan prestatie) terhadap
poerjunjiun kerja serta pelanggaran  peraturan perundang-undangan
ketenagakerpan, doen perselisihan kepentingan, lazim disebut consfict of
inferest alau befanrenpeschifien yaknoi perselisiban karena tidak adanyva
perscsuaian paham  mengenai syaratsyarat kena dan keadaan
ketenagakerjaan atau kondisi kerja ulamanya yang meoyvangkut perhaikan
ekonomis serta akomodasi kehidupan para pekerja.

Di dalam penjelasan Pasal 33 avat 2 UU Noo 23 Tahun [997
dimmuskan bahwa yang dimaksud dengan: (a} syarat kerja adalah hak dan
kewajiban  pengusaba dan pekerja vang sudah diatur dalam perabhiran
perusahaan, kesepakatan kerja bersaana, atau yang timbul karena persetujuan
kedua belah pihak, {b] norma kerja adalah ketentuan-ketentuan yang telah
diatur dalag peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh
pengusaha dan pekerja, (¢} perselisihan hubungan kerja antara pengnsaha
dan pekena adalah perselisihan yang disebabkan oleh kendaksepahaman
antara kedna belah pihak mengenai pelaksanaan hubungan kera, dan (d)
yvang Jimaksud dengan kondist kerja antara lain melipuh fagilitas, peralatan,

dan Iingku ngan k:m'ja.
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Schubungan dengan perselisihan hubungan industoial terscbut diatas,
Laica Marzuk®™ sefanjutnya mengemukakan bahowa :

“suatu Kasus perselisihan industhial hidak selalu berpaot dengan
persclisihan tentang Hdak dipenuhinya peganjian kerja, Tidak sedikit
kasus perselisihan industrial yang justru tidak lagi menshendaki
pemenuhan penanjian yang disepakahi. Salah =atu pihak - pada
umumnya pihak pekenga - menghendaki agar perjanjian vang telab
dijalin diadakan perubahan, karena dipandang tidak lagi menjamin
standardizasi kehidupan keluarga mercka®.

Dengan demikian maka persclisihan hubungan industrial Gdak hanya
berpaut dengan masalah-masalah dibidang hukem (rechimaeiuheid) tetap
lebih dari itu berpaut dengan  masalah-masalah  kepenhngan  adau
kesejahteraan yany berada di bidang  kebijaksanaan  (odmdmadiohedd).
Selanjumya dikemukakan uleh Laica Marzuki® bahwa kasus perselisihan
hak frechesgeschillen, confict of rpht) vang berpaut dengan tidak adanya
persesuaian  paham  mengenai  svarat-syarat kena dan norma kera,
menitikberatkan pada aspek hukum frechirmaticheid) dari permasalaban,
utamanya vang menvangkut pencerderaan janji fwon prestatie) terhadap
perjanjian kerfa (termasuk KEB/CLA/CLO) serta pelangpgaran perahiran
perundang-undangan ketenagakerjaan, terhadap perselisih an ini dapat

diajukan penyelesaiannya melalui proses litipasi  (Mengadidan Neper)

maupun melalui proses non livigasi seperh mediasi, konsiliasi, arbitrase atau

% Laica Marzuki L fBidf he 149,
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P, sedangkan kasus perselisihan kepentingan {beftaven poscfollon. conffict
of inferest) vang berpaut dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai
pelaksanaan hubungan kerja dan keadaan perburuhan (kendisi kerja),
utamanya menyangkut perbatikan ckonomis sertz akormundasi kehidupan para
pekerja, menitikberatkan pada aspek doelmarigheid dan permasalahan.
Terhadap persclisihan ini tidak dapat diajukan penvelesaiannya melaluj
proses litigasi (Pengadilan Neger) karena tidak terdapat permasalzhan
hukum yang menjadi dasar bagi pengadilan negen untuk menyelesaikannya.
Dengan kata lain, hakim-hzkim perdatz dalam lingkungan peradilan umum
tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  perkara
perselisihan  kepentingan ini mengingat “fundamemtum  pelerndi” Jdad
perkara demikian tidak berpaut dengan rechrmatigheid tapi bersifat
docimatigheid®. Karena itu penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui
proses non litigasi seperti dikemukakan di atas. Bahkan lman Soepomo™
berpendapat bahwa justra P4 dibentuk untuk menampung perselisiban
kepentingan itu. Selanjutnya beliaw berpendapat bahwa P4 jtu adalah suatu

panitia yang berstatus sebawal pemisah wajib (compufsory  arbitration)

—— — — e i m ot r—— —

i Laica Marzuki I, ibid h. 130

“ Latca Marzuki, Seberapa Oatotan ferkenaan Keputpsan Faniia Ponyefesdlan Forsoffsifean
Ferburuinen Dafam Kedtan Serlekunve Undang-wndang Nomor 5 Tafiwn 1996 lemiang
FTUNE Pro Tustitia, Tahun X, Ne, 3, Juli 1992, h. 26, {selanjutnya disebut Laica Marzuoki D).

W Iman Seepomo. Hukem ferbuerehan Bidang Ameka Cutwosan, Pradnva Paramita, [akarta,
1576, h. 1. {s=danjutnya disebut Iman Seepome 11).
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karena mewajibkan bagi para pihak yang berselisih unhuk menverahkan
perselisihan mereka kepada P metalui seorang peraolara. Sedangkan Laica
Marzuki berpendapat bahwa, karena P4 dibentuk oleh Badan Tata Usaha
Megara, maka [ adalah hidak termasuk badan peraditan dalam lingkungan
kekuasaan kehzkiman tetapi merupakan badan tata usaba negara yang oleh
peraturan perundang-undangan discrahi kewenangan mengadili perkara-
perkara persclisihan perburohan. Karena ita, 1’4 merypakan peradilan semo
{onedgeigke rochigipraak atan quass reviessprea ).

Sedangkan wengenai pengertian perselisihan pemolusan hubungan
kerja [FHK] sebagai suatu perselisihan hubungan industrial dalam beberapa
literatur Hukum Ketepagakerjazn tidak satupun dik-mukaen romusan atau
definisi tentang perselisinan PHE terscbut kecuali didalam Rancangan
Undang-Undang (EUU) tentang Fenyelesaian  [erselisihan Hubungan
Industrial. hidalam Pasal | angka 4 RUU. tentang Penyelesatan Perselisihan
Hubungan tndusteial dicumuskan bahwa perselisiban pemubusan hubungan
kerja adelah perselisibar vang hmbul karcna fidak adanya  kesesuaian
pendapat mengenai pengakhitan hebungan kerja vang dilakukan aleh saiab
satu pibak. Dalam prakicknva, FHE dapat terjadi disebabkan oleh beberapa

Faktor antara lain berakhirnya waktu vang telah discpakati dalam perjanjian

— — = —r

T Laica Marzuki [T, Opoert b 27-
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kerja, pekerja meninggal dunia, terjadi perselisihan antara pekerja dan
pengusaha vang berakhir dengan PEIK.

PHK membawa dampak baik terhadap pihak pengusaha tericbib-lebih
pihak pekerja karema dengan PHE lermsebut pekerja telah kehilangan
pekerjaan dan mata pencaharian (penghasidan) untuk dir dan keluarganva,
Sehubungan dengan akibat PHK tersebut, Iman Soepomo™ menyatakan
bahwa PHEK bagi pekerja merupakaan permtlaan dari segala pengakhiran,
permulaan dari berakhirnya mempunyai pekeraan, permulaan  dari
berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-har baginya
dan keluarganya, permulasa dan berakhirnya kemampuan menyekolahkan
anak-anak an sebagainya.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964
tentang Pemutusan Hubungan Kena di Perusahaan Swasta, 13 diberi
kewenangan memberi izin kepada pihak pengusaha guna menpadakan
pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja. Pada prinsipnya, suaku
pemutuszn hubungan kerja yang tanpa disertai perizinan 1M adalah batal

karena hukum [pasal 10}

7 Iman Scepoma, Fukom Ferburuhan Bidang Hubungan Kega, Jambalan, Jalarta, 1983, h.
LIE-E16 (=elanjunya deebat Iman Soepeme [TE).
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Dalam kaitan diatas, maka putusan atan ketetapan (Seschnkiang) 14
ada dua macant, vakni putusan ataw ketetapan dalam kaitan selaku praduk
pengadilan semu berdasar Undang-undang Nomor 22 tabhun 1957 dan
putusan atau ketetapan dalam kaitan pemberian izin kepada pengusaha guna
mengadakan pemutusan hubungan ketja kepada pekerja berdasar Undang-
undang MNomor 12 tahun 1964, Seiring dengan pendapat di atas, 1aica
Marzuki memandang bahwa Pd mempunyai “dwi fungsi® yakni fungsi
judikatif berdasar Undang-undang MNomor 22 tahun 1957 dan Fungsi
administraiif berdasar Undang-undang Nomer 12 tahun 1964

Menurut laica Marzuki™ dengan dikelwarkannya Undang-undang
Nomor 12 tahun 1964 disamping menyelesaiakan perselisihan hubungan
industrial berdasarkan Unilang-undang Momor 22 tahun 1957, P2 diberi pula
tugas baru untuk mengadakan pengawasan mengenai pemuotusan hubungan
kerja di perusahazn swasta oleh pengusaha terhadap pekerja-pekenanya.
Sevrang pengusaha jika hendak mengadakan pemutusan hubungan kerja
lerhadap pekerjanya diharuskan minla izin terlebih dahulu kepada P4 Tugas
pengawasan tersebut pada hakikabnya merupakan tugas vang letaknya di

bidang administyasi.

™ Laica Marzuki [T, Ot h. 28.

Frondgn Keaddan Dalomy FEHT L



DISERTASI PRINSIP KEADILAN DALAM... MUHAMMAD SYARIF

14. Tujuan Penelitian

PPenchtian disertasi ini dilakukan dengan dua ljuan yaito, bujuan
vang bersifat umum dan bersilat khusus.

Tujuan Umum, yvaitu mengkafi bahan-bahan hukum yang mencakgp
konsep hukum, norma hukum, sistem hukuam, lembaga hokum, dan sumber
hukum  vang berkaitan denpan priosip keadilan  dalam peoyelesaian
perselisihan hubungan industrial datam rangka membangun konsep hukum
di bidang penyelesaian persclhisihan hubungan industrial vang berkeadilan
guna pengembangan ilmu hukum khususnya Hlukum Ketenagakerjaan.

Tujuan ¥husus, vaitn : {a} Untuk membangun konsep hukum
mengenal hakikat hubungan industrial i Indonesia, (b Unuk membanpun
konsep hukum mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam peayelesaian
perselisihan hubungan industnal di Indoenesia, dan o) Uniuk membangun
kotsep hukum bagi penyelesaian pemselisihan hubongan  indestvial i

lndonesia.

1.3, Manfaat Fenelitian

M {asil penelihan iu diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara
teuritikal berupa konsep hukum  mengenai  prinsip  keadilan  dalam

penyelesaian  perselisthan hubungan  industrial di  [odonesia  guna
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pengembangan dmu hukum khususnya Hukum Ketenagakenaan maupun
secara praktikal vakni; {a) memberikan sumbangan pemikiran kepada
pemerintah dan [W'R berupa konsep hukum penyelesaian perselisiban
hubunpan industriad vany berkeadilon di Indooesia, sebagai bahao Jakam
penyusunan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan Jdi bidang
penvelesaian perselisihan hubungan tndusiial {(B) memberikan sumbangan
pemikiran kepada masyarakat khusosnya kepada para pengusaha danp
pekerja mengenai  penyelesaian perselisihan hubungan  industrial  vang,

efektif, efsien dan adil.

1.6, Metode Penelitian

Yany dimaksudkan dengan metode penelifan dalem penelitian ing
adalah prosedur dan weknik ontuk menawal permasalahan peoshitian,
Philipus M. lladjon™ mengemukakan babwa peatiliban metode penclitian
senantiasa dibatas elebh peromusan masalak, vbjek yaneg ditelite serba braad isi

kedmuan habkum i sendini.

* Pralipus M. Hadjon, Mfoagfaian ffmua ffukurr Deemaiik SVormadidl, Yooudiks, Smnor &
Talmn T%, Fakultas Jlukum Cnevesiles Aclangga, MNopeasber-Desember, 1994, b |,
{selamutiya dhsinghal: [*hilipus 3. Hadjon 0.
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llmu hukum mempunyal dua aspek yaitu aspek prakbs vang berupa
dogmatik hukum dan aspek teoritis berupa teorl hukum. ™ Walaupun Jan
Gissels an Mark Van 1locke® menyebutkan adanya hga lapisan dan ilmu
hukum (rechbwetenschap), vakni dogmatik hukum (rechisdogmatik)] teori
hukum frechtstecrie) dan  fisafat  hukum  (rechtsfilosofie), namun
menurumya hanya dua disiplin ilmu vang termasuk Le dalam ilmu hukum
murni yaknd dogmatik hukwm dan teori hukum.

Ada dua pendekatan yang dapat dilakoken ontuk menjelaskan
hakikat keilmuan hukum dan dengan sendivinya membawa konsekuenst
pada metode kajiannya, yaknd pendekatan dari sudut falsafah ilmu dan dari
sudut teon hukum. Falsafah ini membedakan ilmu dan Jduz  sudut
panddangan yvakni pandangan positivistik vang melahirkan ilmu +mpiris dan
pandangan normatik yang melahirkan ilmu normabf, Tlan saduet teori
hukum memiliki dua sisi yaite ilmu bukum normatif dan ilmu hokam
Crpirs.s

Dari sudut substansi penelitian, peneliian hukum dupat dibedakan

menjadi peneiitian yang bersifat normatif dan doktrinal. Penelitian normatit

Pebier Muhmud &arcuki Penclition Huakum, Yuendiksi, Yolume 16, Xo. 2, Maret 2001

™ f Gipgsels dan Mark van Hoecke, Wt i Rocfbfoerie Klower Rochts Wetenschappen
Antwerpen, W.E]L Treak - Willink Zwall, 1982, h. 700; hjuga Philipes M, Hadjon [
Opooit he 23 LB Curzon, femsprocems Maclionald & Evans 10d, 1979, b 1522

™ phlilipus M Hadjon [ Opeit, h 3

il ]
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berupa pencliian terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai
hukum vyang hidup dalam masyarakat sedanghkan penelifan hukum
dokirinal adalah penelitian terhadap asas-asas huokum, literatur hokoem,
pandangan para pakar hukum yang mempunyai kualifikasi tingai, dan
kegiatan perbandingan hukam ™

Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, maka pendekatan yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konsep dan  pendekatan sefarah. Fendekatan  perundany-
undangan dilakukan karena berbagai peraturan perundang-undangan yvang
berlaky terkait dan dapat diterapkan dalam penyelesaian perselisihan
hubungan industrial. Pendekatan konsep dilakukan dengan meneliti asas-
asas hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan prinsip keadilan
dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial Dan pendekatan
sejarah  dilakukan dengan menelii  sefarah  penveicsaian  perselisiban
hubungan industrial.

Dalam penelitan ini, selain mengrunakan asas-asas hukum dan teori-
teori hukum yang relevan, juga digunakan konsep dan teori iimu-ilmu lain

sebagal penunjang dalam mempertajam  analisis peneliian ini. Calam

™ Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, h. 104
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hubungan ini Radbruch™ mengemukakan bahwa fungsi teort hukum adalah
sebagai “ &he clarificatiin of fogal vedues and postulates ap Fo St gdiimabe
phifoseafical foundatioinsd” . Hal tersebut menunjukkan bahwa, suvatn teor
tetap penting artinya untuk melakukan suatu penjelasan berbagai gejala vang
ada sesual dengan sudut pandang hukum. Odeh karena itw, maka teor
hukum merupakan ilmu cksplanasi hukum yang sifamya interdisipliner
yvang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu @ {a) menggunakan hasil
disiplin ilmu lain untuk eksplanasi hukum dan {b) dengan metode sendiri
menelii  bidang-bidang sendin sepertt; norma hukum, sistem hukom,
tembaga hukum, sumber hukum, dan lain-lain® Fksplanasi dalam teori
hukum sifatnya adalak eksplanasi analisis, sedangkan dalam dogmalik
hukum merupakar eksplanasi teknis-yuridis  danm dalam bidang hlsatat
sebagal eksplanasi refleknf.

Dengan memahami karakteristik keidmuan hukum tersebut diatas dan
bila dikaitkan dengan pokok permasalahan dalam penelitian i, maka
penelitian ini bersifat penelitian hukuny normatif yang dalam  tataran
(lapisan) dmwu hukum menurat | Gissels dan Mark van ioecke®! masuk

dalam tataran kajian teori hukum (dalam arh luas). Oleh karenanya, hukuem

™ W, Friedmann, fogef Teerps Stoven and Sons, London, 19640 b 4,

A Philipus M. Hadjon 1, {3ocvs, b d.

A ). Gijssels dan Mark van Hoocke, Opaot, by 106; lihjuga Philipus M. Hladjen |, Op.gt h 2%
LB, Curzon, forfsprnfeacs Mac Donald & Evans Lid, 1979, b, 15-22.
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disini lehih difahami dari sudut pandang normatif? dan bukan merupakan

gejala empirik,

1.7,  Analisis Hahan Huekum

Rahan lukum yang dianalisis dalam penelitian ini adalal perataran
perundang-undangan di bidang ketenagakerpaan khususnva vang berkaitan
deapan penyelessian perselisiban hubungan industriol yvakni @ (1} Undang-
Undapg MNuomor 22 Tahun 1957 tentany,  Penyelsaian Perselisiban
Perburuban, (2} Undang-Undang Noaror 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan
Hubuapan Kerja di Perusahaan Swasla, (3) Undang-Undang MNoowar 25
Tabun 1997 kentany Keteoagakerjaan, (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1990 tentang Arbitrasi Jdan Aldternatif Penyelesalan Sengheta, (3} Dndang-
Undang Momor 5 Tahun 1986 enkang Peradilan Tata Usaha Negara, (6}
Liodang-Undany, Namor 1 Tahun 1970 wenlang Feselamakan Kerja, [7)
Undanz-Undany Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib [Lapor Kebenagakoraan
di Perusahaan, dan @} Undang-Undang, SNomaor 3 Tahun 1992 tentany
faminan Sosial ‘Tenaga Kerja. Selain tlu dianalisis juga tenbang asas-deds
hukum, teori-teoni hukum, dokirin vang berkaitan dengan prinsip Keadilan
dalam pengyelesaian pecselisihan hubungan indostrial.

_—e— e e — ———_— —— —

FL Row qona Soekanto dare Son Parndy, Pencditnery Hetarre Nopeeanf Bajawedli, [ekarts, |98, h
I3 lihqupga Bholipes M. Hadpon [ Cheeedt b 5 Ly ] Saleung, Aenadolog: Semefiton
Krvaliiadlil, Kemaja Karya Bandung, 1999, b, 234,
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Babhan hubum dianalisits dengan mengpunaban apalisis deskriptif
melalui identilikasi dan inventarisasi secara kritis Selanjuinyva dianalses
melalui proses klasifikasi yang logis-sistenralys sesoai Jengen permasalahan
dalam penelitian ini. Erengan cara analisis terscbut, prosedur atao langkah-
langkith yang dibcipuh didasarkan alas langkab berpikie secara runtun dan
runtut atgue sistemates unbuk memperoleh awaban atas pecmasalaban dalany
penelitian mi.

Mensliian ini - mengkaji  prinsip keaditan dalam penyelesaian
purselisihan hubeopan industdol dari lapisan  doggnatiba hokum, eori
hukum dao {isafat hukum. Bruggink® menjelaskan bahwa pada lapisan
dogmatik hukant memilikl konsep vang  discbut konsep tekpik-yvardis
(tewnrisofrgurndisclr begrnippen), benmuk eksplanasimya aclalabh eksplanas
teknis-yuridis, tujuapmya  praktikal  walaupun juga ada teoritthalnya,
proposisinyd normatit dan evaluabf, mempunyai prospektif internal, beor
kebenarannya adelab pragmatik, sitat keilmuannya adalah normatit. Mada
lapisan teori hukem memiliki konseg yang disebab borsep aoeam { e
Bewergypess), bentuk ckeplanasinya adalale cheplanasi anaditis, sifat
Eeilmuannyi adalah normalif atau dapat pula copiris, proposisioya sormaif

dan  evaluauf, hjuannya teoritikal, teori kebendrannya  adalah  eori

SULLTL Hruggink, Kosfekss Tenbiong ok, Citra Adibea Bakhi, landung, 19540, b 163181,
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kebenarany pragmatik. ada lapisan filsafat hukum memiliki konsep yang
disebut konsep dasar (gromd Segrippen), bentuk cksplanasinva internal Jdan

indormabif fuga ada di dalamnya.

1.8,  Sistematbika Penulisan

Drisertasi ini disusun dengan menggunakan sisiematika yang diawal
denpan Hab | sebagai baly Pepdahuluan, varg membabas peemasalaban yang
mclatarbelakang:  pencliban  ini disertai dengan  beberapa rumusan
permasalahan sebagai itk tolak penelitian. Kemudian diuraikan tentang
kajian teontis yang mengedepankan beberapa konsep vang berkaitan dengan
prinsip keadian dalam  penyelesaian perselisthan hubungan  industrial,
Selanjumya diuraikan tentang wjuan peneliian. baik hguan umom maupan
hujuan  kKhusus. Selamjuinya diuraikan {enbang manfaat peneliban bagi
pengembangan  Umu, teori dan hukum nasional. Ditkub denpan
menguraikan metodalogt penelinan Jdan apalisis baban  hukum  yvang
digunakan untuk melaksanakan peaclibiare in.

Prinsip keadilan dalam penyelesaian persalisihan hubungan industrial
tidak akan diketahui maknanva tanpa terlebih dahulu mengetahui makna
atau hakikat hubungan industrial. Olch karena itu, dalam Bab 2 akan dibahas

terlebih dahulu tentang Hakikar Hubungan Industrial di Indonesia.
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Pembahasan mengenai hakikat hubungan industrial ini menyangkut
beberapa hal yakni, Hubungan Industrial ; llubungan 1lukum Ferjanjian,
Fara Pthak dalam hubungan indusirial, Pekerja bukan bawahan pengusaha,
Obyek Perjanjian : Tenaga Kerja bukan Pekerja, dan T{ubungan lodusirial
"ancasila, Melalui kajian dalam bab 2 ird, akan rampak maksud dan mjuan
atau makna dan hubungan indusirial tersebut, liubungan industrial antara
pekerfa dan pengusaba terjadi setelah dibuatnva perjanjian kera, TH
Indunesia, perjanjian kena dibuat dengan berdasar pada perjanjion kerja
bersama (kesepakatan kerja bersama} dan peraturan perondang-undangan.
Karcna itu hubungan industrial adalah suaku sistemn hubungan vang
terbentuk antara pekerja, pengusaha dan pemerintal dalam proses produksi
barang dan jasa., Peranan pemerintah dalam hubunganr industrial, bukan
sebagai pihak tetapi sebagai perantara atau pelindung para pihak dalam
mencangkan pnnsip-prinsip keadilan dalam pembuatan penanjian kera.
Frinsip-prinsip keadilan vang melandasi hubungan industrial, <dibarapkan
moenjadi dasar dalam peayelesaian perselisihan hubungan industrial,

Karena itu dalam Bab 3. akan dibahas mengenai prinsip-prinsip
keadilan era pasar bebas dalam penyelesaian  perselisihan  hubungan
industrial. 12al bab 3 ini dibahas mengenai prnsip-prinsip dasar keadilan era

pasar bebas, prinsip-prinsip keadilan dari  pemikic-pemikir  keadilan,
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kemudian prinstp-prinsip keadilan sostal menurut UUT 1945 dan terakhir
dikemukakan mengenai prinsip keadilan dalam penyelesaian perselisinan
hubungan indushal.,

[alam Bab 4. akan dikerukakan dua kelompok  perselisihan
hubungan industrial, kedudukan dan kewenangan panitia penyvelesaian
perselisihan perburuhan, dan diakhiri dengan kekacaubalavan prosesual
penyelesaian perselisiban hubungan industrial.

Penulisan disertasi ini akan ditulup dalam Bab 5, yang akan memuat
romusan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelittan ini. Demikian
pula dari penelitian ind diharapkan dapat dikembangkan suatu prinsip
keadilan dalam penvelesatan perselisihan  hubungan  industrial yang

dirvtruskan dalam bentuk saransaran.
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BAB 2
HAKIKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL DU INDONESIA

Menghadapi era globalisasi dan industrialisasi seat ini, para pefaku
dalam proses produksi barang dan jasa mempusvai peran vang sangat
strategis dalam  menciptakan suasana yang kondusif dalam  hubungan
ndusirial, yakni lerciptanya suama ketenangan  Iwkea dan berussha
(industrza! peace) di lingkungan masing-masing. Agar ketenangan bekerja
dan berusaha dapat terwijud, perlu adanya keserasian dan keharmonisan
antara pekerja dan pengusaha sebagai pelaku produksi. Artinya masing-
masing pihak harus benar-benar mengetabui hak Jdan kewajibannya, serta
saling menghargai satu sama lain demi bercapainya tujuan bersama yakni
kescjalweraan Jan keberhagilan dalam usaha.

Perkembangan perdagangan vang free muarket free competition dan
maving quickly dalam cra globalisasi dan industrialisasi saat ini dan adanys
tuntutan  reformasi dan keadilan  disegala  bidang  kehidupan  telah
menimbulkan perubahan di bidang ekonomi, politik dan bidang hukum
khususnya hukum ketenagakerjoan sesuai dengan milai-nitai baru yang

berkembang di masyarakat. Perubahan-perubahan ini membawa akibat
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langsung terhadap hubungan industrial antara para pelaku dalam proses
produksi barang dan jasa vakni antara pekerja dengan prngusaha.

basalah hubungan industrial yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan
karena masing-masing pihak ataun salah sato pibak dalam proses produksi
barang dan jasa melanggar hak dan kepentingan pibak lainnya dan

mengabaikan kewajibannya,

21 Hubungan Industrial : Hubungan 1 nkum Perjanjian

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undarg Neowr 25 Tzhun 1997 tentang
Ketenagakerjaan dirumuskan bahwa huebungan industrial adalab  suatn
sistem hubungan yang terbennik antara para pelaku dalam proses produksi
barang akau jasa vang melipub pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

Hubungan Industrial adaiah hobungan bukum perikatan di bidang
ketenagakeraan, Perikatan dalam buku Nl Burgerlijk Wetbock  woor
Indonesic (disingkat B.W.)! dinamakan verdinremis Menurt Pasal 1233 B W,
terdapat dua macam perikatan fverfintenis) yvakni perikatan yang terjadi
karena perjanjian fovereenkomst) dan perikatan yang terjadi karena undang-

undang fifoor de wetl

! Brdamn discntase im betap digunakan shbsh Surgedijk YWethoek yoor Indomesis (el rsimghent
E.¥¥.] karena istlah Kitab Undang-Undang Hukum Perdila lidak merupakan erpeanghan
e,
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Flubungan Industrial adalah hubungan hukum perikatan yang lahir
karena perjamjian fivervenkomsit) antara pekerja dengan pengusaha guna
melakukan svatn pekerjaan. Pekenjaan digerakkan cieh potensi atau daya
vang terdapat daiam diri manusia, lazim dinamakan tenaga kerja atau
manpawer, Tenaga kerja atau manpower discbut pula fabonr, arbeiit, arbert.

Perjanjizn yang dimaksud oi dalam hubungan industrial adalah
perjaniian kerja. Dalam Fasal 1 angka & Undang-undang Nomor 25 Tahun
1997 tentang Kelenagakerjaan dirumuskan bahwa perjanjian kerja adalah
suatu perjanjidn antara pekeria dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis,
baik untuk waktn tertentu maupun untuk wakty Hdak tertentu yang memuat

syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

2.2.  Para Pihak (Fartijen) Dalam Hubungan Industrial

Hubungan Industrial vang lahir karena perjanjian forvercendomst)
terdiri atas dua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian di bidang
ketenagakerjran dimaksud, yakai pihak pemben kerfa fwerkgever), lazim
disebut majikan atau penguszha dengan pihak penerima pekerjaan
fwerknemer), lazim disebut buroh atau pekerja. Hubungan industrial yang

lahir karena perjanjian tidak mungkin diadakan tanpa keterikatan perjanjian
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antara pengusaba debyan pokerje. HoL Hakels” menamaban hubungan
hukum kedwanva sebawai ofer arbesifceshomdioy  van e opeelfsbindise
eroepsievoliany (hubungan ketenapakerjaan dari helompok kerga vang
tidak berdin semdin), Kedua pilab yang mengadakan perjenjian disebut
bpartife, daam Jdiscbut pula diperrirt. Konsep hubungan indostrial datam tipe
nepara kesejahteraan {wedianer siate] michibatkan pemerintah sehinges werjalin
hubungan tiga pihak: pengusaha, pekenja, don pemerintah, yang discbut
hubungan feipacdste, lavim disebut pula ez, Lndang-undang SNomar 25
Tabun 1997 rentang  Kolenagakeraan merumuskan hubuogan industrial
adaleh suatu sistem hubuagan vonp terbenmek antara paca pelaka dalam
proses produksi barang atau jasa vang melipul pengusaha, pokerja dan
pemerintah.

Peraturan  Perondapg-undangan  Ketenagakerjaan  nienyrunakan
telah pengusaha atau majikan bagi pihak pemberi bege, Lndang-undang,
Mewnor 22 Tahun 1%3Y tentang Penvelesaion Perselisthan Perburohan
memahal istilah olajikan bag jrem e kerja [ werd e ver) sedarnehan Lo -
undang Nomoe 33 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan memakai stilah
pengusaha. Susungguhnya tidak teedapat perbedaan prinsipil bagi penatnaan

pengusaha atau majikan. Penantaan pengusaha ateu majikan dapat ditujukan

2 Pikels, Sofets v et ModfonDinds Arberifeores i Bluwer, Devenbes, 1937 ho ©
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bapi pemberi keta fwerkgever) dalam suatu bubupgan hokum industrial.
Fenamaan pengusaha dipandang lebih menunjukkan keterlibatan pemberi
kerja {werkgever) selaku investor atau penanam modal. Karena itu semua
pengusaha adalah puia majikan namun seorang majikan belum  tento
pengusaha. Seorang pekerja di pabrik bisa mempekenjakan pembantu rumah
tangga di rumahnya. fa adalah majikan bagi pembantu rumah tangga di
remahnya namun tidak dapat disebut pengusaha. Majikan seorang
pembantu rumah langga adalah pula pengusaha maitakala pembantu ramah
tangga dimaksud bekerfa di pabrik, seperti halnya dengan pekesja lainnya.

Dalam pada itu, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
menggunakan istilah  burvh  ataupun  pekena  bagt  penerima  kera
Civerdnemer), Undang-undang Nomor 22 Tabun 1957 tentang Penyelessian
Perselisihan Ferburuhan memakai istilah Buruh. Undang-undang Nomer 9
Tahun 198] tentang Waijib Lapor Ketenagakerjaan memakai istilah buruh.
Undang-undang Momor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan memakai
istilah pekerjo.

Lebih tepat kiranya memakai istilah pekerja daripada ishlah buruh
karena penamaan buruh terlanjur memberikan kesan vang merendahkan

pihak penerima kerja fiverknemer) di neged ini.
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Pedoman Pelaksanaan Hubungan [ndustrial Pancasila (HIF) di tabun
1984 memberikan penjelasan pemakaian istilah pekerja bagi penerima kerja
{ warknemer) ketimbany istiltah buruh, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Istilah buruh vang sebenarnya istilah tehnis saja, yaitn seseorang
vang bekerja pada orang lain dengan menerima upah, telah
berkembang menjadi istlah vang melekat padanya hal-hal yang
kurang menguntunghan seperki
a. Idengan adanya kata buruh berarti adanya kata majikan dimana

tergambar antara burih Jdan majikan terdapat hubungan yvang
tidak setingkat dan terdapat polarisasi-polarisasi  yang
memupakan 2 (dua) kelas yang berbeda kepentingan,

b. Dengan mendengar kata buruh seolah terbayang dalam pikiran
bahwa mereka adalah suatu kelompok pekeria dari golongan
bawah yang bekerja hanya mengandalkan otot. Sehingga orang-
orang vang bekerja tidak hanya menggunakan otol saja enggan
dinamakan buruh seperti orang yang bekerja administrasi.

c. Dengan dipeagaruhi oleh Marxisme, burah dianggap adalah
suatu kelas yang selalu dieksploidr cleh majikan, Buruh juga
dianggap suahu kelas yang selaln berusaba menghancurkan
majikan dalam perjuangannya.

2. Memasyarakatkan Hubungan [ndustrial adalah bagaimana
menumbuhkan dan mengembangkan <uasany  kekeluargaan,
keputong-rovongan dan musyawarah di dalam perusahaan,
Penggunaan kata buruh yang telah mempunyai konotasi yang
kurang baik tentu saja tidak dapat memndorony tumbuh dan
berkembangnya suasana kekeluargaan, kegotong-rovongan dan
musyawarah dalam perosahaan, karena itu istilah buruh perlu
diganti dan dicari istilah vang cocok dengan jiwa Hubungan
Industrial Pancasila.

3. Untuk mendapatkan istiiah baru yang seswai dengan keinginan
memang tidak mudah. Karena il kita harus kembali kepada UUD
1947 yang merupakan pedoman pokok. Di dalam LD 1945 pada
penjelasan Pasal 2 disebutkan sebagai beriket:

“... yang disebut golongan-golongan ialah Badan-badan
seperti Koperasi, Serikat Pekerja, dan lain-lain badan
kolekhf”,
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Jelas disini bahwa LDUD 1945 menggunakan istilal “pekerja™ untuk
penpertian burch, Karena itu di dalam Pedoman Peluksanaan

Hubungan Industrial Pancasila disepakati penggunaan  istilah
“pekerja” scbagai pengganti istilah "butuh” karena mempuoyai

dasar hukum vang kuat.’
Pemerintah dalam kaitan tripartit adalah badan atau pejabal tala
usaha negara (FTUNY Ji bidang penanganan ketenagakegadan di bawah
Presiden RI selaku Kepaila Pemerintahan Negaca. berlakukannya Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tenlang Pemerinlahan Daerab menjadikan hal

penanganan ketenagakerian beralib kepada daerah clooom.

23 Pekerja Bukan Bawahan Pengusaha
Hingga kioi masth teptanam  kesan kuat bahwasannya  Jdadam
hubungan hukum industrial, pihak pekena berada di bawah perintah
pengusaha. ekerja adalah bawshan pengusaha, sebagaimana dinvatakan
dalam ungkapan athankelike omdorgisefiicty arfynid,
Pasal 1&60la B.W. memakiubkan hubungan hokum  pekerja dan
prrngusaha, sebagal benkut:
"L arbeiduoverrenkomst s de overeenkomst waarbsi ge oemme parti
e arbesder, cicl verdindt, (0 Jiengst vt aodoere pactil den werbgever
..... dst {perjanjian kera adalah suatu perjanjian dimana pihak yang
sahlt, s buruh/pekerja, mengikatkan dirinya untuk  dibawash
petintabnya pikak yang lain, si mafikan/ pengusaha, ... 7

1 Fodoman Bk ffringan fndusirtal Famcasda (H LR ) Yayasan Toparhd Masional,
ek Kedua, Takarla, 1087, h, 7273
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Subekt! mengalihbahasakan kalimab ... wanirfy ofe cene el o
drfarcden, zich verbindt. i dienst van andore ot der werkgever
merjadi kalimat ... dengan mana pihak kesatu, si boruh, mengikathan
dirinya untuk Ji bawah perintahnva pibak vang lain, si majikan .00 5434.1:1111;_;
Iman Soepomir mengalthbahasakan penggalan redaksi fasal 1601a BW.
dimaksud menjadi kalimat ... dimana pihak yvang satu, buruh, mengikatkan
diri untuk bekerja pada pikak vang lain, majikan....”

Fumus=an dan pengalihbahasaan meopenai prnanjian kera tersebut di
atas, khususnya pengerbian vang ditentukan pada pasal 1601a B3, lersebut,
ada dikemukakan perkataan “dibawah perintah”, maka perkataan inilah
vang merdpakan norma dalam penanjian kerja dan membedakan antara
norma dalam perjanfian kena dengan perfanjlan-perjanjian lainnya. Perilal
ketentuan “dibawah perintah” ini mengandung arti bahwa salah satu vanyg
mengadakan perfanjian kerja harus tunduk pacda pihak lainnva araw di bawah
perintah ataw pimpinan orang lain, berark ada unsur wenang perintab. Tran
deagan adanya wnsur wenang perinteh burarti antara kedua pihak ada
kedudakan yanyg tidlak sama vang discbut suboedinasi. Jadi disini ada pihak

vang, kedudukannya di alas, vaiha yang memerinlzh (pengusahal dan ada

*Hubek b, Amrka Fegangnee, Alumnd, Bandurg, 15961, b 356
* iman Seepora, Hokum Ferburvhan bidang Hebvagan Kega PPAKRD Bhayangkara,
[akarta, 1975, b, 37, (sclanjutnra disabut: hnan Soepomo [V
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pihak yang kedudukannva di bawah, yaitu yang dipenintah (pekerja)® Maka
dengan adanya ketentuan tersebot, pihak pekerja mau tidak maug harus
tunduk pada dan di bawah perintsh dar pihak pengusaha, Menurut
Socliksno’, lanpa adanya unsur penempatan pekena berada dibawah
perintah - pengnsaba maka  bagi mereka  telah  tiada  lapi swatu
rechrsveriouding vang namanya hubungan hukum pekerja dan majikan.

Ketentuan tersebut di atas, menunjukkan bahwa kedudukan vang
satu, yaitu pihak pekerja, adalah hdak sama dan scimbang karena berada
dibawah (diperintah) jika dibandingkan dengan kedudukan dari pihak lain
yaitu pengusaha vang berada diatas (memerintah), dengan demikion dalam
pelaksanaan hubungan kerja, maka kedudekan hukumy antara kedua belah
pikak jelas tidak dalam kedudukan sama dan seimbang.

Ketentuan terschut jika dibandingkan dengan pengertian perjanjian
pada umumnya seperti vang ditentukan pada Pagal 1313 B.W. yang berbunyi
perjanjian adalah spatu perbuatan dengan mana satu orang ataw lebih
mengikatkan dirinva terhadap satu orang atau lebih tainnyva,  jelas
menggambarkan bahwa kedudukan antara para pihak yung membuat

perjanjizn adalah sama dan seimbaog. Karena di dalam pasal tersebut

* Dhemiaddji, Ferleofere Ko, Bina Aksara, Jakarla, Cet |, 1977, b 14,

* Laica Marouki, Kedinfukern Pokum Burcho tecfadap Magkam Lontaes, Hasaouddin
University Press, Ujung Tundang, Nomor 12 Tahun XX 1962, h. % {selanjutnva disebut
Laica Marzuki TH).
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ditentukan bahwa satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang, ataw lebih.

Tentang pengertan perjanjian pada Pasal 1313 B.W. tersebut berlainan
jika dibandingkan deopan pengertian perjanjian kerja pada Pasal 1odia B,
karena di duelam kelentuan Masal 16Ma BW. lersebut dinyatakan dengan
bgras tentang, adanya dua ketenluan, yaitu tentang satu pihak vang
menyikatkan diri dan hanya sam pihak pola yang dibawah perintah orang
bain, pihak ini adalah pihak pekenga. Sebalikoya pibak yvaog menurut
ketentuan  tersebut tidak mengikatkan dirinva dan berbak pula untuk
memerintah kepada orang lain, adalah pihak Pengusaba, Cleh karena itw,
mepurut Ijumadi® peromusan tersebut jika tidak bisa dikatakan kurang
lengkap, maka ketentuan perumusannya tersebut kurang adil.

PNalam perumusan semacam itu kemungkinan besar adanva pengaruh
wleh suatu pandangan dari zaman ke zaman di wnasyarakat manapun juga,
yang memandang bahwa orang-orang yang melakukan pekeejaan, hecubama
melakukan pekerjaan untuk kepentingan orang lain, sebapai orang-orang
yvang derajatmya sangat rendah? Kedodukan dan kondisi vang rendah dari
salah satu pihak  teescbul,  yaitu  pikak  pekerja memang  demikian
kenyataannya baik dilibat dari segi ekonomi, sosial Jan pendidikannya.

F Djumadi, Hukute Fprboralies Peengiaon Kera, Raja Gralindo Versada, [akarks, 1995, b 25
! Iman Sopeomo D, foecid, Adme 57
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Adanva perbelaan yang prinsip antara perjanjian pada umumnya
dengan perjanjian kerfa, merupakan suamn kenvatoan vang tidak bisa
dipungkiri. Hal ini dischabkan jika datam suatu perjanjian antara para pihak
vang membuainya mempunyai derajat dan kondisi vang sama serta
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan seimbang. Namun tidak
demikian halnya daiam ketentuan tentang peganfian kerja, karena antara
para pihak yvang mengadakan perjanjian kerja, walaupun pada prinsipnya
menurut hukum mempunyal kedudukan dan deraat vang sama dan
seimbang, akan tetapi dikarenakan berbagai aspek vang melingkan
disekelilingnya, seperi aspek sosial, ekonomi dan pendidikan, maka
kenyataan menunjekkan babhwa kedudukan dan derajat bagi para pthak yang
mengadakan perjanjian kerja tersebut, menjadi hidak sama dan seimbang.
Ven, ¥ menyebut hubungan ioi scbagai suatu "eerticale relifies  fussen
werkgehvers en workneners "

Penpertian tentang rumusan perjanjian kerja di atas akan lain, jika
pengerizan tersebut berpedoman pada perumusan atau pengalibbabasaan
sepertt yang dikemukakan oleh imam Socpomo di alas, yang mana beliay
mengemukakan bahwa yang terikat dalam perjanjian kega adalah kedua

belah pihak.

W LLM. van der Ven “Arbeidwrabt/Sonid Roeeht?, Vi Apeldoorn’s Indvidong Ton e
Shrdfe Van Hor Nederizndse fochi, ceL Ke 18, Tjpenk Willink, Zwolle, 1985, h, 339,
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Karena itu, lakca Marruki'!, memandang pengalibbahasaan Iman
Soepume terhadap penggalan redaksi Pasal [601a BYY, adalah lebily wpat,
dibanding pengalibbahasaan Subekti.

Bagi Laica darzuki, peherja bukan bawahan. Kata Jim diense pada Pasal
160la  B.W. bermakna “bekerja”, vakni selaku  werkocrrer  guna
menghasilkan barang  atau  jasa. Flobungan hukum  industrial  aarara
pengusaha selakn  pemberi kerja {werkpreverd dengan pekenja selaku
penerima kerja {werknerner) adalab hubangao hukum keperdataan yang
berkedudukan sctara, bokan dalam kaitan seborcdinate bawahan terhadap
atasan, seperhi halnya dalam hobungan hukum publik. Obyek perjanjian
antara keduanya adalah tenaga keqa dmanposes) pihak pekeda. Pikak
pekera  menerima peberjaan dengan menggunakan  tenaga kerfanya
{ranpower) sedanpkan pihak  pengussha memanfastkan tenaga kerja
(angeswer) Jari pekerja pona menghasilkan harang alau jasa. Sama sekali
tidak berkaitan dengan hubungan atasan dan bawahan tetapl merupakan
perjanjian keperdataan yang diadakan oleh dua pibak atau lebil yang secara

frivaairecheiik berkedudukan setara,

N Lavica Marzoki ITL qpore, b 9152
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Laica Marzuki, ' mengatakan:

“FPada perjanjian kera/ peganjion pecburuhan (CLA)Y dimaksud, pihak
buruh memperjaniikan fenaga kerjanyva kepada pihak majikan guna
*in dienst” {melakukan pekerjaan) sebagai dimaksud pada Pasal 1601a
KUHPerdata (BW) karena dengan penggunaan tenaga kera buruh
dapat dihasilkan {di-produk) suatu barang dan atau jasa ditempat
pekerjaan {atan rumah diromah tangga) majikan sesuai lingkup dan
isi perjanjian kerja [/ perjanjian perburuhan (CLA) yang memuat
syarat-syarat dalam hal apa, bayatmana dan kapan tenaga ketja buruh
dimaniaatkan dalam rangka produksi barang dan atau jasa itu”,

Lebih ja.uh Laica Mareuki, menga takan bahwa:

“Pada kedudukan hukum mereka selaku pihak-pihak  yang
menyikathan dirt pada suatu perjanjian (overenkomsd maka batk
majikan selaku pihak pemberi kerja (werkgerer) maupun buruh
salaku pihak penerima kega { werknemer) adalah dibeban dengan hak
dan kewajiban, hal mana keduanya berhak weminta dan menuntut
sesyatu  pemetinhan janji sesual bunyi dan syarat-syarat suatu
perjanjian  kerja/perjanjian perburuhan {CLA). Majikan  selaku
pemberi kerjg bentu saja berhak meminta dan menunhit pemenuhan
janji pada buruh namun fidak berarti babhwa majikan dalam
kedudukan sclaku pemberi ketja laiu memiliki apa yang disebut
" Herrschermacht ™ (kekuasaan memerintah} terhadap burah, scbagai
lazim dikenal dalam pubitedrechielifk negara terhadap burger,

Kemudian Laica Marzuki'* memberikan contoh sebagai berikut;

“Themikian, manakala seorang majikan berkata: “Hai, Ali, sclesaikan
dua bal karung pada minggu ini’ pada hakikainya bvrmakna bahwa
Adi wajib memproduk dua bal karung dalam batas waktu seminggu
sesual dengan perjanjian kerja antara mercka becdua. Perminkgan atau
penuntutan pemenvhan janji sedemikian juga berlaku bagi buruk Al
terthadap majikan, misalnya Ali dapat meminta atau menuntut agar
majikan membayar upahnya pada jam dan hari yang ditentukan
sesuai bunyi dan syarat peganjian. Pada mereka berdua tidak

———

8 aira Marcuks L Lew: oif
Hajea ddarzukn L Coxtont

—_—
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terbentang batas yvang mempemnyatakan: “pihak memerintah® dan

* pihak yany diperintah” tapi mercka sclaku para pihak yang mengikat

diri dalam suatu perjanjian dibebani oleh hak dan kewaphan scbagai

herlaku di dalamy bestuk perjanjian timbal balik pada umumnya™.

Penulis sependapat deoygan pandangan [aica Marzuki tersebut Jdi atas
vang menyatakan babwa dalam hubungan hukom industrial antara pihak
pemberi kega fwerkiecin) dengan pikak pencerima Kerja fwerdinemer pada
prinsipoya menurut hukom mempunyai keduduban dan derajat vang sama
dan seimbang,.

Alasannya, hubungan hukum industrial terbentuk dar suatu ststem
hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. Memerintah daliam hal
iru berfungsi selaku perantara, penengab dan pehindorg bagl pekena dan
pengusaha dalam swahr hubungan kerfa. Thalam nepara kesejahteraan
pemoermtah bertugas dan berfungsi untuk mewuojudkan kesejahteraan bagi
seluruh warganva, Walaupun pekerja dan pepguscha dari sepi hubum
mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang, tetapi dari segl sosial dan
ekonomi, fakta menanjukkan bahwa diantara keduanva tidak sama dan
seimbang. Jiks dalam kedudukan yang demikian ini, pekera dan pengusaba
mrmbuat penjanjian kena yang didasarkan svmala-mata pada peruindingan
berdasarkan asas kebebasan berkontrak. maka pasti pelena tidak dapat

memberikan persetujuannya secara bebas. Latam situasi demikian itu, lahiz
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sugtt hubungan kerja vang dapat merugikan pihak pelkerja, sehingga
pemerintah selako pihak dalam hubungan hukum industrial dibubuhkan
untuk memberkan perlindungan pada para pibak khususnya pihak pekerja.
Uengan keterlibatan pemerinlah dalam hubungan hebum indusirial maka
antara pekera dan pengusaha tercipta suatu hubungan kerfa yang serasi dan

S0 bang.

24,  Obyek Perjanjian : Tenaga Kerja, Bukan Pekerja

Hubungan indusirial lahir dari perjanjian /overecniomsf) vang
diadakan pekea dengan penpusaha, Pasal 16012 BW, menyebut pekerja
lebilh dahulu selaku pihak kesabu dan penpusaba setaku pihak kedua.
Sesungguhnya, pengusaha dapat pula disebut lebib dabulu selaku pihak
kesatu dan pekera selaku pihak kedua.

lPasal 16(1la B.W. memalkai redaksi " waarfsy oo come parts, de
arbeider, Zich verbindt, i dienst van de andere paetl, Jgen werkgever
dialh bahasakan “..... pihak kesatu, pekerja mengikatkan diri guna bekerja
kepada pihak lain, pemberi kegja....".

Pengusaha adalah pemberd kega (werkpever) sedangkan pekerja
adalah penerima kera {werknemer). Pasal 1601a BW. memuat rumusan

hubungan hukum perjanjian pihak pekena dengan pihak pengusaha puna
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melakukan pekerjaan vang bakal diadakan atan dilekokan pibak pekernja,
lazim disebut perjanjian kena flrfesdseversenkonmsd)

Pasal 1&60Ha B.W. adalab konkordant Pasal 16372 Ned, BV,
merupakan bagian dJari Bab Titel 7a BW.  dibawah  judul bab
Cherpenkomstenr fod et vorrichten van arberd  (Terjanian-perjan|ian
melakukan pekeraan). Bab Titel 7o BW. terdin atas Pasal 160la sampai
dengan Pasal 1e01x, Pasal 1602a sampai dengan Pasal 1602z, Pasal 1603a
satypai depgan Pasal 103, lazim disebut Pasal 1601 sampai Pasal 1603 B,
Indonesia (redaksi lamal.

"asal 1801 sampat dengan Masal 1605 B.W. Imlonesia {redaksi bara)
disisipkan masuk  kedalam  luke UL Bab ke-Tujuh menpadi Tikel Fa,
berdasarkan Stastsblad 1926-3535. Pasal 1601 sampai dengan Tasal 1603
fredaksi baru} EW. memuat kaidah hukum vang amat melindungi
kedudukan pekerfa di saat i, berasal dan Wet op ofe Arbesdsoverovnkeensd
{1%)7) vang rancangannya disuson oleh Mrof. Mo FLL Stroker, yoru besar
Universitas Leiden MNeperi Belanda yang sepanjang karirnya menpabdikan
dii kepada perjuangan hak-hak kaum pekerja.

i tahun  lima puivhan, perateran  perundang-undangan
ketenagakerjaan mengenal dua macam perjanjian ketenagakerjaan, yakni

Perjanjian Kerja, disebut  Arbesfsrvercenkomst dengan Ferjanjian Kerja
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Bersama, disebut Coffectierve Arbesds Chvercenkoms! (CAO) atau Coflective
Labour Agreement (C.L.A), Undang-undang Nomor 21 Tahun 1934 tentang
Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan, menyebut C.LA.
dengan penamadn Perjanjian Perburnhan, sekarang dalam Undang-undang
Momor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan disebut Kesepakatan Kena
Bersama,

Perjanjian  kevja  Jebth  ditwjukan  kepada  para  pihak  secara
persecrangan, yakni diadakan oleh seorang pekerja  dengan  seorang
pengusaha. Perjanjian kerja dapat dilakokan secara kolekif, lazim disebut
Ferjanjian Kerja Kolektil, vakni perjanjian yang diadakan cieh sekelompok
pekerja secara bersama-sama dan serempak dengan pihak pengusaha.

Undang-undangy Nomer 25 Tabun 1997 teniang Ketenagakerjaan
merumuskan Pevjanjian Kera adalah suatu perjanjian antara pekerja dengan
pengusaha socara lisan dan/ ataw tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun
untuk waklu tidak terbentu yang memuab syacat-svarat kerja, bak Jdan
kewajiban para pihak {lPasal 1 angka &), sedangkan Kesepakatan Kera
Bersama adalah kesepakatan hasit perundingan yvang diselenggarakan oleh
serikat pekerja atau pabungan serikat pekerja dengan pengusaha  atau
gabunpan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerjfa untuk mengatur dan

melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak {Pasal T angka 13).
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Kesepakatan Kera Lersama  (KKB)  lebih clfekll serta lebih
menguntungkan pihak pekera, karvna para pekoerja vang datang keorudisn
tidaldah perle menamdatangani penunjian kena tesseodie, seperli haloya
dengan perjanjian kerja ataw peranjian kena koleklif.

[aica Marruki¥, memandang bahwa vang dipeganjikan  dalam
hubungan industrial yang terjadi karena peqanjian ke atou kesepakatan
kerja bersama adalah knaga kerja fmanpowwer) pekena, dan bukan sama
sekali jasmani {lisik) pukerne. Obyek  perjanjian adalah  tenaga kerja
{Praapowed pekerja dan bukan pekerja {jasmani/fisiknya). M'ekerja adalah
sufyecium perjanjian, bukan ofpecium penanjlan, sama  halnva dengan
pengusaha yang juza adalab sufeciem penanjan,

Bagi Laica harguki pekena tidak sama maknanyva dengan tenaga
ke fmanoower) 1lkatakan, dalam kajian ekonomi dibedakan makna
Yarbour” dengan Clabourer, antwdt dengen anbeiter, arieid dengan arbesder
sedangkan dalam ilmu hukum, pekerja masih disamakan sevara berbaur
dengan makna tenaga kevja  masgponeer) babkan dalam peeaturan
perundang-undanzan ketenaga kerjaan

Pasal 1 Undang-undang Nomeor 14 Tahun 196Y% entang Ketenluan-

ketentuan Pekok MMengenai Tenaga Kerja merumuoskan tenaga kerja adalah

H Lajen Marsuki T g, b, et
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hap orang vang rmempa mwlakukan pekerfaan baik Jdi datam mavpon dduar
bubumpan kera poog menyhasitban posa atae barang wntuk memenuh
kebutahan masvarakat. Meraturan Pemerintaly tdomaor % lTahun 1981 teneang
Merlindungan Lpah merumuskan babwa beeah adaloh tenaga kerja vang
bekera pada pengussha dengan menerima upeh. Vndapg-undang Nomor 7
Tabun 1981 teataoy Wagih Lapor Ketenagakerjoan merumuoshan Babwa
buruh adalah tenaga kerja vaog ekerja pada perusabsan dengan menerin
upah., Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomar 23 Labun [997 tentang
Ketenagakerjaan merumuskan, tendaga kerfa adalah senap orang faki-lakl atau
warita vany sedang dalam dan/atan akan melakokan peleraan, ok d)
dalarn maupun diluar hubungan kega puna menphasilkan barang; atau jasa
untuk mmemenuid kebutobane masvarakal,

Menureud Laiva Mareuki, mempersamakan jasneand (fsh) pekeria
dengan tenaga kerja [munperen) adalah bak menvamakan peearja denyan
budak-budak dimasa dabulu. Budak (shaf, sived bokan subvek habom,
betapl mwengadam kematian perdata [Dergreediphe doodd). Demilik podak tidak.
banya buerhak ates topaga kerja [manposen) sang budak Aelapi jusa
rerupakan pemidik atas fisik Sasmant sang bwadak,

Mangkala  renaga kerja fmeapower dipersamakan dengan

Fisik/ jasmani pukerja maka prkerja bukon safa bermakna sama dengan budak
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tetapi juga dipetlakukan tidak manusiawi. Harkat dan kehormatannya
dinistai pengusahanya. Seprang pengusaha dapat saja memanggil seseorang
pembantu rumah tangga memasuki ruang tdornya lalu meraba-raba
payudara  pembantu rumah tanggaz  tersebul. “Bukankah payudara
perempuan pekerja adalah bagian dari fsik/jpsmaninya?” bertanya Laica
Marzuks.

Bagi Laica Marzuki sudah saatnya peraturan-undangan
ketenagakerjaan membedakan secara normatif prinsipil makna tenaga kerja
{manpewer) dengan fisik/jasmani sang pekerfa. Pekerja adalah sutyectum
perfarijian sedang tenaga kerja adalah ofectemn perianfian. Kedudukan
hukum pekerja setara dengan pihak pengusaha. Pengusaha haoya bechak
atas tenaga kerja fmarpower] sang pekerja, sama sekali tidak berhak atas
fisik/jasmani pekerja.

Laica Marzuki selanfutnya mengatakan, tenaga kema franpower)
adalah daya (potensi) yang terdapat dalam diri setiap manusia, yang apabila
digunakan atau dimanfaztkan (di dalam hubungan kerja atau diluar
hubungan kerja), dapat berdaya guna menghasilkan barang atar jasa untuk

memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat.
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2.5. Hubungan Industrial Pancarila

Konscp Flubungan Industrial Pancasila (HIM tdak lagi sekedar
konscpsi politik hukem retapi telah menpdi bagian peraturan perendang-
undangan ketenagakerjaan,

Masal 1 huruf g Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang
Ketenapgakerjaan merumuskan [lubungan Industmal Pancasila  adalah
hubungan industrial yang didasatkan atas nilai-nilai yang merypakan
manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Lindung-Lndang asar
1945, dan yang tumbuh scrta berkembang di atas kepribadian bangsa dan
kebudavaan Indonesia.

Undang-undang MNomor 25 Tahun 1997 menempatkan konsep
i{fubungan Industrial Fancasila dalam Bab VI, dibawah judul : Hubungan
indusivial Fancasila, diatur pada Pasal 24 sampai dengan Pasai 94,

*agal 24 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 menctapkan,
bahwa Hubungan Industrial dilaksanakan dalam  wujud  Hubungan
Industrial 'ancasila.

Hubungzn Iodustrizl Pancasila diarabkan uptok  menumbuh-
kembangkan hubungan yang harmonis atas dasar kemitfraan yang sejajar dan
terpadu diantara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang

didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan
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Undang-Undang Dasar 1943 Dalan melaksanakan Hubuongan Industrial
fancasila, setiap pekerja diarahkan untuk mempunyval sikap merasa ikut
memiliki serta mengembangkan sikap memelihara <an mempertahankan
kefangsungan usaha. [htetapkan bahwa dalam melaksanakan Elubungan
Industeial  Pancasila,  schap pengusaha mengembangkan sikap
memperlakukan pekerja sebagai manusia atas dasar kemilraan vang sejajar
sesuat dengan kodrat, harkat, martabat dan barga den, sertz merungkatkan
prufesionalisme dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganva. {Pasal 25
ayat 1,2, dan 3).

Masal 26 Undang-undany Nomaor 25 Tahon 1997, menetapkan delapan
sarana guna pelaksanzan Hubunrgan Indosteial Pancasila, vakni: () serikat
pekerja, (b)) organisasi pengusaha, () lembaga kerjasama biparti, (d)
lembaga kerjasama tripartit, fe) Peraturan Pemsahaan, {f) kesepakatan kerja
bersama, (g) penyelesaian  persclisihan bubungan  indostrial, dan  {g)
penyutuhan dan pemasyvarakatan | lubangan Industnial Pancasila.

ITubungan Industrial Fancasta adalah wujud perikatan, dari suatu
perjanjian ketenagakeraun vang dipandang bersesual dengan niai-nilai
[ancasila.

Undang-undang MNomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

menetapkan bahwasanya hobungan industrial yang dipandang bersesuai
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dengan nilai-nilai Pancasila adalah hubungan hukum antara para pelako
dalam  proses produksi barang dan jasa yang terbentuk  atas  Jasar
Kesepakatan Kerja Bersama (KKRB). Kesepakatan Kerja Bersama adalah sarana
peranjian  bagi Hubungan Industrial fancasila, diatur dalam Bab VL
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997, dibawah judul @ Hubungan
Industrial Pancasila.

Kesepakatan Kerja Bersama disusun oleh pengusaha dan serikat
pekerja yang telah terdaftar. Penyusunan Kesepakatan Kerja Bersama
dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Kesepakatan
Kerja Bersama bhanva dapat Jirundingkan dan disusun oleh serikat pekerja
yang didukung oleh sebagian  besar  pekena i perusahaan yvang
bersangkutan. Kesepakatan Kerja Bersama sckurang-kurangnya memuat
ketentuan mengenai: {a) hak dan kewajiban pengusaha, (b} hak dan
kewajiban serikat pekerja serla pekerja. (o] tata tertib perusahaan, {d) jangka
waktu berlakunya Kesepakatan Kerja Bersama, [e) tanggal mulai berlakunya
Kesepakatan Kerja Bersama, dan (f) tanda tangan para pihak pembuoat
Kesepakatan Kerja Bersama (Fasal 51 Undang-undang Nomoer 25 Tahun
19977,

Ketentuan  dalam Kesepakatan  Kerja  Bersama tidak  belch

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku, Dalam
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hal salah satu pihak gin menyadaban perubaban sebaguen ist Besepakatan
Kerja Brrsama, b Beinginen tersebuet hacds digjukan secara tertulis
dengan alasan-alasannya. PMerwbaban Kesepahetan Kerja Bersaema dilakokan
boerdasarkan Lisepakatan bresama secara teetalis aotara poenyusala dan
serikat pekera. Pernbahan Kesepakatan Kera Beriama beesebut meripakan
bagrian vany tidak terpisahkan daril kesepakatan kera hersama yang sedang

bawerlakou.

—

CERA]
PEmre STAK & 4%
LMY s o A rRY AMEHE
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BAB3
PRINSIP-PRINSIP KEAIMLAN DALAM KAITARN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
ERA PASAR BEBAS DI INDONESIA

Berkenaan dengan prinsip-ponsip  keadian  dalam  penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, M.G. Levenbach! menvatakan bahwa
peraturan hukum ketenagakerjaan berlaku bagi pibak yvang mengalami
periakuan yang kurang layak sehingga dalam berbagai hal bersifat
melindungi pihak yvang kedudukan sosial ekonominya lemah. Depukian pula
Iman Soepome’ menyatakan bahwa hakikat hukum ketenagakerjaan adalah
untuk melindungi pekerja. Untuk itu ia menjelaskan bahwa secara yandis
pekerja adalah bebas, akan betapi secara sosial chkonemis btidaklah bebas,
Sebagai manusia yang tidak. berbekal hidup selain daripada tenaga kerjanya
(manpower) nyd ia terpaksa bekerja pada orang lain, pibak pengusaha atau
majikan vang pada hakikatnya adalah pihak yvang mcenentukan perjanjian
kerja. Menurut Fasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 [ahun 1997

tentang Ketenagakerjzan dinyatakan bahwa, perjanjian kerp dibuat atas

b MG Lovenbach, Arwidsrechs afs doef van gt rechd Openbane es pehonden bep de
aanvaarding v.h. lectorat ih. arbeidsrecht aan de Gemeenbelijke  [opversiteit van
Amsterdaem, 17 Thesember 1928, b 10

i Iman Spepomo |, Cloar b 7
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dasat: {a) kemavan bebas kedua belah pifiak, (b) kemam puan atan kecakapan
kedua belah pihak, (2) adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan (d)
pekerjaan yang diperanjikan tidak bertentangan dengan undang-undang,
ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam perjanjian kerja ferdapat tiga asas yang perlu diperhatikan,.
Ketiga asas dimaksud dikenal dalam hukum petjanjian, yakni {i) asas
kebebasan berkontrak, (2] asas kensensualisme, dan (3) asas kekuatan
mengikat suatu perjanjian.

Dari keliga asas ini, yang lerpenting dikaji dalam hubungan dengan
penelitian disertasi im1 adalah asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai
denpgan yang dikemukakan oleh Franken,’ bahwa :

“Het belangrifkste beginsef s dat van de contracts viitheid, Deze

vineid betrefl fiet af of niet aangaan van een overeenkomst, de kewza

van e wederparliy en de irthoud van de overeenkomst *.

Asas kebebasan berkontrak memberi kebebasan kepada seseorang
untuk menetapkan syarat-syarat kerja (hak dan kewajiban) dalam pembuatan
perjanjian kerja. Namun demikian kebebasan itn idak bersifat muilak karena
ia dibatasj oleh berbagai faktor dan persyaratan, Faklor dan persyaratan yang

dimaksud disini adalah faktor kondisi sosial Jan ekonomi serta persyaratan

L H. Franken, e.a., fr Lesdon tof de rechiswettnechap, Gouda Quint, Ambem, 1967, b 251,
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I'ada prinsipnya, pekerja dan pengusaha mempunyai kebvbasan vang
cama dalam menctapkan syarat-syarat kena sebagaimana telah dikemukakan
lerdahulu, tetapi dalam prakteknya mereka tidek mempunyai kebebasan
vang sama karena perbedaan kedudukan sosial dan ekonomic al ini
dikemukakan olch Rideout! bahwa:

“the rded of an agreerment el endonnd iitte By ety Ras Dkt
redifty in fabour realtions”

Secara yuridis, pekerja dan pengusaha mempunyal kedudukan yvang
sama (seimbang) dalam pembuatan perjanjian kerja, tetapi fakitor yuridis
bukan merupakan faktor peneniu satu-satunya dalam menggunakan
kebebasan  berkontrak, 13 sini fektor-faktor  sosial  ekonomis  lebib
menenlukan  dalam menggunakon  kebebasan berkontrak.  Ketidak
seimbangan dalam kedudokan antara pekerja dun pengusaha, digambarkan
oleh Bakels® sebagai berikut:

el prote mensaipke en fEnanciefe befang van de arbeider Bif de mioud

en Mot vonribestaan van ge arbedfeoneenkomst kot iog cens eon

vxira scherpte door de ongefiilhend van partien. Fllermede wontt
redoeld op fef feit dat con werkgever dooe difn grotone deskondiohend
et oo oe sterkore postlie e Ry op e arbeidsmarkd in necnn!

Zewonigk inoeen gemstiger positie verkoor! dan oon indieidfpels
arixyrer,

1 Boper ¥¥_Kideout, firdfoinea Pringipdes of fabour faw, Filth Edilien, Sweat & Maswell,
London, PSS9 h. 16,
* H.L., Rakels, Schiets vam Aet Moderfands Arbeiidaroetsd, Klaveer, Deventor, 19940, b, 20
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Apa yang dikemukakan coleh Rideout dan Bakels tidak berbeda
dengan keadaan vang dapat dijumpai dalam dunia ketenagakenjaan di
Indonesia. Pekerja Hdak memiliki kekuatan susial ekonomis yang seimbang
dengan kekuatan sosial ekonomis pengusaha. Pekerja hanya memiliki
keterampilan dan kemampuan yang sangat lerbatas yakni polens, benapga
kerja (manpowen saja, sehingga ia tidak dapat bernegosiasi secara bebas
dengan pengusaha dalam menentukan  syarat-syarat ketja pada  saat
pembuatan perjanfian kerja. [ain halnya dengan pengusaha yang
mempunyat kemampoan sesial dan ekonomis yang sangat kuat, yang
memiliki perusahaan, lebib leluasa untuk memaksa pekerja menerima apa
vang dikehendaki dalam penentuan syarat-syarat kerja. Keadaan ini,
menumbulkan ketdidakseimbangan (ketidakadilan) dalam menuangkan hak
dan kewajiban para pthak dalam perjanjian kerja, yvang merugikan pihak
pekerfa dan selalu menjadi penyebab terjadinya perselisiban industrial.

lika dibandingkan dengan hubungan antara scorang penjual dan
pembeli barang atau crang yang tukar menukar maka hubungan antara
pekerja dan pengusaha sangat berbeda. Orang yang jual beli barang bebas
untuk memperjualbelikan barangnya, artinya scorang penjual tidak dapat

dipaksa untuk menjual barang yang dimilikinya kalau harga yang
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ditawarkan tddak sesuai dengan kehendaknya, Demikian juga pembeli tdak
dapat dipaksa untuk membeli suatu barang dan penjual jika harga barang
vang diinginkan tidak sesuai dengan keinginannya. Seperti halnya dalam
tukar menukar bararg, orang bebas untuk menukar atau tidak menukar
sualu barang yang dimilikinya jika tidak sesuai dengan kehendak masing-
masing pihak.

Dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha, secara yuridis pekerja
adalah bebas karena prinsip negara kita tidak seorangpun boleh diperbudak
maupun diperhamba. Semua bentuk dan jenis perbudakan, peruluran dan
perhambaan dilarang, tetapi secara sosiologis, ekonomis, pekerja it Hdak
bebas, sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup vang lain selain
polensi, benaga kerja (manpowes) vang dimilikinya dan kadang-kadang
terpaksa untuk mencrima huwbungan kerja dengan pengusaha meskipuon
memberatkan bagi pekerja itu sendiri, lebih-lebih saat sekarang ini dengan
banyaknya jumlah pekerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan
yang tersedia. Akibatnya potensi, tenaga kerja (manpower) yvang dimiliki
pekerfa seringkali diperas oleh pengusaha dengan upah yang relatif kecil.
Oleh sebab itnlah pemenintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-

undangan vntuk melindungi pihak yang lemah (pekerja) dari kekuasaan
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pengusaha guna ownempatkannya pada kedodulan vang layak sesual
dengan harkal dan martabat manusia,

Lintuh mengatasi hal tersebut di atas, maka diperluban adanya upaya
vany dapal membenkan keseimbangan terhadap hak dan kepentingan anlara
pekerja dan penpusaba schingpa apabila erjadi perselisthan hubungan
industrial.  maka  pekerjop mecasa moemperolebh beadilan dalam
penyelesgiannya, T indonesie prinsip keadilan di bidany, Ecteoagakerjaan
dapat dikctemukon dalam  alinea keempat Pembukaan GUDY 18945 dan

penjaburannyg dirumushan dalam Pagal 27 UUTr 1945,

Al Prinsip Keadilan menteat UL 1943
Palam  alines  keempat  Pembuobkaan LUTY 1945 dengan tepas

menyatakan bafvwa

“Koemudian daripada itu uotuk membentuk soatu pemoerintab Negdara
MNdeonesia vang, melindunged segcnap bangeesa Indoesio dan seluruh
tunipah darah Indomsia dao untok memajukan kesejahteraan Gmum,
mencerdaskan hehidupan bangsa den thut anclaksanahan kebertiban
dumia  vany; berdavarkon  kemerdekaan,  penlamaian abadi dan
headilen sosial, maka disusunlah kemeedekown bebangsaan Tdonseis
Hu dataen suate Undang-undang Dasar Negara Indonesia vang
lerboentuk dalam suatu susunan Negara Repuablik Indonesia, vang
berkedaulatan rakvat dengan berdasar bepada @ Ketuhanun Yang
hMaha lsa, Kemanusisan yangg adil dan beradah, pesatoan Indonesia
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikioat keldjobsanaan dalam
permusyawaratan  perwakilan  serts dengan mewuudkan suatu
kearclilan sosial bagi selurub rakyat Indeorsia.”
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Pembukaan UUD 1945 diatas menyebut “keadilan sosial” sebanyak
dua kali. Il artinya, bahwa para founding fathers negeri ini benar-benar
menghendaki agar Republik lndonesia  dibangun  dengan  senantiasa
memperhatiban keadilan sosial. Makna keadilan dalam Pembukaan LUUD
1945 pada dasamya sama dengan makna yang terkandung dalam pengerhian
keadilan seperti vang telah dielaskan diatas. Namun ada penckanan yang
mendasar tentang keadilan dalam Fembuokaan UUD 1945 adalah bahwa
keadilan yang hendak diwwjudkan di Indonesia adatah keadilan sosial bagi
seluruh rakyat. Bahkan dalam Penjplasan Umoum pein -2 UUT 145
disebutkan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
takvat.

Kata piewojudkan baik dalam Pembukaan maupun Fenjelazan Umum
UULD 1945 mengindikasikan bahwa apapun yang diakukan oleh seluruh
komponen bangsas indonesia, baik pemerintah maupun rakyat harus sesuaku
vang dapat menciptakan keaddan sosial. Dan keadilan sosial vang hendak
diwujudkan itu harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Konsep keadifan sosial menurut UUD 1945 bukan konsep kosong yang
bersifat dekorasi semata. Konsep keadilan sosial dalam UULY 1945 adatah
konsep keadilan yang menyatu {fn/egrats} dengan pondasi negara yang

berbasis pada kedaulatan rakyat, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah
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maupun kompenen masyvarakat lainnva untek tidak mewujudkan keadilan
somial. Keadilan sosialb adaiah salah satu ciba—cita, wisi, schaligus tjuan
bermusyarakat, berbangsa dan bernegara,

Ualum rangka mewojodkan keaddan sosial bagl seluruh rabvat
Indonesia, maka cita<cita keadilan sosial seyogianya dirwmuskan secara lebih
teras dalam Batamy Tuboh UL 14943 Pasel vang merespon tentans, keadilan
susial, Khususoya dibidang ketenayakerjaan tertuany, dalam Pasal 27 avat 2
UUIY 1945, Pada dasarnya, 'asal 27 ayat 2 ini (elah mencerminkan nuansa
keadilan sosial deopan disebutkannya balvwa setiap warpa newara berlak

untuk memperoteh pekerjaan dan penghasilan yaog layvak.

3.2 IPrinsip Keadilan Sosial

Sebuayian besar heoti-teor? keadilan vang telah dipaparkan pada kagan
teoriis lerdahuly, pada dasaroya termasuk pula dalam wilavah teons
keadilan sosial {oiad fusidoer dheary ) Sebagaimana Jikemuokakan Anstoteles,
Adquinas, Wolll, Adam Somith, T Toartoulon, Bawls, Biller, Hampshure,
Kritz, ternvata pelbagai pandaogan para pemikir di atas berpaut pula dengan
keadilan sosial.

leori keadilan distributif Acstubels, Aquinas, Wolff mencerntinkan

pula dimensi dan petspektls keaditan sosial, Temikican e Teartoulon dan
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Miller tidak diragukan lapi, bahwasanya teori keadilan mereka berpaut
belaka dengan hal ikhwal keadilan sosial karena memang kedua filosof
dimaksud mengemukakan teonnya dalam konteks keadilan sosial. De
Tourtoulon memandang sebuah hubungan finfer refation) sebagai hubungan
keadilan sosial apabila hobungan dimaksud berpaut antara masyarakat
dengan warganya. Prinsip keadilan sosial [ Tourlculen merutikberatkan
hubungan sosial. Sedangkan menurut Milier, prinsip-prinsip keadilan yvang
dibangunnya memang diletakkan dalam koridor keadilan sosial. Baik prinsip
atas dasar hak, jasa, maupun kebuluhan semuanya merupakan prinsip-
prinsip keadilan sosial, artinya, seseorang scbagai warga masyarakat,
maupun negara wajib  memperhatikan  ketiga  prinsip  keadilan  sosjal
dimaksud sebelum mengambil suatu tindakan pubilik atay terhadap arang
lain.

Keadilan sosial dalam perspekbf teori keadilan distributif Smith
lerlihat jelas pada  perhatian Smith  Jalam  meningkatkan daya  beli
masyarakat melalui pemantaatan tenaga kega penub {fuff emplovment.
Akan tetapi, Smith tidak memandapg keadilan sosial dalam  perspeknf
keadHan distributif sebagaimana wmum memahaminya, melainkan Smith

menempatkan hal ikhwal keadilan sosial dalam wacana kebajikan moral. Tan
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itu jualah yang membedakan ajaran Smith tentang keadilan sosial dengan
tecri-teori keadilan sosial lainnya.

Bagaimana pandangan Rawis tentang keadilan sosial? deskipun
Kawls tidak secara spesifik merumuskan teori keadidanoya dalam format
keadilan spsial. namun jika kita memperhatikan prinsip-prinsip keadilan
FRawls, khususnya prinsip perbedaan (21 different principdes), maka nampak
jelas bahwa rumusan prinsip perbedaan (U Jdifferent princrples) it
mengacu pada keadilan sosial. Dalam konteks keadilan sosial, prinsip
perbedaan Rawls menuntut agar segala produksi yang dihasilkan
masyarakat dibagi merata untuk semua warga. Namun pemcrataan ini hidak
berarti semua crang mendapat pembagian yang sama. Dengan Kata lain,
prinsip-prinsip keadilan Kawls adalah prinsip-prinsip keadilan sosial yang
sesungguhnya.

Hubungan teori keadilan Hampshire dengan sociad fustice dapat
ditemukan baik pada jenis keadilan prosedural {procediera! juséice) maupun
keadilan substanhif (sufrstanifve justiva). Khasus, dimensi keadilan substantif
dari Hampshire adalah mengutamakan tegaknya substansi kaidah hukum.
Flukum yang seyogianya ditepakkan adalah hukum yang memuat nilai-nilai
keadilan. Oieh karena ilu, hukum yang adil niscaya tidak merugikan

kepentingan rakyat, apalagi mengorbankan rakyat banyak.
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Seialan dengan Hampshire, pendekatan Kritz yang dikenal dengan
keadilan transisional {frassittonad fustice) pada dasarnya Juga mengacu pada
dimensi keadilan sosial. Meskipun lebih bernuansa politis dengan konsep
keadilan sebagai "jafzn ferpmf, namun pada hakikatnya Kritz hendak
menjamin rasa keadilan dalam masyarakat agar tetap terlaksana, walaupun
datam masa transici. Oleh karena itw, konsep keadilan dard  Kritz
berkchendak memberikan perlindungan kepada warga masyarakal yang
acapkali menjadi korban ketidakadilan,

Berdasarkan pandangan para ahli dimaksud, maka dapat dikatakan
bahwa urgensi keadilan itu tidak hanya berguna bagi individu, tetapi juga
ternfama bagl masvarakat. Keadilan yang memberikan kegunaan (wéifify)
kepada masyarakat inilah yang kemudian lebih dikenal denpgan istilah
keadilan sosial® sejalan dengan pandangan Wiliam Drummond yang
menghendak: agar penggunaan hak pribadi jangan sampai melupakan
kewajiban sosial daripadanya. Dengan demikian, unsur individu (warga) dan
sosial (negara) dalam keadilan selalu melekat, bagaikan dua sisi dan sebuah

mata uang, dapat dibedakan namun tidak dapat dipisabkan.

—_—— e m— e = o ——

¢ William F.Orummond, Socif fugiis, The Bruce Publishing & Co., Milwaukee, 1995, h_ 17,
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Menurut H. Pesch,” keadilan sosial tidak lain adalah istilah umum
untuk keadilan distribubif dan keadifan umum. Namun pendapat lain
mengatakan bahwa keadilan sosial merupakan bentuk keempat dari tiga
jenis keadilan sebelumnya, schingga jonis keadilan seyogianya dibagi atas
keadilan kemutatf, distributif, wniversalis, dan keadilan sosial.

Terhadap pandangan di maksud, menurut hemat peneliti bdak
menjadi masalah, apakah keadilan sosial bagian dari enis keadilan distributif
dan keadilan uwmum atau merupakan bentuk baru atau jenis keadilan
tersendiri. Yang penting adalah bahwa keadilan sosiai henwlaknya dipahami
dalam konteks “pars prototo”’ dan " fotem proparte”. Artinya, keadilan i
hdak hanya terjelma dalam dimensi manusia individu ditengah masyarakat
tetapi juga menpelma menjadi nilai-nilai sosial dalam kehidupan tHap
individu,

Dengan kata lain, vraian keadilan sosial ialah apa yang menjadi
kewajiban bagl warga negara demi pencapaian kescjahteraan umum, dan apa
vang menjadi hak warga negara dari kesejahteraan umum itu, serta apa yvang
menjadi kewajiban masyarakat atau negara,

Dengan demikian, istilah keadilan szosial mengacu pada dua aspek

pokok. Ferfama, kewajiban warga  (bagian) wmwasyarakat terhadap

_—— e — -

T Lihal Kirdi Dipeyude, Kradifiee: Susiaf OV Rajawali, Jakarta 1985, h 27,

Frivgdr Keadilan Dadawe FRHE 135



DISERTASI PRINSIP KEADILAN DALAM... MUHAMMAD SYARIF

keseluruhan masyarakat dan terhadap warga masyarakat satu sama lain.
Kediga,  kKewapban  para  warga untuk  menyelaraskan diri dengan
perkembangan masyarakat.

Kata “sosial” Jdalam keadilan sosial itu menunjuk pada “masyarakat”,
vaitu dalam hai-hal tertentu masyarakat sebagai subyeknya dan dalam hai-
hal lain masyarakat sebagai obyek atau sasarannya. Artinya, disabu pihak
keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk negara agar  demi
tercapainya kesejahteraan umum, membagi beban dan berkah kepada
warganya secara adil, sambil membantu kelompeok warga vang lemah secara
ekonomis. [hlain pihak, mewajibkan para warga membernkan kepada
masyarakal apa yvang merupakan hak mereka. Dengan demikian, keadilan
sosial tidak lain adalah manfaat yang dipercleh warga terhadap pengzunazn
hak dan kewajiban dalam bubungan antara masyarakat atau negara dengan
warga scrta sebaliknya.

Dalam konteks pengertian ind, keadilan sosial mewajibkan setiap
orang sebagai warga negara untuk memberikan kepada negara apa yang
menjadi hak negara, khususnya sehwbungan dengan tugas negara
memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Sebaliknya, para warga
negara berhak tidak saja mengharapkan bantvan dari negara berupa

tegaknya supremasi hukum yang memungkinkan mereka menikmati hak-
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hak dengan aman, Jdan tersedianya barang-barang kebutuhan hidup schari-
hari, tetapi juga wajik memberikan kontibusi kepada oepara apar negara
dapat menjalankan tugasnva dengan baik.

Tujuan keadilan sosial adalah mewujudkan keadilan bagi selursh
masyarakat. Caranya, dengan jalan menyusun sudtu masyarakat yang
scimbang dan teratur, agar semua warga mendapat kesempatan yang santa
guna membangun suatuy kehidupan vanp lebih baik serta berkeadilan.
Sedangkan mereka vang sevara ekonomis lemah dibenkan bantuan agar bisa
suryive dan pada saatnyg dapat bidup lebih baik puia.

Ofeh karena i, konsep keadilan sosial tidak banya menjamin
pengakuan hak yvany sama bapl sehap wargd, fetaps juga menjamin
pengakuan kewgjiban bagi golengan yanp mampuo terhadap golongan yang
sevara ekonomis lemah, dalam hal: Fertama, mewajibkan para warga nepara
gund urut memikirkan kesejahteraan wmum yang menpadt unisan negara
dan memberikan konbribusi sesual dengan kedudukan dan kemampuan
masing-masing  demi  terwajudnya  kesejahiteraan  wumuam i Keefea,
mewajibkan semua warga negara guna mematuhi peraturan peradang-
undangan, termasuk undang-undang di bidang peovelesaian perselisihan
hubungan indusirial secara jujur. Kefrga, mewajibkan kepada warga negara

agar dalam menggunakan hak miliknya senantiase mempuerhatikan fungsi
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sosialnya. Keempas, mewajibkan kepada warga negara guna hidak semata-
mata mengejar kepentingan pribadi, sehingga orang [ain tidak mendapatkan
bagian yang wajar dari barang dan jasa yvang disediakan oleh negara. Tentu
saje tidak sesuai denpan prinsip keadilan sosial. jika para pengusaha,
pedagang, dan lainnya menentukan upah yang remdah secara sekehendak
hati yang menyebabkan banyak orang atau pekerna dalam masyarakat
menderitz serba kekurangan karena barang dan jasa vang dibutuhkan itu di
lzar jangkauan daya beli mereka. Demikian pula tidak sesuai dengan prinsip
keadilan sosial, jika kehidupan pekerja tidak kunjung sejahtera, sementara
hasil industni digunakan sebagai obyek memperkaya golongan tertenia, yang
mengambil keuntungan tanpa memperduiikan nasib pekerja.

Agaknya penelitian i bHdak mungkin mengabaikan konsep [slam
dalam kaitan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaba. Prinsip
keadilan amat dimuliakan dalam lslam, karena itu menjadi kewajiban
ketimbang hak, sehingga prinsip keadilan dalam pengupaban dimaksudkan
guna mencegah perselisihan  serta  penganiayaan  “kaum  pekega”.
PPenddekatannya bersifat preventif ketimbang repressit.

Disadari, bahwasanya masalah upah selalu mepjadi penyebab
perselisihan  antara pekerja dengan pengusaha. Pekerfa  diwajibkan

melakukan pekerjaan secara baik (kuat) dan terpercaya. Dalam Al-Chur’an,
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surah al-Olashash ayat 26 dikatakan, “fnna dhayra manistaaria al-gawivyu af-
antin (Orang terbaik yang anda pekerjakan adalah orang yang kuat dan
terpercaya).”

Dalam pada ijtu, Islam mewajibkan hal perlindungan upah pekera
bagi pengusaha. Pengusaha dilarang mengabaikan upah pekeija.

Drisampaikan sebagai Hadits kepada kami oleh al-Abbas bin ai-Walid;
disam paikan sebagai Hadits kepada kami oleh Wahab bin Sa'id bin Athiyyah
as-Salami; disampaikan sebapai Hadits kepada kami oleb Abd ar-Rahman bin
Zayd bin Aslam, berasal dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar yang,
mengatakan bahwa Rasulullah 5.a.w. bersabda: “ LFther alafir airafie gabla an
yafifta aragahu (berikanlah upah pekerja scbelum kering keringatnya)."*

Disampaikan sebagai Hadits kepada kami oieh Bahz yang mengatakan
telah disampaikan kepada kami sebagai Hadits oieh an-Nu'man bin Salim
yang mengatakan bahwa Aku mendengar seseorang yang tidak aku hafal
namanya menyampaikan sebagai Hadits dari Jubair bin Muth'im yang
mengatakan: Aku mengatakan, Wahai Rasulullah! Sesecrang mengklain

bahwa sesungguhnya kita tidak mempunyai (mendapat) upah &i Makkah?

* Hadits niwayat JTbru Majah, Hidits Nomer MM dalam Afamse'ad st Hadis ey Eyarif
{Ensiklopedi Hadits Syanif), Global Islamic Softwa pe Company, 1991-1998,
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Kasulullah menjawab:; " Fataivannakum  oigrakum  walaw  kang
ahacfukum (f hurd tsa'fabin (Kalian haros mencnima upah kelian, walaupun
kalian Merada dilobang senigalal.™

Safab  satu model  dalam  mewojudkan keadilan sesial - pada
pertengahan abad ke-200 adalah menpembangkan apa vang disebut negara
besejahteraan [welfare stape atau wedvdartsitaal). Dalam Konsep swegara
kenejahteroan, oepara mengambil atih taoppong jawab kescjabteraan dasar
hagi  seluruh rakyatnya, Menorut Parcelll prinsip pokok nepara
kescpahteraan adalah (1] sctiap warps negara semata-mooata karena dia
manusia bPerhak atas kesefshtersan dasar atau toraf hidup minimum;
{2] masyarakal mecopakan persaluan orang-urany yang bertangeang javwab
atas larat hidup minimum semiua warganya; dan {3 peoempatan tenaga
kerfe penuh {40 cotplnvyment) harus didekung oleh kebijakan pemerintzh
sebapai basis datam mewojudban keadilan susial. Dengan kata lain, dalam
negara kescjohteraan penempatan tenaga kera peoult orerupakan peuritas
utaima. Hahkan meourut Sanford Levinson,'! perscaian kescjahteraan anak

bangsa merupakan tanggung jawab negara. Negara tidak dapat Jepas tangan

S Hadis rwavat Ahmad, Hadik MNomeor 18878 dolam daoovwall al-fladie -9
[Ensiklopedi Hadits Svand), Global Tsbaneic Software Comspany, PR -10KR )

0T, Pueecell, Five Molermr Wedfare Sat, Tublin, Lonudon, J'?‘S-_:!:, h.az,

1 [hennis Pattersen (Ed). A Comspuantion fie Phylavopdie of Lane and Legal Thenrs, Blackwe |

Fublishere Lid, Massacbuseita-1754, 999, b, 3753,
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atau melepaskan diri terhadap masalal kesejahteraan rakyat. Negara harus
senantiasa mengupayakan peningkalan kescjahteraan rakyatmya.

Meouwrut  PSchnabeltr  tugas  negara  dalam konsep  nwegam
kesejahteraan {versprgtigssiaal atau socade rechisgiaat] sclain melindungi
kebebasan warga sipil juga melindungi gaya hidup (fevensig) rakyat
[engaruh negarz terhadap warganya menjelma dzlam btiga carz, yailu (1)
pengaruh langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan hak-
hak sosial, (7} pengaruh tidak langsung scbagai akibat dari pembenhikan
aparat pemerintah yvang dilengkapl dengan Eekuasaan jabatan dan keahlian
{3} harapan bahwa masalah-masalah kemasyarakat dapat dipecabkan melalu
CAMPUT EINZan Ppeagnasd.

Dalamn  perkembangannya, konsep negara kesejahtecsan  banyak
mendapat kritikan tajam. Tanggung jawab negara dalam konsep negara
kesejahberaan vang hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan hidup
minimuwin atyu kesejahieraan dasar, i beberapa negara dirasakan lidak
relevan lagi. Menurut para penghritik negara kescjahteraan, konsep negara
kescjahteraan yang dikembangkan pada pertengahan abad 20 sudah tidak
sesual lagl dengan komdisi awal abad 21 atau era milenium  ketiga.

Masvarakat i milenium ketiga tidak cukup dengan hanya terpenuhinya

i Lihat Philpws M.Hadjon 0, Periindungan Mukum Sapd Bakypat O fndoresta, Bina Umu,
Surabaya, 1987, b M,
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kebutuhan dasar, tetapi lebih dari iba, tundutan masyarakat Jdi era milenum
ketiga meaurut Richard A. Slaughter'® adaiah perubahan duniz kehidupan
{{ffe world) dari pemenuhan kesejahteraan minimal ke tinghat pemenuban
kesejahteraan berkelanjuban (susrainaiie welfare).,

Disamping karena ketidakberhasilan konsep negara kesejahteraan
dalam mengupavakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hanva
terbatas pada kescjahteraan dasar. Kelemahan prinsip darl kensep negara
kesejahteraan adalan intensitas campur langan atau mbervens hegara pada
semua aspek kehidupan masyarakat, sedang output yang diharapkan berupa
peningbatan kescjahteraan umupm, bidak signifikan dan seimbang dengan
besarnva campur tangan negara yvang dJdiberikan dalam Bonsep nepara
kesejahteraan. Dahkan-menurut Peter Mahmud Marzuki konsep negara
kesejabteraan sudah ketinggalan zaman, mengingal seluiuh aspek kehidupan
masyarakal terkontaminagi oleh campur langan pemeriotal vang bersifat
mengekang (fistorsid).

Campur tangan negara dalam koosep oegara kesvjahteraon :;.-mga.:t buas
dan tampak bericbihan (kebablasan) Namun tingkat kescjahteraan yang

signifikan dibeberapa negara tidak kunjung tiba. Oleh karena i, meskipon

1* Richard J\.Slaughter. New Thinking fo MNew AMillenfyme. MRS dalam Yasraf Amirc i-’iriang__
Mirros Mifferdum Keeiga, Hanian Kompas, Rabg 24 Jaguan 2001, b, 5,

Frivtagd Readolan Dadamy FRHT 142



DISERTASI PRINSIP KEADILAN DALAM... MUHAMMAD SYARIF

musi dan visi konsep negara kesejahteraan yaitu meningkatkan kesejahteraan
umum dan keadidan sosial perlu dipertahankan, namun pendekatan atau
metodenya harus diubah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang
sedang memasuki era midenium kehiga.

Sejalan dengan itu, Gunther Teubner” menyatakan bahwa dalam
kenyataannya konsep negara kesecjabteraan [welfare sfafe) mengalami
dilemma. Disaty pihak, negara hendak mensejahterahkan rakyatnya melalui
instrumen-instrumen publik, Dipihak lain, pemerintah sulit menghindarkan
tindakan intervensi yang justru mengundang kentra predukdf bagi upaya
mensejahterakan  rakyat. Namun demikian, upaya meningkatkan
kesejahteraan cakyat tdak boleh terhenti karena kelemahan instrumen,
metode atau pendekatan: kesejahtaeraan rakyat harus senantiasa diupayakan
dalam rangka meregakkan keadilan dalam suato negara,

Konsep yang tepat untuk mengatasi problem metode pendekatan it
adalah negara sebagai pemberdayaan masyarakat (siafe as empowermeni)
atau disebut juga “cmpouwerinend sfafe”. Denpan konsep ataw pendekatan
bary ini. dibarapkan bahwa campur tangan negara hdak lagi seluas pada
konsep negara kesejahteraan, namwon dibatasi hanya pada hal-hal yang

bersifat memberdayakan petensi masyarakat. Dalam konsep ini, campur

——— o — —

4 Gunther Teubner {rd), D¥lemmmas of faw i M Welfane Srato, Wailter de Gruvier, Berlin-
New York, 1684, h. 17,
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tangan pemerintah lebih terfokus pada upaya menirgkatkan kesejahieraan
dan keadilan sosial, sehingga diharapkan ada peningkatan kesejahteraan
berkelanjutan yang signifikan dengan volume campur tangan yang diberikan
dalam undang-undang. Melalui pendekatan ini pula, masyarakat diberi
peran serta yang seluas-luasnya untuk menentukan sendiri apa yang terbaik
bagi masyarakat, Sedang pemerintah berkewajiban untuk mengakomodasi
dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesejahterzannya.

Dalam empowerment stafe, negara wtap mengupavakan kesejahteraan
umum dan keadilan sosial, namun cara-cara ditempuh untuk mencapai
tujuan tersebut tdak lagi menggunakan pendekatan yang seniralistis tetapi
lebik mengacu pada wpaya menstimulasi dayva kreativitas masyarakat,
sehingga masyarakatlah vang mengambil prakarsa, inisiatif, dan kreativitas,
sementara  pemerintah memfasibitasi  dan membuat  kebijakan  yang
mengakomodir kepentingan masyarakat banvak, khususnya mereka yang
terkebelakang.

(yibidang penyelesaian perselisthan hubungan industrial misainya,
pemerintah seyogianya lebih memperhatikan kepentingan pekerja dari pada
mementingkan kalangan pebisnis atau pengusaha yang umumaya telah

sejahtera. Memang lebih mudah dan iebih menguntungkan bagi oknum
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pejabat pemerintah apabila kebijakan yang dibuat menguntungkan kalangan
pebisnis atau pengusaha. Akan tetapi, kebijakan seperti i selain hidak
populis juga bertentangan dengan prinsip empowarment stafe. dimana
pemeriniah  ditontut  justru  lebih  fokus  untuk  mengangkat derajat
kesefahteraan masyarakat banyak atau pekerja. Oleh karena itu, pemerintah
dalam konsep empowerment state, harus senantiasa mengupayakan (1) akses
informasi; {2) akses moral; (3] akses perlindungan hukiem; (4) akees pelatihan;
{5 akses dana dan akses-akses iain kepada pekerja agar mereka dapat

survive dan menikmati kesejahteraan yang lebih baik.

33. Prinsip Keadilan Era Pasar Bebas

Perkembangan bukum mervpakan konsekuensi dari perkembangan
politik dan ekonomits, Cleh karena jtulah pembaharuan hukum harus fuga
didasarkan pada kebutubhan sosial, ekonomi dan  politik. Lawrence
Friedmani®, mengemukakan bahwa agar hukum dapat bekerja, harus
dipenuhi tiga syarat, yaitu pertama, aturan itu harus dapat dikomunikasikan

kepada subyek yang diaturnya; kedua, subyek vang diaturnya mempunyai

1% Arthur Taylor vor Mehren dan James Russel Gordly, The Civf Law Sisicm, Little, Brown
and Company, Bostem, 1977, b 317, Dalam pembahasan tersebut, kedwa penulis itu
menwranghkan perkembangan baik Common Lew mauvpun (3 Lisy vang sebenamya
ditgjukan untuk memenuhi kebutuhan-kebunthan akibat perkembangan pelibk dan
ekonomi.

"* Lawrence Friedman, The Legaf Syatens Russel Sage Found ation, New York, 1975, b 56.
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kemanpuan unfuk melaksanakan aturan ity ketiga, subvel i harus
mermpunyal motivasi untuk melaksanakan aturan itu.

Berdasarkan pandangao-pandangan tecsebut dapat dikemukaban
bahwa pombaharuan hukum  bukan  sekedar pembaharoan substasi
hukumnya, melsipkan pembaharuan odentasi dan oilai-nilai vang melandas
dluran hukem tersebot. Dengan deinsikian, pembaharvan bukum  harus
diartikan sebagal mengadopsi ailai-nitad hokum yang baru sebagai akibat
perubahan nilai-nilai hidup bermasyarakat. Nilai-nitei bukum yang baru
inilah yvang murupakan landasan Blosatis bayi substanst hukum vang baru,

Ui alam era pasar bebas sebavany ini, bokum dibaraphkoo dapat
munciptakan  efisiensi dajam  fransaksi perdagaopan dan memberikan
petlindungan hukurm. Seorany ahi ekonomi Usuglass North!s, menyatakan

Chvoerreeric porlic vocontsisfs of ofaosing Mhose fecal niles. procedires,

dithed  ednnngsieatil stroctores  avlich wil! moximize the valve of

prrocfochion. The stife can fower e costs of fransactien rowueh Bhe
cfeledarmen of dit anpessoitad Sod of v 2if cnforcerent. Since Hie
devedoptned e faw 5@ poblic good, thers are important soale

CCUIH IS dusoctadend Wit it IF a Pedd v of fawe et negdintions amd

et ethent custy ane sabstanbiaiiv reduced stce the Base rufes of

ENCI AR Ee R ey Spedfend cad”

Pandangan North ini merupaken tantangan bagi para pembeniuk

hukum votuk membuat hukum yang dapat menciptakan ofisiensl. Hanva

 houglas O Korth, Structeee oo Chanee (o Sronomie { fssery, WA Nostor & Ca, New
York, 1981, L 39
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saja perlu dikemukakan disini bahwasanya pengejaran efisiensi tidak boleh
mengorbankan keadilan. Disinilah peranan hukum dalam kegiatan ekonomi,
yaitu menciptakan efisiensi di satm pihak dan di pihak lain efisiensi itu
menimbulkan keadilan.

Adanya hubungan ckonomi dan perdagangan antar bangsa (negara}
yang semakin meningkat sejak pertengahan tahun 1960-an, sampai
diadakannya Ceneral Agreement on Farifis and Trade (CATT) dan verakhir
dirubah menjadi World Trade Organizafion (WTO) tahun 1994 menyebabkan
negara-negara di dunia ini bebas untuk membeli atau menjual barang
apapun, dari negara manapun dan dengan cara apapun. Tujuan utama GATT
adalah liberalisasi perdagangan.

Berdasarkan prinsip kebebasan tersebut dipermasalahkan mengenai
posisi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangon internasional.
Sudah barang tentu tidak dapat dipersalahkan adanya asumsi bahwa negara-
negara sedang berkembang selalu dalam posisi yang tidak menguntungican
dan sangat bergantung kepada negara-negara maju.

Untuk mengatasi jangan sampai prinsip-prinsip kebebasan ini
disalahgunakan oleh negara-negara maju terhadap neparanepara sedang
berkembang, maka dalam perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan

dengan masalah-masalah ekenomi dan perdagangan seperti GATT atau
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WTO diadakan ketenluan-ketenhuan yang sifatmya fundamental (aturan atau

prinsip dasar). Ketentuan-ketentuan kersebut adalah -

a.

Prinsip Dasar Miramum

Prinsip dasar ini mengatur kewajiban setiap negara untuk memberikan
jaminan {perlindungan hokum) kepada pedagang ataw pengusaha asing
dan harta miliknya yang ada dalam wilayah negaranya.

Prinsip Dasar Mengenai Perlakuan vang Sama

Prinsip dasar ini mengatur perlabuan timbal baltk yang sama terhadap
barang-barang, jasa-jasa atau modal yang telah memasuki pasar dalam
negerinya dengan cara yang sama schagaimana negara  terschut
memperiakokan produbk-produk tersetut ketika dibuat, dimiliki atan
diawasi oleh warga negaranyal®.

Mrinsip dasar mengenai Most Favoured Nation (hEN)

Fada pokoknya prinsip dasar ini merupakan prinsip non diskriminasi
diantara negarva-negara. Prinsip ini mensyaratkan, suatu negara harus
memberikan hak kepada negara ilainnya schagaimana halnya i
memberikan hak serupa kepada negara partnernya.

Masyarakat internasional mevakini prinsip MFN ini merupakan prinsip

penting dalam pasar bebas. Namun prinsip ini mengandung berbagai

'* Huala Adolf, Mukum Ekoromi interasional swily Fergantar, Raja Grafindo Persada,

Takarta, 1994, h 28,
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pengecualian  seperti tampak dalam  perjanjian  hukem  ckenomi
internasional. Misainya dalam GATT terdapat pengecualian tegas
terhadap prinsip MFN ini bagi organisasi-organisasi regional daiam
bidang ekonomi,

Prinsip Dasar Mengenai Kewajiban Menahan Diri untuk  Tidak
Merugilan Negara Lain

Dalam perjanjian-perjanjian intermasional di bidang ekonomi telah diakui
adanya suatu kewajban kepada negara-negara  untuk  tdak
menimbulkan beban-beban ekonomi kepada negara lain karena adanya
kebijaksanaan-kebijaksanaan  ekonomi  domestik  negara  yang
bersangkutan [prinsip itikad baik), Sebagai contoh tampak dalam pasal
Nl ayat (1) GATT menyatakan bahwa suatu tindakan tertentu tidak beieh
diterapkan sehingga memberikan proteksi kepada produksi daiam
negeri.

Praktek Indonesia berkaitan dengan kewajiban ini tampak misalnya
dalam hal dikeluarkannya [npres Nemor 2 Tahun 199 mengenai
kebijeksanaan otomotf pasional. Sewaktu Inpres ini dikeluarkan, scrta
merta protes keras datang dari Jepang dan Uni Eropa, karena
kebijaksanaan ini, terlepas dari kepentingan ekonomi nasional Indonesia

dan memasuki kepentingan ekonomi negara lain,
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Prinsip Dasar mengenai Preferensi Megara Sedang Berkembangg

Prinsip dasar ini mensyaratkan perlonya sualu kelonggaran atas aturan-
aturan  hukum bagi negara-negara sedang berkembang (prinsip
pemberdayaan). Artinya negara-negata ind perlu mendapatkan perlakuan
khusus manakala negara-negara maju berhubungan dengan mereka.
Perlakuan khusus ini misalnya berupa pengurangan bea masuk produk-
produk mereka ke dalam pasar oegara maju. Contch pemberian
Lreneralized System of Freferences (GSP) oleh negara-negara maju
kepada negara-negara miskin dan berkembang atas tarif perdagangan.
Prinsip Dasar Mengenai Penyelesaian Sengketa secara Damai

Dalam peranjian-perjanjian internasional di bidang perdagangan selalu
diatur bahwa Dbilamana terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya
dilakukan secara damai melalui proses negosiasi atau konsuitasi, Kalau
perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara dimaksud bharg
diselesatkan melalui pihak ketiga yang netral misalnya melalul proses
arbitrasi atau badan-badan vang terdapat dalam suabu organisasi
ekonomi internasional. Misalnya, badan penyeiesaian sengketa dalam
WO yakni Dispufe Settlememt Jody (prinsip alternatif penyelesaian

sengketa).

Pringp Keadidan Dalany FPHT 150



DISERTASI PRINSIP KEADILAN DALAM... MUHAMMAD SYARIF

Yang menarik, adaiah bahwa dalam penyelesaizn sengheta perdagangan
internasional jarang sekali para pthak menyerahkannya kepada lembaga-
lembaga hukum penyelesaian sengketa internasional seperti Mahkamah
Internasional-
Bahwa prinsip-prinsip dasar pasar bebas dimaksud dapat dijadikan
landasan filosofis bagi penyelesaian perselisihan hubungan industrial di
Indonesia guna menciplakan penyelesatan perselisihan hubungan industrial

yvang berkeadilan dalam era pasar bebas sekarang ini.

3.4. Prinsip-Frinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perselisthan Hubungan

Industrial di Indenesia

Salah satu upaya meningkatkan kessjahteraan pekerja  vang
menggantungkan hidupnya pada sekior industni adalah dengan jalan
membenahi masalah penyetesaian perselisthan hubungan tnddustrial, Unuk
itu sebagai langkah awal, perfu dibuat revisi undang-undanyg vang mengatur
penyelesalan perselisihan hubungan industrial. i dalam undang-undang
itwlah diatur bagaimana pemerintah dan pelaku bisnis termasok peketja
menyikapi jika kerjadi persealan di bidang perselisthan hubuengan industrial.
LN samping ita, juga dalam undang-undang tersebut diatur mengenai
kewenangan pemerintah  dan  lembaga swasta  dalam  penyeicsaian

perselisihan hubungan industrial. Dan yang paling penting adalah
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bagaimana merumuskan prinsip-prinsip keadilan  kedalam  peraturan-
peraturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Berdasarkan pengkajian  teod  keadilan  dan keadilan  sosial
scbagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dibidang penyelesaian
perselisihan hubungan indusirial industrial, diperlukan sekurang-kurangnya
6 fenam} prinsip keadilan, antara lain;

1. Prinsip perlindungan hukum

2. Prinsip pemberdayaan

3. Prinsip keberpihakan

3. l-‘rinsip instilesionalisasi atternalif

Lb

Prinsip efekif dan efisien

&, Prinsip itikad baik.

Sebelum kami bahas lebih jauh mengenai prinsip-prinsip keadilan dan
keadilan sosial dibidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
maka sebagal prasyaratl atau prakondisi agar prinsip-prinsip keadilan
dibidang penyelesaian perselisihan industrial dapat berjalan efeictif dan
eficien maka perlu diperhatikan beberapa hal pokok, sebagai berikut
34.1. Kondisi Obyektif

Kondisi obyekbl yang perlu diperhatikan adalah; (1) bahwa Indoncsia

adalah negara industrial Artinya, schagian bosar masyarakat Indonesia
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khususnya pekerja sudah menpgantungkan  hidupnya pada sektor
perindusirian dan  perdagangan. (2] bahwa sektor penmclustoan dan
perdagangan scbagai seklor yang sangat wital, sudah barang tentu sarat
dengan muoatan  polilik.  Ketidakstabilan disektor perindustrian dan
perdagangan ini bisa menyebabkan kebdakskabilan polilik. Kaum pekerja
seringkali dicksploitast untuk kepentingan polilik golongan tertenlu yang
mengatasnaorakan pekerja. (3) bahwa kebijakan dJi bidang penvelesaian
perselisithan industrial dewasa ini, seringkalr dilakukan secara parsial. Ini
disebabkan oleh karena peraturan undang-undang di bidang peoyelesaian
perselisihan hubungan industral sudah Gdak sesuai dengan perkembangan
perckonomian dewasa inl yang rhovisty goickfy, frev macket dan free
CONTTERELFEHIT.
34.2, Karakicristik Pekerja

Kondisi kera pekerja khususnya peketja industri seperti kekstil,
garmen, makanan, dan lain-lam banyalk ditandai dengan kondisi kerja yang
mempribabinkan, Ada Hga sisi yang dapat dijadikan indikator untuk melthat
kondist kera pekera di dalam pabrik. Pertases, kepatubhan perusahaan
menjalankun jam kenja, Kedua, rersedianya sarana dan fasilitas kerja yang
aman dan memadai, Ketiza, kontral dan mekanisme organisasi pekerja vang

sangat ketat,
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Kecenderungan umum yvang terjadi pada beberapa indusm sepert
dikemukakan di atas, adalah pekerja bekerja dengan jam kerja vang panjang.
Verdi YusuP? dalam penclilian pembentukan angkatan kerja industri garmen
untuk ckspor di Bandung mencmukan bukb bahwa pertumbuhan niiai
ekspor garmen di Jawa Baral vang mulai menjulang sejak tahun 1980-an,
scsungguhnya terjadi karena penerapan jam kerja yang panjang Jdan tingkat
upah yang rendah. Hal vang sama terjadi juga dalam industri sepatu ekspor
di Bogor, Tangeran, Bekasi (Botabek). Sekalipun ada peraturan pemerintah
vang mengatur jam ketja bagl para pekerja, kebanyakan pabrk menerapkan
mekanisme lembur wajib dan lembor biasa, terutama bila mendekab
deadline pengiriman barang (chspor). Bagi pibak perusahaan terutama yang
menjalankan proses produksi dimana manusia melavani mesin, seperti pada
industri garmen dan schagian industri sepatu, memberlakokan kerja lembuor
{wajib dan biasa) lebib wenguntungkan darjpada menambah pekerja baru
dengan mekanisme pergiliran kerja. Hal i dischabkan karena mesin tidak
bercperasi terus menerus selama 24 jam, hanya pada waktu-waktu terteniu
kena mesin nen step. Untuk fipe kerja seperti ini, hagi pihak perusahaan

lebik memilih memperpanjang jam kerja pekerja.

I Bambang Kusumo, dkk, Merwiv Hubungan Feeburpfen Demokeatik, Lapera Pustaka
Dtama, 1998, b a2,
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Penyediaan sarana dan fasilitas serta keamanan kerja i dalam pabrik
lebih merupakan pemenvhan syarat formal pendirian suatu pabrik atau febih
untuk kepentingan pihak pabrik sendin, dan pada unhuk memfasilitasi
kepentingan pekerja. Dibeberapa pabrik sepatu khususnya bapgian teknis
press panas dan pencampuran bahan-bahan kimia tidak disediakan sarana
pelindung kenja yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya. Demikian
pula dalam gudang-gudang tembakau di Jember, masker yvang tersedia
jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan pekerja. Pekerja enggan
menggunakan alat pelindung kerja karena bdak nyaman digunakan dan
mengranggu Hime kerja mereka. Menurut pekerja-pekerja perempuan di
gudang-gudang tembakan, mereka menggunakan masker hanya pada " hari
penting”, yakni jadwal kunjungan rutin perugas [depnaker.

Sementara penyedizan zarana seperti bus, klinik, toilet, ambulans,
kantin, sarana ibadah selain jumlah dan kemampuannva seringkali tidak
memadai dengan rativ pekerja, pengadaan fasilitas tersebut lebih merespon
kepentingan pihak perusahaan. Pengadaan angkutan pekerja misalnya, tidak
selalu merupakan fasilitas bagi pekena tetapi lebih merupakan jaminan
kontrol perusahaan agar pekerja-pekerjanya dapat tersedia tepat waktu.
Untuk fasilitas seperti itupun, kecenderungan winuem menunjukkan bahwa

pekerja masih harus membayar untuk mendapatkan tasilitas itu, Fasilitas lain
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seperti klinik, umumnya dibangun sebagai prasyarat memenuhi aturan
formal atau merespon program pemerintah seperti KB, Dibanyak kasus
ternyata pengadaan klinik tdak dipersiapkan untuk membanty pengabatan
penyakit karena kerja. Sehingpa seringkali terdengar ejekan dan pekena
bahwa "sakit apapun obatnya hanya bodrek™,

Indikator lain yang cukup penting untuk melihat kondisi pekena
adalah organisasi kerja yang dibangun dalam perusahaan dan mekanisme
kontrol yang dijalankan didalamnya. Memahami organisasi produks berarti
memahami cara-cara perusahsan menempatkan dan  mengatur  para
pekerjannya, unitok tujuan efisiensi produksi. Umumnya pekerja operator
ditempatkan pada posisi yang marjinal, vakni pada posisi yang tdak
mengeril secara winh bagaimana proses produksi dalam pabrik dijalankan.
Dalam posisi seperh itu, bukan keahlian yang diperlukan, tetapi hanya
kondisi fisik saja. Cara ind dikenal dengan proses kerja “ban berjalan”.
Artinya seorang pekerja sepanjang nwavat kerjanyva hanva melakukan kerja
sate elemen kecll, yang berulang-ulang dan membosankan. Secara tidak
langsung, pckerja tersebut diisolasi dari sistem produlsi dan  sistem
sosialnva. Ini merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi secara

terselubung,
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Organisasi produksi vang demikian, dipadekan dengan mekanisme
kontrol yang ketat didalam maupun diluar pabeik menpdikan pekerja
terasing dari lingkungan sosialnya. Organisasi produksi yang demikian ind
sangat ampuh dalam upaya memecah beloh solidaritas pekerja,

Lirgensi prakondisi di ates tdak hanya berguna sehagai acuan dajam
menunuskan prnsip keadilan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan
inustrial, tetapi juga oenjadi trferensi prntiog dalam
mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan datam peraturan perundang-
undangan atau kebijakan-kebijakan pemerintah di sekbor tersebut. Sekurang-
kurangnya, prakondisi Jdi atas tentunya diharapkan menjadi stimulus menuju
pengaburan penvelesaian perselsihan hubungan tmelustrial vang  efelktif,
vhisien dan berkeadilan.

342 1. Prinzip Perlindungan ! lukum

Hukom dan keadilan bagatkan dua gisi mata dang yvang dapat
dibedakan tapi tidak bisa dipisabkan. Keadilan fdak mungkin dapat
dikonstruksikan tanpa menarikoya terlebih dahulu ke dalam asas-asas atay
prinsip-prinsip hukum. 1}alam hat @i, pengaturan techadap ponyelesaian
perselisthan  hubungan  industrial harus  ditempatkan dalam konteks
kepashan  hukum dan penegakan  keadilan. 13 Didang  penyelesaian

petsclisihan hubungan indusirial, hukum diboat atao Jdibentuk wuntuk
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mengatur akhivitas penyelesaian perselisihan hubungan induserial agar telap
berada pada koridot odainilai keadilan masyarakat khususova bagi para
pihak yang berselisth. Ini berari babwa  aluran hukum di bidang
penvelesasian perselisihan hubunpan industrial dibuat untuk memberikan
jaminan bahwa hak-hak dan kepentingan para pihak yang berselisih tidak
akan dilanggar baik olch para pihak vang berelisih maupun oleh pencgak
hukum dzlam penyelesaian perselisikan hubungan industrial,

Untuk i, prnsip perlindungen hukum  dalam  penvelesaian
perselisiban hubungan industrial mengacu pada dua hal pokok,

Fertarna, tersedianya aturan hukum vang mencerminkan rasa keadilan
para  pihak  yang berselisth. Suatu aturan hukum  dapat  dikatakan
mencerminkan rasa keadilan para pihak yang berselisily bilamana, (1) kaidah
hukum itu dibuat denpan melibatkan pekera dan pengusaha, dan (2
melindungi  kepentingan  pekerja  dan pengusoha. Contohnya,  adalih
“perjanjian kerja” vang dibuat clch pekerja dan pengusaha. Perjanjian kena
ini merupakan undang-undang bagi pembuatnva. Perjanjian kerja i
memuat mengenal svarat-syarat kerja. Syarat-syarat kerja ini dituangkan
dengan  menggunakan  prinsip  keadilan  “neminem fzodore”  (jangan
merugikan orang) dan “eeicuigue suwm tiboese” (berikanlah kepada seliap

orang apa yang nienjadi haknya). Dalam pembuatan perjanjian kerja ind
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dibutuhkan keterlibatan pihak ketpga dengan pertimbangan bahwa antara
pekerfa dan pengusaha dan segi sosial ekonomis tidak seimbang sehingga
hak dan kepentingan yang dituangkan dalam svarat-syarat kega bisa jadi
tidak seimbang pula. Keterlibatan pihak ketiga vang dimasud adalah senkat
pekerja dan pemerintah. Serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja
bersama dengan pengusaha atau gazbungan pengusaha membuat perjanjian
kerja bersama (kesepakatan kerja bersama). KKB yang menjadi dasar bagi
pembuatan perjanjian kera berfungsi untuk memberikan perlindungan bagt
para pihak. Syarat-syarat kerja yang ditvangkan dalam EEB i lebih
mencerminkan rasa keadilan karena yang membuoatnya adalab serikat
pekerja yang tentunya mempunyai kekuatan dan kemampuan yvang lebih
bevar dibanding pekerja perseorangan dalam menghadapi pengusaha. Dalam
hubungan dengan perjanjian kerja ini, terkait masalah penentuan hak yang
adil sebagaimana digambarkan dalam prinsip keadilan komutatf dan
distributif dari Arstoteles, Agquinas, Wollf dan prinsip keadilan Rawis
khususnya prinsip persamaan. Demikian juga  peraturan  perundang-
undangan dibidang ketenagakerjaan yvang «ibuat cleh pemeriniah yang
menjadi dasar bagi penboatan perfanjian kerja berfungsi untuk memberikan
perlindungan bagi para pihak. Contohnya, Fasal 96 ayat 2 Undang-undang

MNomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, bagi pengusaha
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vang mempeketjakan anak yang karena alasan tertentu terpaksa bekerja
wajib memberikan perlindungan. Ferlindungan itu meliputi:
2. tidak mempekerjakan anak lebih dan 4 {empat) jam sehacs;
b. tidak mempekerjakan anak antara pukwl 1200 sampai dengan
pukul the.(0;
c. memberikan wpah sesvai dengan ketentuan yang berlaku
sebanding dengan jam kerjanya;
. tidak mempekerjakan anak dalam tambang bawah tanah, lubang
di bawah permukaan tanah, tempat mengambil mineral logam dan
bahan-bahan galian lainnya dalam lubang atau tergwongan di
bawah tanah termasuk dalam airtidak mempekerjakan anak pada
tempat-tempat dan/atau menjalankan pekerjaan yang  sifat
pekerjaannya dapat membahayakan kesusilaan, keselamatan, dan
kesehatan kerjanya;
e, tidak mempekenakan anak di pabrik di dalam ruangan tertutup
Yang menggunakan alat bermesin;
. tidak mempekerjakan anak pada pekerjaan konstruksi jalan,
jembatan, bangunan air, dan bangunan gedung; dan
g. tdak mempekerjakan anak pada pemuakin, pembongkaran, dan

pemindahan batang di pelabuhan, dermaga, galangan kapal,
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stasiun, tempat pemberhenbian dan pembongkaran muatan, serta
di tempat penvimpanan barang atao gedung. (Fasal % ayat 3)

Yang dimaksud anak disind adalah orang laki-laki alae wanita yang
berumur kurang dart 13 {lima bulas) tahon {Pasal 1 angka 20}

Undang-undang Nomer 253 Tahun 1997 kentany Ketenagakeejoaan
mengatur perbndungan hukum bagi pekerfa dap pengusaha dalam Bab VI
mulai Pasal 95 sampai dengan Pasai 118 dibawah judul Peritndungan,
Mengrupahan dan Kesvjahleraan.

Eemudian perlindungan hukum bagl pekerja dan pengusaha dalam
kaitannya dengan penegakan hukum di bulang penyeiesaian perselisihan
hubungan industrial, berkaitan dengan kebutehan skan adanva institus
vang kedudukannya bebas dan mandiri {frrparfiality) dan pengaruh pihak-
pihak vang berperkara sesuvai denman prinsip “audi afferasm panient atau
“must give e siete ooty foo each party” dan juga bebas darg
pengaruh eksckutil (fndigrndence froum the exccutive powery dengan tajuan
agar terjamin penyclosaian yang jujur dan adil ({0 emsures o Sfr amd fosd
frial).

Bawk penanjian kerja, EED Jdan peraturan perundang-undangao di
bidang ketenagakerjaan vang menjadi dasar bagi penyelesaian perselisihan

hubungan industrial maupun kedudukan institusi penyelesaian perselisihan
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hubungan industrial yang sifamya bebas dan mandin, kesemuanya itu
dibuat atau dibentuk denpan tuppen mencerminkan rasa keadilan bagi
pekerja  dJan  pengusaha  dalam  penyclesaian  perselisihan  hubungan
industrial-

Kodua, adanya upaya-upaya fakbual baik dari pekerja dan pengusalia
maupun dar  penegak bhukum  yang signitikan dalam penyelesasian
perselisihan hubungan industrial. Misalnya kalau terjadi perselisihan maka
perselisihan ite diselesaikan meclatul cara musyawarah untuk mencapai
mufakat, lazim disebut proses konsiliasi atau penyelesaian secara biparht.
Penyelesaian il menghasilkan  wir-win sefufion, para pibak  saling
melindungi.

Dengan demikian, prinsip perlindungan hokaem yang  berintikan
keadilan dalam  penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial - dapat
terwujud dan berlangsung selama-lananya.

3422, Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan di bidang penyvelesaian perselisihan hubungan
industrial mengacu pada vpava pemerintah, agar para pihak khususnya
pekerna berkekuatan, betkemampuan, untuk mengatasi sendiri persoalan

terjadi di bidang penyeiesaian perselisihan hubungan imiustrial, yang pada
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aklirnya memberikan  pengaruk  vang signifikan  bagi  peningkatan
kesejahteraan pekerja dan kelvarganva,

Dalam ppaya memberdayakan kaum pekeria dan keluarganya, harus
dipahami betul bahwa pekerja tidak hanya perlu diberikan perlindungan
hukum terhadap hak-hak dan kepentingannya sebagaimana dikemukakan di
atas, tctapi juga perlu diberikan akses yang dapat digunakan pekerja unmk
meningkatkan kesejahteraannya seperti, abses pembentikan serikat pekerja,
akses dana dan pembiayaan, dan akses pendidikan dan pelahthan,

Akses di bidang pembentukan senkat pekega, misalnya dapat
ditemukan dalam PFasal 27 LUindang-undang Nomaor 25 Tahun 1997 entang
Ketenagakerjaan. IPasal 27 menyatakan bahwa sebap pekerja berhak untuk
membentuk dan menjadi angaota serikat pekerja. Tujuan pembentukan
serikat pekerja ini adalah agar pckerja lebih kvat memperjuangkan hak dan
kepentingannya dalam rangka meningkatkan kescjahteraannya, Unruk
mewujudkan tujuan ind maka pengusaha dilarang menghalang-halang,
pekenja membentuk serikad pekerja. Dalam Pasal 30 dinvatakan bahwa
pengtisaha dilatang menghaiang-halangi pekerja untluk membentuk dan
menjadi pengurus atau anggota serikat pekerja pada perusahaan danyatao
membentuk dan menjadi anggota gabungan serikat pekerja sesuai dengan

sekior usaha. lindakan pengusaha yang dapat dianggap menghalang-
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halangi pekerjanya untuk membentuk dan menjadi serikat pekerja, antara
tain:

4. pengusahaz melabukan mutasi terhadap pekerja yang berinisiatf
mendirikan serikat pekena atau gabungan senkat pekena,

b. engusaha hdak membayar wpah  kepada  pekerja vang
melaksanakan kegiatan serikat pekerja atau gabungan serikar
pekerja dan telah mendapat izin dari pengusaha.

c. Pengusaha Gdak memberikan kesempatan berupa wakta atau
fagilitas bagi pekege unluk mendirikan sertkat pekega atau
gabungan serikat pederpa.

d. dengan  berbagat  dalih, pengusaha melakokan pemubesan
hubungan kerja lerhadap pengurus serikat  pekerja  karena
melaksanakan tugas-hugas organisasi yang telah diatur dalam
perdfuran prrusahaan atau kesepakatan kerja bersama.

#. Tengusaha mengadakan kampanye dan  hHndakan  anh
pentbentukan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerpa.

L. VPengusaha mempengarubi pembentukan dan pemilihan pengurus
serikat peketja atan gabunpan serikat pekerja.

Akses di bidang dana dan pembiavaan, misalnya ditemukan dalam

Fasal 109 sampai dengan pasal 115 Undang-undang Nemor 25 Tahun 1997
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tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang kersebut dinyatakan bahwa
setiap pekenza  berhak memperoleh  penghasilan yang  layak  bagi
kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasdan dimaksud pemerntah
menetapkan perlindungan pengupahan bag pekenja dalam bentuk upah
minimun atas dasar kebutuhan hidup layak. Perlindungan pengupshan
dimaksud meliputi:

a. upah mimmun;

b upah kega kembur;

c. upah bdak masuk kerja kavena sakit;

d. upah lidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar

pekerjaan; dan

g.  upah karena menjalankan hak waktu istirabhat kenja.

Akses uli bidang pendidikan dan pelatihan ditemtkan dalam Pasal 119
sampai dengan Pasal H2 Undang-undang Nemoer 25 Tahun 1997 tenlang
FKetenagakerjaan. Talap undang-undang tersebut dinyatakan bahwa sctiap
pekerfa berhiak  unluk memperoleh  pelatiban kega, Pelatihan  kerja
diselengparakan dan disrahkan untuk membekali, dan mengembangkan
keterampidan atau  keahlian kerja sesmal dengan bakat, minat, dan

kemampuannya guna meningkatkan  produbkbivitas, dan  kesejahteraan

pekerja.

Friswpp Kecudoleon Padane FEHT 165



DISERTASI PRINSIP KEADILAN DALAM... MUHAMMAD SYARIF

Prinsip pemberdayaan ini sejalan dengan prinsip teon keadilan john
Rawls, khususnya prinsip kedua {the difierens principies), dan prinsip dasar
mengenai preferensi negara sedang berkembang yang diatur dalamy GAT'T,
yang sama-sama menghendaki agar golongan tertentu {pekerja) harus dibeni
kemampuan atau kekuatan unluk tumbuh dan berkembang, sepert halnya
golungan masyarakat yang lebih dahulo mencapai tingkat kesejahteraan
fpengusahal.

Jika pemerintah bdak melakukan upaya-upaya yang dapat
memberdayakan kaum pekerja maka pemerintah itu berlaku tdak adil
terhadap golongan pekerga,
3.4.2.3. Prinsip Keberpihakan

Mrinsip keberpihakan di bidang penyelesaian perselisihan industrial
sebenarnya hdak jaub berbeda dengan prinsip pemberdavaan. Frinsip
keberpihakan  merupakan  pencgasan  lebth  lanjut  terhadap  prinsip
pemberdayaan dan perlindungan pekerda. Dalam prinsip ini, pemerintah
dituniut untuk mengambil kebijakan secara konkret vang isinva benar-benar
menguntungkan pihak pekerja. Minimal, peraturan atau kebijakan vang
dibuat oleh lembaga yang terkait tidak merugikan pekena.

Keberpihakan kepada pekerja adaiah kepedulian dan upaya vang
sungguh-sungguh  untuk  meningkatkan  kesejahteraan pekerja  dengan

menggunakan instrumen publik, baik dalam bentuk peraturan perundang-

Privgtr Keaddlan adawy PENT |



DISERTASI PRINSIP KEADILAN DALAM... MUHAMMAD SYARIF

undangan mauvpun kebjjakan-kebijakan publik dan program-program
pemnerintah lainnya,

Dalam salah sam tlisan Lalu Husni® dijumpai adagium yang
berbunyi “pekerja adalah tulang punggung perusahaan”. Adagiom ini
nampaknya biasa saja seperti tidak mempunyal makna, tetapi kalan dikaji
lebih jaub akan kebhatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai rulang
punggung, karena memang dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa
adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa jelan. Adagium ini
sejalan dengan hakikat hukum ketenagakerjaan yang mana didalam
ketentuan-ketentuannnya selalu memihak kepada pekerja,

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan
masyarakat dan dengan memperhatikan hakikat hukum ketenagakerjaan
dimaksud, maka perly dilakukan upaya-upaya agar pekerja dapat terjamin
zosial ekonominya, kesehatan dan keseiamatannya dalam  melakukan
pekerjaannya.  Pemdikiran-pemikiran  ilu merupakan  upaya-upaya
keberpihakan terhadap pekerfa yang dalam prakiek sehari-hari berguna

untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

A Zaival Astkin, dkk, Dasir-Dasar ffvkem Perbunaan Raja Grafindo Persads, Takarta, 1997,
h.75.
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Keberpihakan terhadap  pekerfy  dapat  dilakukan baik  dengan
memberikan tuntunan maupun dengan jalan mengaturmya medaluy peraturan
perundang-endangan di bidang ketenagakerjaan.

dMenurut Kartasapoetra,’! ketentuan-ketentuan keberpihakan terhadap
pekerja ini mencakup: {a}. Norma Keamanan Kenja vang meliputi: keamanan
kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses
pengerjaannys, keadaan tempat kerja dan lingkunyan serta cara-cara
melakukan pekerjaan, (b}, MNorma Keselamatan, Kesehatan Kerja dan
Heigiene Perusahaan yang meltiputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat
kesehatan pekerjaan dilakukan dengan mengatur pemberian obat-batan,
perawatan tenaga kerja vang sakit, (¢}, Norma Kerja vang meliput:
keberpihakan terhadap pekerja vang bertalian dengan sistem pengupahan
dan kesejahteraan pekerja guna memelihara kegairaban kerfa yang menjamin
daya guna kerja yang tinggi.

Kelentuan-ketentuan, mengenai keberpihakan ini dapat dilibat dalam
Undang-undang Momor 25 Tahun 19497 tentang, Ketenagakerjaan dalam Pagal
9 sampail dengan Fasal 107 mengenai keberpihakan dalam  bidany
kvamanan kerja, dalam Pasal 108 dalam bidang kesclamatan dan kesehatan

G, Karasapoera dkk, Hekom Berburefn T feloneste Bordasarkan Pancastls, Bina
Ahsara, 1986, h. 76
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kenja, moral dan kesusilaan serta agama, dan Pasal 109 sampai dengan 118
dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Prinsip keberpihakan ini sejalan dengan prinsip tecri keadilan John
Rawls, khususnya prinsip kedua (#he differant principles), yang sama-sama
menghendaki agar pekerja harus diberi kemampuan atau kekuatan untuk
tumbuh dan berkembang seperti hzlnya pengusaha yang lebih dahulu
mencapai tingkal kesejahteraan.,

Keberpihakan kepada pekerja selama belum berlakunya Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1997 id hanya menjadi komuoditas politik, tetapi
kurang diwujudkan dalam peraturan  perundang-undangan. Padahal,
keberpihakan kepada pekerja merupakan “condition sine qua pon’ bagi
penegakan keadilan di era indusirialisasi dan globalisasi dewasa ini.

3.4.24. Prinsip Institusionalizasi Alternatif

Prinsip institusionalisasi alternatif ini berfujuan menyediakan pilihan-
plihan kepada pekerja dan perpgusaha untuk menyelesaikan perselisihannya
dengan maksud agar pekefja dan pengusaha  tidak “terjebak” dalam
lembaga-lembaga formal penyelesaian perselisihan hubungan industrial
seperti lembaga 4 dan lembaga peradidan, vang terkesan dalam
penyelesaiaan persclisihan menggunakan wakiu yang lama, biaya mabhal,

dan lain-lain yang sifatnya negatif.
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Prinsip institosionabisasi alternatid memboka peluang vang seluas-
luasnya kepada pekega dan pengosaha untuk membih lembaga-lembaga
penyelesaian perselisihan hubungen indosteial vang sifatnye efektit dan
visien sehingpa para pihak yong bemselisih kKhususova pekerja dapat
moemperoleh mamfaat aras kehadiran lembaga albernatit tersebrat. Pekerja dun
pengusaha sesuai dengan sitat dan daodisi dimaoa terjedi perselistlian
hubunpan industrial yang dialaminya dapat rmemilih lembaga alternatif vany
mana yany: dirasakien membeel wantaut dan embaga vang maoa yaog harus
mereke tinggalkan karena tidak bermanfaat bagi kepentingannya. Dalam
Pasal 57 sampai dengan Pasal 70 Undang-undang Nomor 25 Tahan 147
tentang Ketenagakenjaan mengatur hal ini.

Ltalam  pasal 37 dinvatakan babwa bidamana termadi persclisithan
hubungan industral maka pihak vang berselish dapat ownempub jalan
penyelesaian melalui jalur pengadilan atau jalurc du luar pengadilan falur di
luar pengadilan sebagaimana dimaksud dapat ditempub melalad arbitrasi
atant ordiasi.

Fenyelesaian perselisiben hubungan indostrial oleh arbitrasi hanva
dapat dilakukan atas dasar kehendak dan kesepakatan para pihak vang
berselisih. Kehendek dan kesepakatan para pibak yaog berselisih dimaksucd

dinvatakan secara tertuli= dalam surat peranjian. Pengambilan keputusan
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oleh sidang arbitrasi dilaksanakan berdasarkan hukum, keadilan, dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan arbirasi
mempunyai kekuatan hukum vang mengikat para pihak yang berselisih dan
merupakan keputusan yang bersifat akhir dan tetap (final and Sending,
Sedangkan penyelesaian perselisithan hubungan industrial melalui mediasi
dilzkukan atas dasar permintaan salah satu atau kedua belah pthak yang
berselisih, Fermintaan dimaksud disampaikan secara tertulis kepada pegawal
perantara yang bertindak sebagai mediator. Yang dimaksud pegawal
perantara disind adalab pepawal teknis dan imstapsi vang membidangi
ketenagakerjaan vang diangkat oleh menten yang bertangpung jawab
dibidang ketenagakerjaan.  bMediator melakekan  sidang  mediasi dan
menyeclesaikan tugasnya dalam waktn paling [ama 30 (tiga puluhb) bari kerja
sejak menerima permintaan penyelesaian perselisithan hubungan industrial.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dinyatskan dalam bentuk
persetujuan bersama yang dibuat oleh mediator dan ditandatangani oleh
mediater dan para pihak yang berselisih. Para pihak vang berselisih tunduk
dan melaksapakan persetujuan bersama tersebut,

Dengan demikian, maka bdak ada menopoli kelembagaan di bidang
penyelesaian  perselisikan hubunpan  industrial  karena  pekerja  dan

pengusaha diberikan kesempatan yang sama cdlan seluas-luasnya untuk
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menentukan sendiri pilihan kelembagaan mana yang menurut penilaian
pekerja dan pengusaha vang bersangikutan dapat memnberikan manfaat atau
keuntungan. Namun demikian dalam hubungan ini tdak berarti bahwa
pemerintah “lepas tangan” terhadap persoaian kelembagaan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, karena apabila pekerja dan pengusaha
tidak menggunakan lembaga alternatif tersebut, maka lembaga penyelesalan
yang formal yang telah disiapkan oleh pemerintah seperti lembapa P4 dan
pengadilan harus digunakan,
3425, Prinsip Btekif dan Efisien

Prinsip efektit dan efisien merupakan prinsip vang tidak kalah
pentingnya di samping prinsip-prinsip penyelesaian perselisihan hubungan
industrial  lainnyva. Prinsip ini merupakan penegasan  dari o prinsip
ishitusionalisasi penyelesaian alternatif. Dalam prinsip efisien dan ebekiif,
yang perlu digansbawahi adalah kahwa kerugian vang terbesar vang banvak
wrenampa pelaku produksi barang dan jasa, utamanya peketja adalah karena
sistem dan proses penvelesaian perselisinan hubungan industrial yang
selama ini digunakan baik melaiui lembaga P4 maupun lembaga penpadilan
Hdak efisien dan efektif. Efisiensi dan efekbivitas dalam bidang penyelesaian

perselisihan hubungan industhal, sekurang-kurangnya ditujukan dalam
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memanfaatan wak dan biaya serta berkaitan dengan sasaran akau bupuan
vang hendak dicapai dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

Oleh karena itu, agar pengaturan dan pelaksnaan penyelesaian
perselisiban hobungan industrial dapat berdaya guna dan berbasil guona,
maka pengaturan penyvelesaian perselisihan hubungan industnal tidak bisa
lagi dilakukan secara terpusat atau sentralistik melalui proses penyelesaian
melalui lembaga pengadilan dan lembaga P4 tetapi lebib diprioritaskan pada
proses  penvelesaian melalul cara musvawarah (penvelesaian melalo
lembaga biprartit), atan melaloi penyclesaian di lwar jalur pengadilan
{penyelesaian melaui lembaga tripartit).

M samping itu, semuwa komponen Yyang terlibat dalam proses
penyelesatan  perselisihan hubungan indusirial baik pekerja, pengusaha
rmavpun pemenntah. harus mempunyat persepsi vang sama yakn' bahwa
prinsip cfektititas  dam  ehsiensi penvelesaian  perselisiban  hubungan
indusirial ini diperuniukan bagi peninpkatkan kesejahteraan para pihak vang
berselisth khususnya pekerja.

3.4 2.6, Prinsip Iikad Baik

Prinsip itikad baik {(good facefi) adalal prinsip vang menekankan pada

ntat baik yang berada di belakang pembuat peraturan atau kebijakan

pemerintah di bidang penyeiesaian persclisihan hubungan industrial, selain
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ita juga harus ada idkad baik dari pekerja dan pengusaha dalam inheraksinya
demgan peraturan atan kebijakan pemerintah tersebut.

Beberapa alternatif penyelesaian perselisiban hubungan industrial
yang telah disiapkan lidak akan ada manfaatnya jika itikad baik para pihak
yang berselisih dan pemerintah tidak baik. Bagaimana pun sebuah sistem
dan proses yang telah dibangun pashi ada celah-celah yang jika tidak
dilandasi cieh itikad baik, maka celah-celah tersebut dapat dipunakan untuk
dan menipbulkan ketidakadilan secara keseluruhan.

Pemaniaatan secara tidak bertanggung jawab celah-celah sistem dan
proses penyelesaian perselisihan hubungan indusirial tidak hanya merugikan
pibak-pihak yang beritikad baik, tetapi juga menimbuikan ketidakadilan
serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pengaturan
hukom di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh
karena itu, prinsip itikad baik meskipun lebih cenderung masuk wilayah atau
aspek moral akan tetap harus cdimasukkan sebagai  prinsip-prinsip
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkeadilan sosial,
sebagai kaidah penilaian dalam sebuah peratwran perundang-undangan,
khususnya undang-undang penyelesaian perselisthan hubungan indusirial.

Dengan mengacy pada prinsip itikad baik, diharapkan bahwa

meskipun peraturan atau kebijakan pemerintah yang mengatur penyelesaian
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perselisinan hubungan industrial nanbiaya masih banyak kekurangan atau
kelemahan-kelemahan daiam perumusannya, namun jika pembuat peraturan
atau kebijakan dan para pihak yvang berselisih memiliki itikad bail, maka
niscaya persualan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat
diselesaikan secara seadil-adilnya.

Dalam hubungan ind, prinsip keadilan sosial dalam  pengaturan
hukum di bidang penvelesaian perselisihan hubungan indostrial dapat
didihat dari tiga dimensi. fertama, dimensi ckonomi. Keadilan dalam
pemaknaannya yang paling awal adalah bernuansa ekonomi. Frinsip jangan
merugikan orang lain [Aeminem f2edere) dan berikan kepada selap crang
apa yang menjadi hakova (uricumgue sum ibeersd) vang dikenal sepak
zaman Stoa merupakan bukbi bahwa keadilan di bidang penyelesaian
perselisihan hubungan indusirial telah lama diperjuanykan. Qieh karena b,
setiap aktivitas di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industreal
sevogianya dibangun atas prinsip mencari keunlungan namuon bidak
merugikan orang lain {w/in-win sofution). Kedua, dimensi vuridis, Keadilan
merupakan prinsip hukum atau bahkan ide hukum {recfits fdoed Ini berart,
gitacita bukum vang bersifat universal adalzh keadilan, di samping
kepatutan dan kepastian hukum, Mamun semua il dimaksudkan tidak lain

untuk mewujudkar keadilan bagi para pihak yang berselisih. Vengan
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demikian, keadilan adalah “hulu” dan “muara”, arlinya keadilan merupakan
dasar sekaligus tujuan yang hendak dicapai dalam pengaturan penyeiesaian
perselisihan lhubungan industrial pada khususnya dan peraturan perundang-
undangan pada omumnya. Ketipd, dimensi moral. Eeadilan merupakan
syarat dalam pelaksanaan sikap baik, sebaliknya sikap batk menjadi dasac
mengapa seseorang bersedia bersikap adil, Int berarti, di dalam dizi setiap
orang tertanam perasaan keadian yang membawanya pada suatu penilaian
terhadap faktor-faktor vang berperan dalam pembentukan hukum, termasuk
hukum di bidang penyeiesaian perselisiban hubungan industrial.

Akhimya, keadilan sebagai konsep sepert vang telah diuraikan di atas
adalah  keadilan yang hanya berada dalam dunia “soffen” Untuk
mewujudkan dalam dunia “sedn” atauw kenyataan, maka selain konsep-
konsep keadilan itu harys ditumuskan ke dalam peraluran perundang-
undangan dan kebijakan-kebipkan publik [atnnva, juga harus ditumbuhkan
komitmen dan konsistensi dalam  merealisasikan dunia tde ite dalam
kehidupan sehari-hard. Oleh karena ftu, pengatoran hukum (hukuem materiid
dan hukum formil) di bidang penyelesaian perselisiban industrial harus
dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan sosial sebagaivnana dimaksud di
atas. Ltk tw hekum yang dikehendaki dalam proses penyelesaian

perselisihan hubungan industrial adalah hukum yang responsif, hukam yang
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merespon tuntutan para pibak yang berselisih khususnya pekerfa dafam
bidang perlindunpgan, pemberdayaan, dan pemibakan, serta hukum vany
membangun  institusi alternatif peoyelesatan perselisihon hubungan
industrial yang memberikan pilihan-pilihan bagi para pihak yang bersclisih
dalam penvelesaian vang efektl dan efisien. Semua it akan berhasil dengan
baik jika ditunjany deagan prinsip itikad baik cleh para pihak vang berselisih

dan pemerintah.
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BAB 4
LIPAY A PENYELESAILAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DI [NIXONESIA

Hubungan industrial, berpotensi menimbulkan perbedasn pendapal,
bahkan perselisihan antarz pekerja dengan pengusaha, Perselisihan di bidang
hubungan industrial yang selama it dikenal dapat tegadi menpenai hak
vang telah ditetapkan ztau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum
ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, kescpakatan
kerja bersama, maupun peraturan perundang-undangan. Perselisihan
hubungan industrial dapat pula discbabkan oleh pemutasan hubungankera.
Sefalan dengan cra pasar bebas dan demokralisasi dalam dunia industri yang
diwujudkan dengan adanya kebebasan untul berserikat bagi pekerja, maka
jumlah serikat pekerja di satu perusabaan hdak dapat dibatasi. Persaingan
diantara serikat pekera di satu perwsahaan ind dapat mengakibathan
persalistban diantars senikat pekenja yvang pada umumnya berkairan dengan
masalah keanggotaan Jan keterwakilan didalam perundingan pembuatan
kesepakatan kerja bersama,

Peraturan perundang-undangan yang sclama ini dijadikan dasar
hubum penyelcsaian perselisihan hubungan industrial dirasa tidak dapat lagi

mengakomodasi  perkembangan-perkembangan yang  terjadi.  Undang-
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Undang MNomor 22 Fahun 1957 hanya mengatur penvelesaian perselisthan
hak dan perselisihan kepentingan secara kolektif, sedangkan penyelesaian
perselisihan  hubungan  industnal pekena  secara perorangan belum
terakomodasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, ternyata tidak efektif
lagi untuk mencegazh serta menangpgulangi kasus-kasus pemutusan
bubungan kerja. Hal ini disebabkan karena hubungan antara pekerja dan
pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakabin para pihak
uniok mengikatkan diri dalam sualu hubungan kerja. alam hal sabhy pihak
tidak menghendaki lagi untuk enkat dalam huebungan kerja tersebut, maka
sulit bagi para pihak untuk kbp mempertahankan  bubungan yang
harmonis. Oleh karena ito, perlu dican jalan keluar yang terbaik bagi kedua
belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaiannya.

Hal lain yang sangat mendasar adalah dengan ditetapkannya putusan
P41t sebagai obyek sengketa Peradilan Tata Usaha Nepars, schagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nemor 5 Tahun 1986, 1engan adanva
kelentoan ini, maka jalan yang harus ditempuh baik oleh pekena maupun
pengusaha untuk mencan penyelesaian yang berkeadilan menjadi semakin
panjang.

[emikian juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tidak

memberikan jatan kelvar mengenal penyelesaian persclisihan hubungan
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industrial. i7al ini disebabkan tidak elasnya kedudukan dan kewenangan
embaga Penyelesaian Perselisiban Industrial sebagai institusi vang dilweri
kewenangan menyelesaikan  perselisihan hubungan  industrial,  apakab
sebagai pengganti P4 vang sifatnya arbitrasi wajib atau pengadilan khusus

atau kamar khusus dalam lingkungan peradilan umum.

41.  Dua Kelompok Perselisihan | lubungan Industrial

Terdapat dua kelompok perselisihan hubungan industrial, vakn
1.  Conffict of Right. lagim discbut Kecfitsgescind, atau Perselisihan Hak,

2. Confiict of Interost lazim disebut Befangengeschrl atau Perselisihan
kepentingan.

Kedua kelompok perselisihan hubungan induosttial  dimaksud
dirumuskan dikala masih berlakunva Undang-undang Momor 227U ahun 1957
tentang Penyelesaian  Terselisihan Perburuhan. Dalam Undang-undang
Mumuor 22 Tuhun 14957 dicumuskan, babwa perselisiban perburuhan (fabour
cdisfrried adalah:

]

..... pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan
serikat burub atau golongan senkat buruh berhubung dengan tidak
adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, svarat-svarat
kerja dlan/ atau keadaan perburuban,.,”

Fasal 1 angka 1& Undang-undang MNomor 23 tabwn 1997 tentang

Ketenagakeriaan, merumuskan perselisihan hubungan indusinal adatah
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persclisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja
atau serikat pckerja atau gabungan serikat pekerja karena ketiadaan
persesuaian paham mengenai pelaksanaan syarat-syarat kenja, pelaksanaan
norma kerja, hubungan kerja dan/atzu kondisi kerja.

Disimpulkan, bahwa conffict of right frochisgeschil), atau perselisihan
hak meliputi tdak adanya persesunaian paham dari dua pihak dimaksud
mengenai hubungan kerja, syaratsyarat kerja, pelaksanaan syarat-syarat
kerja, pelaksanaan norma kerja dan hubungan kena, sedangkan comficd of
inferest (befangengeschirf), atae perseliziban kepentingan meliputi ketiadaan
persesuaian paham mengenai keadaan perburuhan dan kondisi keadaan
kerja.

Menurut [man Soepomo,! manakala yang diperselisthkan adalah
hubungan kerja maka hal dimaksud diatur atau ditetapkan dalam perjanjian
kerja, perjanjian perburuhan {kescpakatan kerja bersama/C1O0, petaturan
majikan  fbedriffereglement),  scrta peraluran perundang-undangan
ketenagakerjaan: tegasnya pelanggaran  atay  pengingkaran  techadap
perjanjian, aturan dan penstapan. Perselisihan sedemthian, biasanya disebut
perselisihan hak atawn rechifsgeschid lazim disebut pule conffict of right

iY¥katakan pula, manakala vang diperselisihkan adalah syarat-syarat kerja

U lwvany Sowrprammes LI Ot 1976, b 100
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dan/atau keadzan perburuhan maka perselisihan sedemikian merupakan
perselisihan kepentingan atan befangergeschil lazim disebut pula confinct of
rHerest

Bagi lman Soepomu,! Hdak adanya persesuaizn paham mengenai
syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan biasanya berupa funtutan-
tuntutan perubahan serta perbaikan keadaan ekonomis serta akomodasi yang
lebih baik, Conboh tuntutan perbaikan svarat-syarat kera adalab kenaikan
upah, pemberian cuti yang lebih banyak sedangkan tunhstan perubahan serta
perbaikan-perbaikan keadaan perburuhan berpaut dengan hal pembernan
cuti disertai pembayaran upah peouh pada ketika isteri pekerja melahirkan,
menghitankan anak dan takkala keluarga pekerja meninggal.

Hagi Hadi Muntoro,* tuntutan serikat pekerja yang tidak terpenuhi
sehubungan dengan pendirian gedung sckolah, perkantoran serikat pekerja
dan lapangan olah raga tergolong perselisiban kepenlingan  atau
bedansenyresc il

Pencliti perle menpelaskan, bahwa terdapat perbedaan pendapat Laica
bMarzuki dalam tulisannya mengenai Mengenal Karsklerisbik Kasus-kasos

Perburuhan dengan [man Socpomo dalam bukunya Hukum Perburuhan

¢ Iman Seapomo [1I, foc ot

* Hadi Muntoro, Lindang-undang Darurar Femtang Fenpefessian Fomafisiuny Peeprmfen
{Nomor & Tahun 1957, L 51880 Majzlah Hukum dan Masyarakat, Tahun ke [, donkor
2, b5, Jakarta, 1958, h.37.
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Bidang Ancka utusan {4} tentang terminus syarcal-syaral kena. [aica
Marzuki mengelompokkan syarat-svarat kerja sebagai kasas contfior of rigfit
frechitsgeschil, perselisihan hak) karena dipandangnya syaratsyarat kerja
sebayai substansi perjanjian kerje (KKB/CLASCLO). Sebaliknya, selama i
Iman Socpomo mengelompokkan syarat-syarat kerja sebagai kasas comdfios of
frferest fhedangengeschl, perselisihan kepentingan), Bagl lman Socpuma,
syarat-syarat kerja termasuk tuntutan perubahan serta perbaihan keadaan
ckonomi dan akorvrdasi yang lebih badk,

(apat disimpulkan, terdapat dua macam karakberistik perselisthan
industrial, yakni: Pertama, kasus confiict of right frechisgeschr, perselisihan
hak} wang berpaut denpan tidak adanya peesesuaian paham mengenai
hubungan kera. Perselisihan scdemikian menitikberatkan aspek hubkum
{rechfmatizhend) dan permasalaban, utamanva oenyangkat pencederaan
jamji {wwnprestatsy echadap perjanjian kerja {termasuk KKR/CLACTLY
serty pelanggaran peraturan pecondang-undangan ketenagakernan. Kedfui,
kasus  perselisihan  conflier  of  dnterest fbelangengeschil,  persedisihan
kepentingan) vang  berpaut dengan tidak  adanya pemsesuaian puabam

mengenal keadaan perburuhan, utamanya menyangkut perbaikan ckonomis
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serta  akomodasi  kehidupan  para  pekerja.  Perselisihan  sedemikian
menitikberatkan aspek doelmatigheid permasalahan.®

Berdasarkan perbedaan karakteristik dan dua kelompok perselisihan
hubungan industtial dimaksud maka secara hukum, penanganan kasus-
kasus confdict of right (sechsgeschii  perselisihan hak} merupakan
kewenangan peradilan umum atau lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial (Panitia Penyelesaian Perselisihan Verburuhan/Fé)
sedangkan penanganan kasus-kasus condlics of intercst {belangengesciil,
perselisihan kepentingan} merupakan kewenangan lembaga penyelezaian
perselisihan hobungan industrial {*4), Hidak termasuk kewenangan hakim-

hakim perad il unm.

42 Kedudukan dan Kewenanpan Panitia Penyelesaian Perselisihan
Ferburuhan {P4}/Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industnal
Perselisihan Hubungan Indusirial dapat ditangam Fengadilan MNegen

{Peradidan Umum) namun dapat pula diajukan kepada Paniba Pepyelesaian

Perselisihan VPerburuhan (F4). Dengan diberlakukannya Undang-undang

Nomeor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, maka perselisihan hubungan

industrial ditangani Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial. Pasal 72

R |

1laica Marzuki 1L, Ol b 33-54,
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Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 mepectapkan bahwa Lembaga
Penyelesaian Perselisihan Industrial bertugas menyelesaikan persclisihan
hubungan industrial.

Pasal 73 ayal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 menvtaphan
bahwa sebelum terbentuk Lembaga Penyelesaian Perselisthan Industrial
maka Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburvhan Daerah (P4D) dan
Panita Penyelesaian  Perselisihan  Ferburuhan  Fusat  (M4FP)  tetap
melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial balal
dibentuk dan diatur dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 {Fasal 73
avat 2.

Adalah menarik pengamatan peneliti bahwa selama ini, perselisithan
hubungan industial dipandang uvleh sebagian warga masyarakat, hanva
ditangani Fanitia Fenvelesaian Merselisihan Perburuhan (P4). Hanya sedikit
kasus perselisihan hubungan industrial dibawakan ke pengadilan negeri
{peradilan umum), padahal persclisiban hubungan industrial sejak semula
ditangani pengadilan.

bMaraknya kasus-kasus confict of interest fbelangengeschifl dimasa

tahun dwapuluhan menyadarkan pemerintah 1lindia Belanda bahwasanya
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kasus-kasus sedemikian tidak dapat ditangani pengadilan negeri (peradilan
umum}.

Kasus-kasus condict  of interest  [belangengeschil]  bersifat
doelmatigheid, sifatnya non hukum, bdak rechimanicheid sehingga ddak
mungkin dibawakan kepada hakim-hakim perdata di pengadilan negeri.
Pemberian kewenangan (kompetensi) penanganan kasus-kasus perselisihan
hubungan industrial kepada badan dilvar peradilan umom adalah bermula
dengan terjadinya pemogekan besar dikalangan pekerja kereta api pada
sebitar awal tahun duapuluhan 4i pulau Jawa. Pada tanggal 26 Februari 1523,
Pemerintah  Hindiza Belanda memberlakukan Regefig  van  de
Verzoeningsraad voor oo Spoor en Tramweswnn op fava en Madura
{mstaatsblad 1023 ne. 80} guna menyelesaikan perselisihan perburuban pada
perusahaan-perusiaan kereta api serta tram di pulau Jawa dan Madura.
Berdasarkan peraturan tersebut maka pemerintahan jajahan membentuk apa
vang dinamakan verzoeningsraad (= dewan pendamai), yang diserahi
kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan perkeretaapian
dan tram dikala itu. Peraturan ini kemudian disempumakan dengan
Staatsblad 1926 Nomer 224, Pada tanggal 24 Nopember 1937, ketenhian
staatsblad 1923 nr, 80 tersebut kemudian diganti dengan peraturan baru yang

berlaku untuk seluruh Hindia Belanda, wvakni Regefing van  de
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Vierzoeningsraad voor de Spoor en Tramwesen in indonesic, Regelingbesiuit
nr. 31, Staatsblad 1937 dan disempurnakan lagi dengan ketentuan Staatshlad
1937 o, 624.

Pada tahun 1939, pemerintah jajahan memberlakukan Staatsblad 1939
nr. 407 yang pada pokoknya mengatur penyelesaian perselisihan perburuhan
pada perusahaan-perusahaan swasta non perosahaan kersta apt dan tram.
Mada ketika itu, dibentuk komisi scmacam dewan  pendamai
(verroeningsraad) yvang diserahi kewenangan menyelesaikan perselisiban
perburuhan namun hanya terhadap perkara perselisihan kepentingan,
sedangkan bagi perkara perselisihan hak tetap dibawakan kepada
Residentierochter (peradilan umum). Ketenhuan Regefdngsbesivit nr. 407
tetap berlaku hingga pada saat kemerdekaan Indonesia,

Ffada tanggal 20 Oktober 1950, Menteri Merburuhan mengelyarkan
instruksi nomor IFBU 1022-45/1) 40591 yang meletakkan pengaturan fentang
cara penyclesaian  perselisihan perburuhan  yang  bersifat  perantara
{mediation} atau perdamatan {coacifadion), dan jika dikehendaki oleh para
pihak yanp beowlisih maka terhadap mereka diadakan arfitrase Gejolak-
gejolak  dari pelbagai perselisihan perburuban vang al menimbulkan
serangkaian  aksi pemogeokan  lelah  dipandangy membawa  suasana

kegelisahan, kerawanan serta gangsuan terhadap ketertiban umum dikala
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itu, Hal tersebut memyebabkan diberlakukannya Peraturan Kekuasaan
Militer Momeor 1 Tahun 1951, yang pada pertama kalinya menyerahkan
kewenangan penznganan penyelesaian perselisihan perburuhan kepada
suatu kepanitiaan yang kemudian dikenal dengan nama Panitia Penyelesaian
Perselisihan PPerburuhan (P4). Pada tanggal 17 September 1951, peraturan
Militer dimaksud diganti dengan pemberlakuan Undang-undang Dharurat
nomer 16 tkhun 1951, yang menyerahkan kewenangan penanganan
penyelesaian  perselisinan  perburvhan  kepada  Pamatia  Penyelesaian
Perselisihan Perburvban {P4), namun belum ternyata diikut sertakan unsur
majikan fpengusaha dengan pekerja dalam keanggotaan kepanibaan (P4)
dimaksud. Pada tanggal 1 Juli 1958, mulai diberlakukan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, yang
pada pertama kalinya mengikut sertakan unsur majikan/pengusaha dengan
pekerja di dalam keanggotaan Panitia Fenyelesaian perselisihan Perburuhan
((P4) berdasar komposisi unsur tripartit. Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan {P4) diserahi kewenangan guna memeriksa, memutuskan dan
menyelesaikan perkara perselisthan perburahan, yakni baik terhadap

perkara perselisihan hak maupun bagi perkara perselisithan kepentingan.’

! I Made Samiana, Fenyelesaian Ferselisitan ferburefon di indonesia, Majalah Cakrawala,
Nomeor 2. Tahun X0, Jekarta, 1980; likat pula Emanud Sujatmoke, Penvelesaian Songhets
Ferburpfipn setah Terbentukinya Peradifan Tats Usilia Negara, Yuridika, Nomor 2-3,
Tahun V], Surabaya, 1997, h, 139,
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Sebagaimana  lermyata,  penyerahan  kewenangan  penanganan
penyelesaian petsclisihan perburuhan kepada badan diluar peradilan nmum
di kala tahun 1923, elah ternyata membernkan kewenangan hukem tersendin
{dalam arb bifmandere mechissfeery kepada badun non peradilan umom
dimaksud untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan  perkara
perselisihan tertentu vang dikenal dengan nama perselisihan kepentingan
{belangengesciunl conffict of interest).

Hakim-hakim perdata dalam lngkongan peradilan umum  tdak
berwenang memeriksa, wmemutuskan dan  menyelesaikan  perkara
perselisihan kepentingan, mengingat Fondamentum Fetendr dan perkara
sedemikian tidak berpaut dengan rechimatigheid tapi bersifat doefmatgsherd.
iman Scepomo {1976 : 11), berpendapat bahwa jusitu untuk menampuns
perselisihan semacam itu, denpan menghindarkan saling tekan menekan atan
hantam menghantam maka dahulu dengan Undang-undang Dararat Nomor
16 Tahun 1951 dan kemudian dengan Undang-undang Nomor 22 Tabun
1957, dibentuk panitia penyelesaian perselisihan perburuhan vang pertama-
tama dan terotama bertugas dan berwenang menyelesaikan perselisihan

kepenlingan il
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Bagi Iman Scepomct paritia penyelesaian perselisihan perburuhan
{P4) merupakan pemisah wajib atau compufsory arbitration, karena
mewajibkan pada pihak yang berselisih untuk menyerahkan perselisihan
mereka kepada panitia penyelesaian perselisihan perburuhan (Pd] melalui
seorang perantara (pemisah wajib, compufsory arbitration).

Soetiksno’ berpendapat bahwa panitia penyelesaian perselisihan
perburuhan (P4) adalah “satu panitia yang terutama melakukan tugeas
peradilan perdata {civiede rechisspraa®). Beliau mendasarkan pendapainya
pada batasan (definisi) yang diberikan Mr. Van Praag (1919) terhadayp istilah
civiefe rechmsspraszk, vekni “afke de gedingvoerende bendende vastelling
hunner bestaande rechisverhouding (= setinp keputusan yang mengikat para
pihak yeng berselisih mengenai hubungan hukum meieka), yang kemudian
dijpbarkan cleh Mr. AN. Moienasr bahwa keputusan dimakeud pada
hakekatnya merupakan pelaksanaan dan penafsiran peraturan-peraturan
hukum vang menguasal hubungan (hukum) antara mereka vang menjadi

para pihak pada suatu perjanjian kerja, dalam hal ini ketentuan-ketentuan

B Iman Soepoma, Hukumt Perbucahan Fidang Ancka FPutesory, Paradnya Paramibs, fakarks,
1974,

! oetiksno, Status Fanitia Fenpefesaian Persefighan Perbunshan, Pusat Studi Fengembangan
Hukum @idang Ekenonu Fakoltas Hukum dan Pengelahuan Masyarakat, Universilas
Trisaktf, Jakarta, 1979, h. &
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B.W ., perianjian kerja perseorangan, perjanjian perburuhan (= CLLA) serla
peraturan perundang-undangan terakhir vang berkaitan dengannva.

Soetiksno, pada hakikatnya bal yvang dinyatakan di atas berlaku dan
terpenubd bagi PAD/TPYP, yaknd menetapkan hubungon hukum antara
mereka yang berselisih, yang bermakna pengetrapan dan menafsirkan
peraturan-peraturan hukum yang menguasai hubungan (hukum) antara
mereka vany menjadi para pihak pada suatu perjanjian kea.

Dapat  disimpulkan  babwa  paniba  penyelesaian  perselisihan
perburuhan {P4) adalah ternyata dibentuk oleh Badan Tata Usaha Negara,
yang secara struktural organisasi bukan saja menjadi bagian dari Departemen
tenaga Kera R.I. tetapi kepanitizan (= P4D/P4P) ini pada hakikalnya adalah
hdak lain dari Badan Tata Usaha MNegara berdasarkan Undang-undang
Nomor 22 Tabun 1957, maka sepera nampak bahwa panihia penyelesaian
perzselisihan perburuhan [F4) adalah fdak kermasuk badan peradilan dalam
lingkungan Kekuasaan Kehakiman klapi merupakan badan tata usaha
negara yang oleh peraturan perundang-undangan diserahi kewenangan
mengadili perkara-perkara perselisihan perburuhan.

Faniia Penyelesaian FPersclisihan FPerburshan (P4} merupakan
peradilan  semu, lazim  disebut  omefgeniifbc  rochissprask ateu st

rechsspraak, Peradilan semu  (=oneigenfiike  rochesspraak atau  godsi
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rechssprdtd) Aidak mwerupakan  bagian dabam lingkungan  Kebuasain
Eaehakiman dan karena it tidak termasuk badan peracdilon ®

[alarn  pada  itu,  perlu kieanya  dibedaban putusan panitia
penyelesaian perselisihan perburuhan (14 dalam hoitan selaku produk
pengadilan  semu dengan putusan/ketetapan panitia penyetesaian
perselisihan perburahan {1%4) dalam kaitan pemberian ivin atau penolikan
kepada pibak pengusaha pura mengadakan pemuotusan hubungan kerja
kepada pekenjaf pata prkra,

Soctiksne® memandang babwa %03/ P4F mempunyai "dw? fungst’
yvakni fungsi “yvodikatif berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahan 1957,
dan ‘fungsi administratif’ berdasarkan Undang-undang NMomeor 12 tahun
1964, Beliau berpendapat, berikut

Dengan  dikelwarkannya  Undang-Undang teokang Pemutuesan
Hubungan Kerja Jdi Perisahaan Swasta (L5 1964 o 12, LN 1994 N
43), disamping menyelesaikan perselisithan perburdhan antara serikat
buruh dan pengusaha berdasarkan UG 1957 no 22, Lepada DTN
di berikan tugas baru oniuk mengadakan pengawasan mengenai
pemubiusan hubangan kerja di perasahaan swasta oleh pengusa
terbhadap buruli-buruhnva.
seorany, pengusaha pka bendak menpadokan prmotusen huhunf,.m
kerja terhadap buruhnya di haruskan minta tan tertebih dahalu
kepada PAIIAMP. Tupas “Tomgawasan”  terhadap Hap pemoutosan
hubungan kerja oleh pihak penpusaha terhadap buruhnva sebagai
teraebut, pada hakekatnyas merupakan saty tugas vang letaknva
dibidang “ Administrasi®.

*lawa Marruki 10 Chredl 24-27

* Sewtikano, £t b4
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Keputusan P4 vang dikeluarkan berdasar Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1957 merupakan Keputusan Pengadilan Semu berkenaan  dengan
pemoeriksaan perkara perselisihan perburuhan, sedanghan keputusan P4
dikeluarkan berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, yvang memuat
pemberian  izin bagi  pihak  matikan/pengusaha guna mengadakan
pemutusan hubungan kerja (FHK} kepada pekerja/ para pekenja adalah lebih
berkaitan denpan pubfiek rechieliike bestuarsfiande/ing. Perbuatan perizinan
dari badan atau pejabat dan Taka Usaha Negara  adalah bersifat
publiekrechielik

Hubungan hukum antara pemberi izin (‘badan atau pefabat tata usaha
negara”} dengan pihak penerima izin (“seseorang atau badan hukum
perdata) adalah hubungan subordinatif vang secara murni lahir dari
perbuatan  hukum publik bersegi satu {=eenziidice pubfiefrechteiie
rechishandefling). Perbuatan perizcinan merupakan bagian dari perbuatan
keputusan/perbuatan ketetapan tata usaha negara (" beschikkingsdaad van
de administratie " )1

Sebagaimana dikemuvpkakan terdahulu, bendasarkan  keberlakuan
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 197 teatang Ketenagakenaan, akan

dibentuk Lembaga Penyeiesaian Perselisihan  Industrial menggantikan

I? Liica marzu ki 1L b, 28-79
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Panitia Penyelesaian Perselisihan etburuhan [P4) ramun sampai sekarang,

Nt Iuml:mga dimaksusd belum teebwntuk.

43 Penyelesaian Perselisihan Huobungan Industrial Medalui jalor 120 Luar
enpadilan

PPasal 36 avat | Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan menvtaphan, bahwa setiap perselisihan diselesalkan secara
musvawarah untub mencapai mufakat. Ditctapkan, setiap penpusaba alau
gabungan pengusaha dengan pekena atau senikat pekerja atau gabungan
serikat  pekerja  bersama-sama  melakukan  upaya  unluk  mencapai
penvelesaian persehsihan industrial medaloi muosvawarah untuk mencapai
mufakat ([Pasal 36 avak 2}

Lalam hal upaya vang dilakukan melalei perundingan tidak mencapai
kesepakotan, pibak vang berselisih dapat menempuh jalan penyelesalan
melalut jalur pengadilan atau jalur di luar pengadilan (Fasal 57).

Beberapa upava penyelesatan perselisihan hubungan industnial yang
kiranya dapat diteoipuh, antara lain:

13.1. Arbilrasi {alau Arbitrase)
Undang-undang Nomor 30 lTahun 1999 tentang Arbibrase  cdan

Alternatif Penvelesaian Sengheta merumuskan, bidhwa athitrase acdalab cara
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penyelesatan suatu sengketa perdata di luar peradilan umom  yang
didasarkan pada perjanjian arbilrase yvang dibuat secara tertulis oleh para
pihak vang bersengketa. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan juga memasakkan arbitrasi selaku  upaya  hukum
penyelesaian perselisihan hubungan industriai di luar pengadiian (Pasai 59
sampai dengan Masal 63}

Ditetapkan, bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial
oleh arbitrase hanya dapat dilakukan atas dasar kehendak dan kesepakatan
para pihak yang bemelisih. Kehendak dan kesepakatan para pihak yang
berselisih dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian.

Surat perjanfian guna menempuh upaya arbitrasi hazrus memuat
keterangan, sekurang-korangnya:

a. Mama dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;

b. Pokok-pokeck persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan
kepada arbitrasi untuk diselesaikan dan diambil keputusan;

¢. Mama dan alamat arbiter angpota sidang arbitrasi;

d. Pernyalaan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan
keputusan arbitass;

e. l'emyataan penyerahan sepenuhnya kepada arbiter untuk menentukan

proses atau tatz cara ketja arbitract dalam penyelesaian tugasnya;
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. Tempat, langgal pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para
pihak yang berselisih, (FPasal 39}

Penunjukan arbiter anggota sidang arbitvasi dilakukan atas dasar
kesepakatan para pihak yvang berselhisih.

Ditetapkan pula, bahwa surat perjanjian yang diajukan vleh para
pihak yang berselisih tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan seteiah
dimulainya sidang arbitrasi.

Keputusan arbitrasi mempunyai kekuatan bukum vang mengikat para
pthak vang berselisth dan merupakan keputusan yang bersifat akhir dan
tetap {fnal and binding.

Kepuhisan atbitrasi memuat:

a. kepala keputusan yvang berbunyi” ‘Demi keadailan yang berdasarkan
Eetuhanan Yang hahaesa’;

b. hal-hal yang termuat dalam surat perjanjian yang diajukan cleh para
pihak vang berselisih;

¢. ikhhar dan tuntutan, jawaban dan penjelasan lebih lanjut para pihak
vang berselisih;

d. pertimbangan yang menjdi dasar kepubusan, dan

e. pokok putusan (Faxal 63 avat 1).
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Keputusan dimaksod, diberi keterangan tentang twmpat keputusan
diambil, tanggal, nama dan ditandatangani cleh arbiter angpota sidang
arbitrasi. Pengambilan keputusan olek sidang arbitrasi  dilaksanakan
berdasarkan hukum, keadilan, kebiasasn, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Momor 3 Tahun 1999
menetapkan bahwa pengadilan neperi bdak berwenang untuk mengadili
sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitase.

432, Mediasi

Mediasi diatur dalam "asal 66 sampai dengan Fasal 70 Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Manakala para pihak yang berselisih tidak berkehendak dan
bersepakat untuk menyelesaikan perselisihannya melalui arbitasi maka
penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui mediasi. Penyelesaian
perselisihan hubungan industrial melalui mediasi ditakukan atas dasar
permintaan salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih.

Permintaan disampaikan secara tertulis kepada pegawai perantara
yang bertindak sebagai mediator. Yang dimaksud dengan pegawal perantara
adalah pegawai teknis dari instansi yang membidangi ketenagakerjoan yang

diangkat oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan,
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Mediator melakukan sidang mediasi dan menyelesaikan topasnya
dalam waktu vang paling lama 30 (bga puluh) han kena sejak menerima
permintian penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyvelesaian
prrselisihan hubunpan industrial dinvatakan dalam bentuk anjuran bertuls.

Manakala perselisihan hubungan indusirial dapat diselesaikan melalui
mediasi, mediator membuat persetujuan bersama yang Jditandatangani aleh
mediator dengan para pihak yang berselisih, Para pihak vang berselisih
tunduk dan melaksanakan persetujuan bersama.

43.3. Allernative DHspute Kesolution {ADE)

Penyelesatan perselisihan  hubungan industrial kiranya dapat
diselesaikan di luar proses pengadilan vakni mclalui proses " Affernaine
Ldspie Besofetiord” (ADR), vang dalam Undang-undang Momeor 3¢ Tahun
1994 tentany  Arbitruse dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebut
Alternatif Penyelesaian Sengheta.

Undang-undang MNomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, merumuskan Aliernabf  Penyelesaian
Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui
prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di haar pengadilan

dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
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Senpkots atau boda pendapat dalam masalah perdata dapat
diselesaikan uleh para pihak melalod albernatf penyelesdisan sengketa yang
didasarkan pada itikad baik dengan menpesempingkan penvelesaian socarg
hikigasi di Peogadilan MNegeri (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang, Nomor 30
Tabun 1999 tentany  Arbitrase  dan Alernatif Penvelesaian Sengketa).
Menurut peneliti, datam kaitan dengan penyelesaian perselisthan hubungan
industrial maka makna pecbedaan pendapat disini melipubd perbedaan
pendapat antara pengusaha dengan pekerja tentang hal ikbwal hobungan
ketenagakerjaan mereka yang bersifat keperdataan, baik yang sitatnya
perselisihan hak maopun perselisihan kepentingan.

Penyelesaion  seopketa atan beda  penddapat melalui alternatit
penyelesaian sengkela diselesaikan dalam pertemuan langsung oilch para
pihak dalam waktu paling lama |4 (empat belas) hari dan hasilova
dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

[alam hal sengketa atau beda pendapat dimakswd tidak dapat
diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pitak, sengkota atau beda
pendapat diselesaikan melaiui bantuan scorang atau icbih penasehat abbi
maupun melalui seoranyp mediator,

Apabriia para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 {empat belas)

hani dengan banluan seorang atau lebih penaschat alli maopun melalui
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seorang madiator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator hdak
berhasil  mempertermukan kedua pihak, maka para pihak  dapat
menghubungi schuah lembaga arbirase atau lembaga atternatif penyelesaian
sengketa guna menunjuk scorang mediator,

Setelah penunjukan mediakor oleh lembaga arbitrase ataw lembaga
alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari,
usaha mediasi harus sudah dapat dimulai,

Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melah mediator,
dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 {i1pza
puluh} hari harues tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditanda
tangani olch semua pihak yang terkait.

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis
adalah final dan mengikat para pibak untuk dilaksanaian dengan itikad baik
serta wajib didaftarkan di Pengadilan negeri dalam wakiu paling lama 30
(hga puluh) harm sejak penanda tanganan,

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat waiib sclesai
dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 {tiga puluh) hari secjak

pendalbaran.
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Apabila wsaha perdamaian tidak dapat dwcapai. maka para pihak
berdasarkan  kescpakatan  secara tertubis dapat mengajukan usaha
penyelesaiannya melalui lembaga administrasi atau arbilrase ad hoc,

Bagaimanapun juga, upayva penyelesaian damai baik di jalur

rengadilan macpun di luar jalur pengadilan adalah tetap lebih baik.

4.4, Fkekacaubalauan Prosesual

Penyelesaian perselisthan hubungan industriat dapat  ditkempuh
melalui jalur pengadilan ataun jalur di lwar pengadilan, sebagaimana
dimaksud dalam l'asal 57 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan. Hal dimaksud, sepintas lale memberikan kesan
bahwasanya vang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial adalah presesual pengadiiar neser, dalam lingkungan peradilan
urpum. Namuon, manakala penyelesaian perselisthan hubungan industrial
melalui plur pengadilan tersebut adalah dimaksudkan pengadilan negeri
belaka maka bakal menimbulkan masalah prosesual takkala pengadilan
negert  diperhadapkan  dengan  kasus-kasus  coetlicr of  inferest
{ befangengoschif atau perselisihan kepentingan).

Halkim-hakim perdata tidak berwenang memeriksa, mengadili dan

memutuskan kasus-kasus yanyg tidak rechimatigheid, Kasus-kasus confiict of
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interest [befamgengeschif atan perselisihan kepentingan) berpaut dengan hal
ikhwal nun-hukom, bersifat doedmatigheid, bukan revhimatigheid. Sebagai
contoh dikemukakan bahwa delegasi pekerja yang menemui direksi guna
menuntut  kenaikan upah dan  tunjangan  lain, pada  hakikamnya
mempersoalkan keadaan perburuhan. Pengusaha tidak melanggar hukum
atau bercedera janji. Selama ini, pihak pengusaha membayar upab dan
tunjangan lain dari pekerja, sesuai dengan perjanjian kera (KKEB) yang
dizepakati. Kasus sedemikian perlu ditangani oleh suatt lembaga (atay
kepanitiaan khusus), sepert halnya dengan Panitia i’enyelesaian Perselisihan
FPerburuhan (1*4).

hka dicermati, pengaturan penyelesaian  perselisthan  hubungan
industrial dalam Pasal 72 Undanpg-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan, maka hdaklah dapat dengan scketika berpendapat,
bahwasanya Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial adalah penpgganhi
dari Panitia Penyelesaian Perzelisihan Perburuhan (P4).

Fasal 71 Undang-undang Nomor 25 Tabun 1997  lentang
Ketenagakerjaan  menetapkan, bahwa apabila perselisihan  hubungan
industrial hdak dapat diselesaikan melalui mediasi, mediator dengan
memberitahukan kepada para pihak yang berselisih, segera melimpahkan

perselisihan tersebut kepada lembaga penvelesaian perselisihan industrial,
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Penpelasun ifasal 71 Undang-ondang Nomor 25 lahun 1997 tentang
Ketenagakerjsun  menggarisbawahi,  bahwa  lembaga  penyelesdian
perselisiban industrial adalah lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan
persclisiban hobungan industrial ataw  lembaga  peradilan i bidang
ketenagakenaan. Ditetapkan pula, bahwa lembaga penyelesaian perselisiban
industrial bertugas menyelesaikan perselisihan hubungan indusirial (Fasal
72y,

MManakala dicermati bunyi pasal 71 dan 72 Undang-undang Nomor 25
Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwasanya
lembaga penvelesaian perselisithan indusirial fidak berstatus arbitrase wajib
(vompuwisory  arérirafion), seperti halnya dengan IPanitia  Penyclesaian
Perselisihan Merburuhan (14).

Dalam pada it, dengan diberikannya status peradilan kepada
lembaga penyelesaian perselisihan industrial maka hal  penyelesaian
perselisithan hubungan industrial kdak lagi menjadi kewenangan kompetensi
Pengadilan MNegen. Gelum jelas, apakah lembaga penyelesaian perselisihan
industrial merupakan peradilaan khusus dalam lingkungan peradilan umum,
ataukah kamar khusus (sperial chamben) pada pengadilan neger. Namun

tetap dipandang janggal manakala lembapa penyelesaian  persclisihan
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industrial diseraly kewenangan menangani basus-kasos comffnd o e
tdwriangergescfuf atao perselisiban kepentingan] vang satnya coedmiigedf

Etica Marrzukit?!  moemandang  status Lembaga Penveloszion
Perselisihan industrial vany, dimaksud dalam Fasal 72 Undang-undang,
Nomor 25 Tahun 1997 teotzng Ketenagakeraan bak sriether fioh mor fowd
(bukan ikan, bukan pula daging).

[ralam pada itu, penelitian ini menanch perhatian terhadap Kancaneun
Undong-undang (KLU} tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial yang kini tengah dipersiapkan uleh Pemenntah  Kancangan
Upndang-undany  (RULY tentang  Penyvelesaian Perselisthan Hubungan
Industrial menggagaskan didalamnya semacam pengadilan ketenagakerjaan,
vang diberi nama Pengadilun Perselisihan Hubungan Industrial. Pengadifan
Perselisihan Hubungan Industral adalah pelaksanaan kekuasasan kehakiman
yanp berada dilingkungan peradilan umum vang berwenansy; memeriksa dan
memutuskan perselisihan hubungun industrial {Pasal T angka [6 Rancangan
Lodang-undang  (RULU)  wentang  Penyelesaian Persclisiban Hubungan
Industrial). Pengadilan Perselisthan Hubungan Industrial merupakan kamar
Khusus  (specrad chamber) pada Pengadilan Negeri,  tidak  merupakan
peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum,

U Wawanvarg dengan 1M, [aica Marrok pada langgal 20 ol 2002,

Froerredr Keet@oloins Detdee e PEHT 204



DISERTASI PRINSIP KEADILAN DALAM... MUHAMMAD SYARIF

Unhek pertama kali Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial
dibentuk pada setiap pengadilan negeri disetiap ibu kota provinsi
Chikabupaten/kota terutamz yang padal industr, dengan keputusan
presiden, harus segera dibenhuk pengadilan hubungan industrial pada
pengadilan negeri setempat (Fasal 34 ayat T dan 2 Rancangan Undang-
undang (EUU] tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).
Pengadilan 'erselisthan Hubungan Industriai dibentuk pada Pengadilan
Negeri secara bertahap dan pada Mahkamah Apung. Kasus-kasus
perselisihan industrial tidak mengenal pemeriksaan banding, tidak diajukan
kepada Pengadilan Tinggi.

Uitetapkan, penis perselisihan hubungan industrial, melipin:

-  perselisihan hak, [azim disebut conflict of right, rechisgeschil:

-  perselisihan  kepentingan, lazim dizebut  conflict of  inkerest,
belangengeschil;

- perselisihan pemutucan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan. (Pasal 2 Rancangan
Undang-undang (RUU) tentang PPenyelesaian Perselisihan Hubungan
[ndusial)

Guna menjamin penyeleszian yang cepat dan murah, penyelesaian

perselizihan hubungan industrial melalui lembaga peradilan umum dibatasi

Frovigiy Xeadidan Dalom PEHT 205



DISERTASI PRINSIP KEADILAN DALAM... MUHAMMAD SYARIF

proscs  dan  tahapannya dengan  tidak membuka  kesempatan untuk
mengajukan upaya banding pada Pengadilan ‘linggi, schingga setelah
tahapan penyelesaian ditingkat Pengadilan Negeri, perkara dapat langsung
dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Disamping pembatasan tahapan
proses berperkara  dilembaga peradilan umum maka  dilakukan pula
pembatasan jenis perselisihan sehingga tidak semua jenis perselisthan vang
diputuskan di Pengadilan Mageri dapat dizjukan upaya kasasi {penjelasan
pokuk-pokok  materi Rancangan Undang-undang tentang  Penyelesaian
Ferselimiban Hubungan Industrial angka 10 dan 11}

Kasus-kasus contfict of oght (rechisgeschil perselisiban hak) diperiksa
dan diputuskan ditingkat pertama dan terakhir oleh enpadilan Perselisihan
Huburgan [ndustrial, tidak dapat dimchonkan kasasi ke Mahkamah Apung.
Kasus-kasus conffice of interest (belangengeschil perselisihan kepentingan)
diperiksa dan diputaskan ditingkat pertama oleh Fengadilan Perselisihan
Hubungan Industrial, dan dapat dimohonkan kasasi pada Mahkamah Agung
paling lama 3( (tiga puluh) hari kerfa, terhitung sejak tanggal permohonan
kasasi (Pasal 78 huruf a dan b Hancangan Undang-undang tentang
FPenyelesaian Perselisihan | lnbungan Industrial).

Ferselisthan Femutusan Hubungan Kerja (P1IK)} diperiksa dan

dipubuskan ditingkal pertama uleh Pengadilan Perselisihan Hubungan
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Industrial, dan dapat dimohonkan kasasi pada Mahkamah Agung paling
lama 30 {tiga puluh) han kerja, terhitung sejak tanggal permehonan kasasi,
Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan
diperiksa dan diputuskan ditingkat pertama dan terakhir cleh Pengadilan
Perselisihan Hubungan Industrial, tidak dapat dimohonkan kasasi pada
Mahkamah Apung (Pasal 78 huruf ¢ dan d Rancangan Undang-undang
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial}.

Terdapat pula kekacaubalauan prosesual dalam Rancangan Undang-
undang tentang Fenyelesaian Ferselisihan Hubungan [ndusirial dimaksud.

Membatasi penanganan kasus-kasus comnflicr of right frechisgeschil,
perselisihan hak} pada Pengadilan Ferselisiban Hubungan Industrial serta
membatasai atau melarang kasus-kasus coaflict of meht (rechisgeschii
persetisihan hak) untuk dimohonkan kasasi pada mahkamah Agung adalah
sesualu  hal yang janggal, karema kasus-kasus sedemikian bersifat
rechimatigheid, berpaut dengan hal ikhwal hukum. Justru kasus-kasus
corffict of rght (rechisgeschil, perselisihan hak) vang perlu dimohonkan
kasasi guna diperiksa Hakim Kasasi {judex jursd bentang benar atau
hidaknya penerapan hukum cleh hakim bawahan,

Lebih  janggal lagi, manakala kasus-kasus conffict of inferest

{belangrengescivii, perselisihan kepentingan} diperiksa dan diputuskan oleh
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Pengadilan  Perselisthan  Hubungan [ndustrial bethubung  kasus-kasus
sedemikian bersifat doc/matshedd, tidak tunduk pada kewenangan hakim-
hakim peradilan umum yang seyogianya memeriksa dan memuhuskan
kasus-kasus yang rechtmaiigherd, Terlebih-lebih sungguh janggal, manakala
kasus-kasus sedemikian dimohonkan kaszasi kepada hakim kasasi selaku
Judex furisé yang semata-mata berwewsenang meneriksa dan memutuskan
hal penerapan hukum dan aspek hukum dari perkara.

Karena 1tu, seyogianya Fanitia Penyelesaian Perselisihan PPerburvhan
(P4} tetap dipertahankan puna memeriksa dan memutuskan kasus-kasus
conflict of interest (belangengeschif, persclisihan kepentingan) saja.

Kasus-kasus perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak
tepat diajukan ke Pengadilan Perselisihan Huburgan Industrial vang
merspakan kamar khusus (speval chamber) dan Pengadilan Negeri
berhubung hal izin atau penolakan keputusan pemutusan habungan kerja
(PHK) adalah E-TUN (Keputusan Tata Usaha Negara), berpaut dengan
beschikkingsdaad van de administratie. Kasas-kasus sedemikian seyogianya
dibawakan saja ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana halnya

disaat sekarang ini.
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BAB S
KESIMPULAN DAN SARAN

51, Kesunpulan
Berdasarkan uraian vang telah dikemukakan, dapat disimpulkan
sebagai berikut -

1. Hubungan industrial pada hakikatnya merupakan hubungan hukum
perikatan yang lahir karena perjanjian kerja  (CLO/EKE) yang dibuat
oleh pekerja dan pengusaha guna melakukan suatu pekerjaan unmuk
menghasilkan barang atan jasa. Perjanpian kema (CLOYKKE) yang
dimaksud adalah suatu perjanjian lisan dan/atau tertulis, baik untuk
jangka waktu terfeniu maupun wunfuk waktu tidak tcrtente yang memuat
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha.
Hubungan industrial lahir dan dua pihak yang mengikatkan dirinya
dalam suvate perfanjian ketja {CL.O/KKB) yakni pihak pember kerja
{werkgeves, lazim disebut pengusaha dengan pihak penerima kerja
{werknemer), lazim  disebut pekerja. Dalam negara kesejahteraan
(welfaresiate) anggota PBB/ILO, seperi halnya Indonesia, konsep
hubungan industriainya juga melibatkan pemerintah sehingga terjalin

hubungan tiga pihak ({imipartt} vyakni pekenz, pengusaha dan
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pemerintah. Status pemerintab  adalah  penengah, pelindung dan
pengawas dalam pembuatan dan  pelaksanaan hubungan kerja.
Femerintah bukan sebagai pihak yany membuat perjanjian kerja tetapi
memberikan pengaturan  pihak yang membuat perjanjian  kerja,
Hubungan industrial adalsh hubungan hukum keperdataan yang kedua
subyeknya berkedudukan hukum yang sama {setara) dan seimbang.
Pekega bukan bawahan dari pengusaba {subordinat), seperti halnya
dalam hubungan hukum publik. Obyek peranjian kerja dalam hubungan
industrial adalzh tenaga kerja {manpowen dari pekerja, bukan fisik atau
jasmani pekerja. Pekerja menerima pekerjaan dempan memperjanjikan
temaga kerja  (manpowerlnya  sedangkan pihak  penguszaha
memanfaatkan tenaga kerja (manpower) dar pekerja guna menghasilkan
barang atau jasa. Hakikat hubungan industrial vang demikian juga
mendasari wijud Hubungan Industrial Pancasila (HIP") di negeri ini.
Hubungen industrial Pancasila diarahkan guna menumbuhkembangkan
hubungan vang harmonis atas dasar kemiltraan yang sefajar antara
pekeria dan pengusaha sesuai dengan nilainilai keadilan yang
terkandung dalam Fancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam
pelaksanasn Hubungan [ndustrial Pancasila, pekerja diarahkan untuk

mempunyai sikap meraga ikut memibki serta mengembangkan sikap
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memelihara dan mempertahankan kelangsungan usaha, sebaliknya
pengusaha diarahkan mengembangkan sikap memperlakukan pekerja
sebagai manusia atas dasar kemitraan yang sejajar sesuai dengan kodrat,
harkat dan martabatnya serta memungkalkan profesionalisme dan
kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Namun dalam kenyataannya beberapa peraturan perundang-undangan
di bidang ketenagakerjaan dalam keteptuannya mempersamakan antara
pekerja (jasmani/ tisik) dengan tenaga kerja (manpower) pekena. Padahal
jasmani/ fisik pekerja menurut hukum adalah subyek perjaniian
sedangkan tenaga kerja (manpower] pekerja adalah obyek perjanjian
kerja.

Pengaturan yang demikian ini bertentangan dengan hakikat hubungan
industrial, karena menempatkan pekerjz bukan sebapai subyek tetapi
sebagai obyck perjanjian.

2. Bertitik tolak dari prinsip-prinsip dasar pasar bebas, pandangan para
pakar keadilan dan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung datam
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memperhatikan kondisi
obyektif negara Indonesia dan karakteristik pekerja, maka ditemukan
enam prinsip keadilan dalam penyelesaian perselisihan  hubungan

industrial vakni (1) prinsip perlindungan hukum, (2) prinsip
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pemberdayaan, {3} prinsip kcberpihakan, {4} prinsip institusionalisasi
alternatif, (3) prinsip ofisien dan efektitf, dan (6) prinsip itikad baik.

3, Parselisihan industrial terdin dar dua kelompok yakni conflict of righi
{Rechitsgeschifl atau  perselisihan hak  dan conflict of  inferest
{Belangengeschily atau  perselisihan  kepentingan, Cosffict of might
{Kevitsgeschifl atau perselisihan hak berpaut dengan masalah hubum
{rechitmatigheid), utamanva vang berkaitan dengan pencederaan
terhadap perjanpan kerja. FKB dan perzturan perundang-undangan,
sedangkan  conffict of interest (Bolangenpeschil) atau  perselisihan
kepentingan berpaut dengan hal ikhwal kebikan {doclmatigheid).
utzmanya yang berkaitan dengan tunkutan perbaikan ekonemis pekerja.
Bertitik tolak dari hal dimaksud, ditemukan adanya lima upaya atau jalur
penvelesaian perselisihan hubungan industriat vakni: {1} melalui proses
peradilan umum, (2} melalui proses paniba penyelesaian perselisihan
perburuhan, (3) melajui proses arbitrasi, (4) melalui proses mediasi, dan
{3} melalui proses alternatif penyelesaian sengheta (ADR).

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentany Ketenagakerjzan dan
Rancangan Undang-Undang (KLU} tentany Penyelesaian Ferselisihan
Hubungan Industrial mengandung kekacaubalauan prosesual dalam

penyelesaian, perselisthan hubungan indusirial, yakni memungkinkan
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pengadilan negeri memeriksa dan memutus kasus-kasus conflict of
interest {belangengeschil) atau perselisihan kepentingan vang sifatnya

d-.mlmatigheid.

52  Saran
Adapun saran-saran dari penelitian ind, adalah sebagai berikut:

1. Dipandang perlo adanya peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan vang membedakan secara yuridis prinsipil antara
jazsmani/ fisik pekeria (werknemer) dengan benaga kerja (manpower)
pekerja. [lal dimaksud penting agar dalam peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan secara jelas dibedakan bahwasannyva vang
menjadi subyek dalam perjanjian kerja adalah jasmani/fisik pekerja,
sedangkan yang menjadi obyck perjanjian kerja adalah tenaga kerja
{manpower} pekerfa. Ketenhuan normalif sedemikian, mengandung
makna bahwa antara pekerja [werknemer) dan pengusaha {werkgever)
dalam seatu hubungan indusitial mempuenyai kedudukan yang setara
dan seimbang. Keduanya merupakan subyek hukum perjanjian, yang
masing-rasing mampunyai bak dan kewajiban secara imbal balik.

2. Fnam prinsip-prinsip keadilan yakni: (1) prinsip perbindungan hukum,

(2} prinsip pemberdayaan, (3) prinsip  keberpihakan, (4] prinsip
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institusionalisasi alterpatif, {3) prinsip efisien dan efekhi, Jan {6) prinsip
itikad baik, seyogyanya dipdikan dasar dalam penyvelesaian prrsclisihan
hubungan industrial di Indonesia guna mencapal atau mewujudkan
penyelesaian yang berkeadilan, Oleh karena itu, diperlukan adanya
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan  yang
mengatur keenam prinsip-prinsip keadilan dimaksed, guna dijadikan

dasar dalam penvelesaian perselisihan hubungan industrial.

T

Lima jalur yang dapat ditempuh dalam penyelesaian perselisiban
hubungan indusirial yakni: (1) welalei proses  peradilan amuom,
(2 melalui proses panitia  penyelesaian  perselisihan  perburuban,
(3 melalui proses arbitrast, {(4) melalui proses mediasi, dan {5) meialui
proses  alternatif  penyelesaian  sengketa (ADXK),  kesemuanya
memungkinkan pihak yang berselisih dapat memilth proses mana yang
divandang  paling menguntungkan  dan berkeadilan dalam
menyelesaikan perselisihan, Dhrekomendasikan agar kelima jalor atau
proses  penyelesaian  perselisihan hubupgan  industrial  tersebut
dimasukkan dalam rtancangan undang-undang tentang penvelesaian
perselisithan hubungan industrial untuk ditetapkan schagai ketentuan-

ketentuan di bidang penyelesaian perselisiban hubungan industrial.
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4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dan
Kancangan Undang-Undang (RUU) tentang 'cnyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial perlu dibinjau kembali, utamanya yang berpaut
dengan kekacaubalanan prosesual penyelesaian perselisihan hubungan

indusirial yang dimuat di dalamaya.
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